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UNIVERSALITAS SYARI'AT ISLAM
(Sebuah Pengantar)

Allah SWT. telah menurunkan risalah Islam. Dimana
Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan
akidah tauhid, vyaitu akidah La Ilaha Illa Allah,

Muhammadur Rasulullah.

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang
meliputi seluruh manusia. Islam mengatur seluruh masalah
kehidupan, serta seluruh hubungan kehidupan itu dengan
sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Islam
juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai
manusia (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri dan
akal, pent.). Islam juga mengatur interaksi manusia --secara
vertikal-- dengan penciptanya, dan dengan dirinya, serta --
secara horisontal-- dengan sesama manusia di setiap waktu

dan tempat.

Islam juga menyelesaikan hubungan antara Allah,
sebagai sang pencipta, dengan alam, manusia dan
kehidupan, dari aspek penciptaan dan pengaturan,
penghidupan dan pembinasaan, petunjuk dan kesesatan,

termasuk aspek rizki dan pertolongan. Serta aspek lain yang
.



menjadi sifat-sifat Allah SWT. yang berupa sifat kuasa,
pengatur, pengendali, mengetahui segala hal yang meliputi
selurun makhluk, serta kehendak yang meliputi seluruh

kemungkinan.

Seperti halnya Islam telah memecahkan masalah
interaksi antara manusia dan kehidupan itu dengan Allah
sebagai sang Pencipta. Dengan disertai keharusan untuk
beribadah semata-mata kepada-Nya serta pengakuan hanya
Dia Yang Maha Membuat seluruh aturan. Dan sama sekali
tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun. Dan disertai
kewajiban beribadah hanya kepada-Nya dengan mengikuti
semua aturan yang disyari'atkan bagi seluruh hamba-Nya
agar mereka beribadah kepada-Nya dengan aturan tersebut.
Serta wajib terikat dengan semua perintah-Nya dan
menjauhi seluruh larangan-Nya. Disamping juga wajib
menjadikan hanya Muhammad saw. sebagai utusan Allah,
yang wajib diikuti dan ajaran-ajarannya wajib diambil,
dengan tidak mengikuti selain ajaranya, ataupun
mengambil ajaran manusia lain. Islam memang telah
membawa corak pemikiran yang khas, dimana dengan
pemikiran-pemikiran itu Islam bisa melahirkan sebuah
peradaban yang lain sama sekali dengan peradaban

manapun. Dengan pemikiran-pemikiran itu pula, Islam
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mampu melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan. Dan
dengan pemikiran itu pula, benak para penganutnya telah
mendarah daging dengan corak peradaban tersebut.
Pemikiran-pemikiran itu juga telah melahirkan pandangan
hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram beserta
sebuah tuntunan hidupnya yang khas. Dengan pemikiran-
pemikiran itu pula, Islam mampu membangun sebuah
masyarakat, yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-

individunya lain sama sekali dengan masyarakat manapun.

Sebagaimana Islam telah membawa aturan paripurna,
yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di
dalam negara dan masyarakat. Baik dalam masalah
pemerintahan, ekonomi, masyarakat, pendidikan maupun
politik, di dalam dan luar negeri. Baik yang menyangkut
interaksi yang bersifat umum, antara negara dengan
anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara
maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain;
ketika perang dan damai. Atau yang menyangkut interaksi
secara khusus antara anggota masyarakat yang satu dengan

anggota masyarakat yang lain.

Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna
dan menyeluruh (conprehenship) bagi seluruh kehidupan
manusia. Karena itu pula kaum muslimin diwajibkan untuk

9



memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang
memiliki bentuk tertentu, yang terlukis di dalam sistem
khilafah.
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1
PEMERINTAHAN ISLAM;

Pemerintahan Alternatif Dalam Perspektif Islam

Menurut makna bahasa, kata al hukmu bermakna al
gadla’ (keputusan). Sedangkan kata al haakim bermakna
munaffidzul ~ hukmi  (pelaksana  keputusan  atau
pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata al hukmu
maknanya adalah sama dengan kata al mulku dan as
sulthan. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan
aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan
yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin.
Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang
dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman
serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan.
Atau dengan ungkapan lain, kata al hukmu juga bisa disebut

wilayatul amri. Sebagaimana dalam firman Allah:

"Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri

(para pemimpin) di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 89)

"Dan kalau seandaianya mereka mengembalikan masalah
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itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para

pemimpin) di antara mereka." (Q.S. An Nisa': 47)

Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan

pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung.

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta
kehidupan, Islam telah menjadikan negara Dbeserta
kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah
memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara
dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum
Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur'an yang menyangkut
masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan.
Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin
agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa
yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman:

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara

12



mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu."” (Q.S. Al Maidah: 49)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu

adalah orang-orang yang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu

adalah orang-orang yang dzalim." (Q.S. Al Maidah: 45)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu

adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Al Maidah: 47)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam perkara
yang mereka perselisinkan, kemudian mereka tidak merasa

keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang
13



kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
(Q.S. An Nisa': 65)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilan rasul-Nya serta ulil amri (para pemimpin) di
antara kamu." (Q.S. An Nisa': 59)

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan cara
yang adil." (Q.S. An Nisa": 48)Dan masih berpuluh-puluh
ayat yang lain, yang menyangkut masalah pemerintahan
dari segi pemerintahan dan kekuasaan itu sendiri.
Disamping itu, banyak lagi ayat-ayat lain yang
menunjukkan pembahasan pemerintahan secara detail.
Bahkan, ada ayat-ayat yang membahas tentang hukum
perang, politik, pidana, kemasyarakatan, hukum perdata
dan lain-lain. Allah SWT. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang
kafir yang ada di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka
menemui kekerasan itu ada padamu.” (Q.S. At Taubah:
123)
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"Jika kamu menemukan mereka dalam peperangan, maka
cerai-beraikanlah orang-orang yang ada di belakang
mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka
mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan
terjadinya penghianatan dari suatu golongan, maka
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara
yang jujur.” (Q.S. Al Anfal: 57-58)

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka
condonglah kepadanya dengan bertawakkal  kepada
Allah.” (Q.S. Al Anfal: 61)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."
(Q.S. Al Maidah: 1)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan
(Jjanganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta
benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal

kamu mengetahui.” (Q.S. Al Bagarah: 188)
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"Dan dalam gishas itu ada jaminan kelangsungan hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal." (Q.S. Al Bagarah:
179)

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Q.S. Al
Maidah: 38)

"Dan jika mereka menyusui (anak-anak)-mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S. At
Thalaq: 6)

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan
rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang
diberikan oleh Allah kepadanya." (Q.S. At Thalaq: 7)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat

itu kamu membersinhkan dan mensucikan." (Q.S. At
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Taubah: 103)

Dan demikianlah, kita senantiasa akan menemukan
garis-garis besar undang-undang perdata, kemiliteran,
pidana, perpolitikan, serta mu‘amalah dengan jelas di dalam
beratus-ratus ayat Al Qur'an. Disamping banyak hadits
shahih --yang menjelaskan hal-hal yang serupa--
bertebaran. Dimana kesemuanya itu diturunkan berkaitan
dengan suatu keharusan untuk menjalankan serta
menerapkan kekuasaan berdasarkan garis-garis besar
tersebut. Bahkan, semuanya itu telah berhasil diterapkan
dalam kehidupan yang sesungguhnya pada masa
Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta penguasa-penguasa
Islam sepeninggal beliau. Kenyataan ini menunjukkan
dengan jelas, bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan
dan kenegaraan, serta sistem yang bisa menjamin
keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat serta
individu-individunya. Sebagaimana Islam telah
menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja
memerintah sebuah pemerintahan, melainkan dengan
sistem Islam. Dimana Islam tidak akan pernah terlihat
kecuali kalau Islam hidup dalam sebuah negara yang

menerapkan hukum-hukumnya.

Maka, Islam adalah agama dan ideologi, dimana
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pemerintahan dan negara adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari dirinya. Negara adalah tharigah (tuntunan
operasional) satu-satunya yang secara syar'i dijadikan oleh
Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-
hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh. Dimana
Islam tidak akan tampak hidup, kalau tidak ada sebuah
negara yang menerapkannya dalam segala hal. Inilah
negara dengan sistem perpolitikan yang sangat manusiawi,
bukan negara ketuhanan (otokrasi) dengan sistem
pendewaannya. Juga bukan negara yang memiliki sifat
takdis apapun, begitu pula kepala negaranya tidak memiliki
kema'suman --sebagaimana layaknya seorang Nabi dan

Rasul.

Dan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang
menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang
menjadi landasan, pemikiran, pemahaman, serta standar-
standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan
umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan

yang diberlakukan.

Dialah sistem yang khas dan sama sekali lain bagi
sebuah negara yang unik, yang berbeda dengan semua
sistem pemerintahan manapun yang ada di dunia dengan
perbedaan yang mendasar. Baik dari segi asas yang

18



dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut, atau dari
segi pemikiran, pemahaman serta standar yang
dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari
segi bentuk yang terlukis dari sana, maupun undang-undang

dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya.
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2
NEGARA ISLAM

Negara Islam adalah seorang khalifah yang
menerapkan hukum syara’. Negara Islam merupakan
kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan
dan  memberlakukan  hukum-hukum Islam, serta
mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah
risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-
satunya tharigah yang dijadikan oleh Islam untuk
menerapkan  sistem dan  hukum-hukumnya secara
menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang
merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan.
Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah
ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang
ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat
akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus tetap ada dan

bukan hanya temporal keberadaannya.

Negara Islam hanya berdiri di atas landasan akidah
Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya.
Secara syar'i akidah Islam, dalam keadaan apapun, tidak
boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali,

ketika Rasulullah saw. membangun sebuah kekuasaan di
20



Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau
segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya
dengan landasan akidah Islam. Maka setelah itu, ayat-ayat

tentang perundang-undangan tidak pernah turun lagi.

Beliau telah menjadikan syahadat La Ilaha Illa Allah
Wa Anna Muhammadar Rasulullah sebagai asas kehidupan
bagi kaum muslimin, yang sekaligus merupakan asas dalam
hubungan, secara horisontal, di antara sesama manusia
(baik muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi,
maupun muslim dengan kafir harbi), termasuk dasar
pijakan untuk menjaga terjadinya kedzaliman, serta pijakan
dalam menyelesaikan persengketaan. Dengan kata lain,
akidah Islam merupakan dasar bagi semua masalah

kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Hanya saja hal itu belum cukup, sehingga Islam
memerintahkan berjihad, bahkan mewajibkannya untuk
seluruh kaum muslimin agar akidah ini bisa mereka emban

kepada seluruh manusia. Rasulullah saw. bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang hingga
mereka menyatakan LA ILAHA [ILLA ALLAH
MUHAMMADUR RASULULLAH, maka bila mereka

menyatakannya darah dan harta mereka akan
21



terlindungi dariku kecuali dengan cara yang

dibenarkan."

Bahkan, menjaga keberlangsungan akidah Islam
sebagai landasan negara hukumnya adalah fardlu bagi
selurun kaum muslimin. Dimana beliau memerintahkan
mereka agar mengangkat senjata dan berperang bila
kemudian telah nampak kekufuran yang nyata. Yaitu
apabila akidah Islam tidak lagi dijadikan sebagai landasan

pemerintahan dan kekuasaan.

Maka, Kketika Rasulullah saw. ditanya tentang
pemerintahan yang dzalim: "Tidakkah kita perangi saja
mereka itu dengan pedang (wahai Rasulullah)?" beliau
menjawab: "Jangan, selagi mereka masih menegakkan
shalat (hukum Islam)." Beliau juga memerintahkan agar
kaum muslimin tidak merebut bai'at dari tangan ulil amri
(khalifah) kecuali kalau mereka menyaksikan terjadinya
kekufuran secara nyata. Dalam hadits Auf Bin Malik

tentang kebobrokan para pemimpin dinyatakan:

"Ditanyakan (kepada Rasul): 'Ya Rasulullah, tidakkah
kita perangi saja mereka itu dengan pedang?' Beliau
menjawab: 'Jangan, selama mereka masih

menegakkan shalat (hukum Islam).™
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Dalam riwayat At Thabrani, beliau menyatakan dengan
kata kufran sharrahan (bukan kufran bawwahan).

Sedangkan dalam riwayat lain:

"Kecuali jika kalian menyaksikan kemaksiatan kepada

Allah secara nyata."

Semuanya ini membuktikan bahwa asas negara Islam
adalah akidah Islam. Karena Rasulullah saw. telah
membangun kekuasaan berdasarkan asas tersebut. Bahkan,
beliau memerintahkan agar mengangkat pedang dalam
rangka menjaga keberlangsungan akidah sebagai landasan
kekuasaan, serta memerintahkan berjihad dengan tujuan
menegakkan akidah tersebut. Karena itu, negara Islam
tidak diperbolenkan memiliki satu pun pemikiran,
pemahaman, hukum ataupun standar yang tidak digali dari
akidah Islam. Sebab, tidak cukup dengan menjadikan
landasan negara Islam tersebut hanya sebatas nama, yaitu
akidah Islam --namun dalam prakteknya tidak. Bahkan,
adanya landasan itu harus tercermin dalam segala hal yang

berhubungan dengan keberadaan negara Islam. Termasuk
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dalam hal-hal yang kecil maupun yang nampak menonjol
dalam urusan negara secara keseluruhan. Karena itu, negara
Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep
tentang kehidupan atau hukum selain yang lahir dari akidah
Islam. Akidah Islam pun tidak akan mentolelir konsep dan

pemahaman apapun yang tidak lahir dari sana.

Karena itu, negara Islam tidak akan mentolelir konsep
demokrasi untuk kemudian diadopsi dalam tubuh negara
Islam. Karena demokrasi bukan konsep yang lahir dari
akidah Islam. Disamping karena pemahaman-pemahaman
yang lahir dari konsep Demokrasi tersebut bertentangan
dengan akidah Islam. Konsep Nasionalisme --yang lahir
dari demokrasi-- misalnya, dengan lebel apapun tetap tidak
diperbolehkan. Karena konsep tersebut tidak lahir dari
akidah Islam. Disamping konsep-konsep yang lahir dari
akidah Islam telah mengecam dan mencegah serta
menjelaskan  bahaya-bahayanya. Konsep Patriotisme
(wathaniyah), apapun dan bagaimanapun bentuknya, tetap
tidak diperbolehkan. Karena konsep tersebut lahir bukan
dari akidah Islam. Disamping karena Patriotisme
bertentangan dengan konsep-konsep yang lahir dari akidah

Islam.

Begitu pula dalam struktur negara Islam tidak terdapat
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kementerian sebagaimana dalam tradisi pemahaman
Demokrasi, termasuk pemahaman-pemahaman yang sama
status hukumnya dengan demokrasi, seperti pemahaman
kekaisaran, monarchi, ataupun republik. Karena semuanya
itu tidak dilahirkan dari akidah Islam. Bahkan, semuanya
tadi bertentangan dengan konsep yang lahir dari akidah
Islam. Disamping, karena dilarang melakukan muhasabah
(koreksi) kepada negara Islam dengan landasan selain
akidah Islam, baik yang dilakukan oleh individu, gerakan
maupun organisasi yang lain. Bahkan, dilarang mendirikan
gerakan, organisasi, atau partai-partai dengan landasan
selain akidah Islam. Karena dengan adanya akidah Islam
sebagai landasan sebuah negara, maka semuanya menjadi
suatu keharusan. Semuanya tadi diharuskan  kepada
penguasa beserta seluruh rakyat yang diperintah oleh

negara Islam.

Dengan dijadikannya akidah Islam sebagai landasan
negara Islam, maka mengharuskan undang-undang
dasarnya serta perundang-undangan yang lain harus digali
dari kitabullah serta sunnah Rasulullah. Allah SWT. telah
memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan
hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah
SWT. kepada Rasul-Nya. Allah SWT. juga telah
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mengkleim orang-orang yang menerapkan hukum dengan
selain hukum yang diturunkan oleh-Nya sebagai orang
kafir, apabila dia meyakini apa yang dia terapkan. Juga
yakin bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-
Nya tidak memiliki otoritas apa-apa. Namun, Allah SWT.
hanya akan mengkleim orang tersebut sebagai orang yang
melakukan maksiat, baik fasik maupun dzalim, apabila dia
menerapkan hukum tersebut namun tidak meyakini

kebenaran hukum yang dia terapkan.

Sedangkan perintah Allah SWT. kepada penguasa agar
menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan
oleh Allah tadi telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan
As Sunah. Allah SWT. berfirman:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya)
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
sebagai hakim dalam perkara yang mereka
perselisihkan." (Q.S. An Nisa': 65)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Q.S. Al
Maidah: 49)
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Karena itulah, maka perundang-undangan negara Islam
dibatasi hanya berdasarkan hukum yang diturunkan oleh
Allah SWT. Bahkan, Allah sendiri mengancam orang yang
menerapkan hukum selain hukum yang diturunkan-Nya,

yaitu hukum-hukum kufur, dengan firman-Nya:

"Dan barang siapa yang tidak menerapkan hukum dengan
apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah
orang-orang yang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44) Rasulullah

saw. juga bersabda:

"Setiap perbuatan yang tidak mengikuti perintahku,

maka perbuatan itu akan tertolak."

Semuanya ini menunjukkan bahwa seluruh perundang-
undangan negara Islam, baik undang-undang dasar maupun
undang-undang yang lain ditentukan hanya berdasarkan
hukum-hukum syara' yang digali dari akidah Islam. Yaitu
hukum-hukum yang ada di dalam Al Kitab dan As Sunah
yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasul-Nya serta
di dalam sumber hukum yang ditunjukkan oleh keduanya,

yaitu ijma' sahabat dan giyas (dalil analogi berdasarkan
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illat dan ma'lul).

Tatkala seruan As Syari' (Allah) tersebut berhubungan
dengan aktivitas manusia serta mengharuskan seluruh
manusia dalam setiap aktivitasnya terikat dengan seruan
tersebut, maka sistem yang berhak mengatur aktivitas
tersebut harus dibuat oleh Allah SWT. Dimana syari‘at
Islam diturunkan berhubungan dengan seluruh aktivitas
manusia beserta seluruh hubungan mereka, baik hubungan
mereka, secara vertikal, dengan Allah atau dengan diri
mereka sendiri maupun hubungan mereka, secara
horisontal, dengan sesamanya. Karena itu, di dalam Islam
tidak ada tempat untuk membuat undang-undang negara,
yang bersumber dari produk otak manusia, Yyang
dipergunakan untuk mengatur seluruh hubungan mereka.
Sebab, mereka semua terikat dengan hukum syara'. Allah
SWT. berfirman:

"Dan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka
ambillah. Serta apa yang dicegah olehnya, maka
tinggalkanlah." (Q.S. Al Hasyr: 7)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak
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(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan
Rasul-Nya tekah menetapkan suatu ketetapan, akan ada
bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."
(Q.S. Al Ahzab: 36)

Rasulullah SAW. juga bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah memfardlukan beberapa
kewajiban, maka janganlah kalian melenyapkannya. Dan
Dia telah melarang beberapa hal, maka janganlah kalian
melanggarnya. Dia juga telah menetapkan batasan-

batasan, maka janganlah kalian melampauinya.”

"Dan barang siapa yang membuat-buat (hal baru)dalam
urusanku ini, yang tidak ada tuntunannya maka perbuatan

(yang baru) tersebut tertolak."

Karena itu, esensinya Allah-lah yang mensyari‘atkan
hukum, dan bukan penguasa. Dia-lah sesungguhnya yang
telah memaksa seluruh manusia termasuk penguasa, agar
mengikuti-Nya dalam mengatur seluruh hubungan serta
aktivitas mereka. Disamping telah membatasi mereka hanya
dengan hukum tersebut, dan melarang mereka untuk

mengikuti hukum yang lain.
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Karena itu, tidak ada tempat bagi manusia di dalam
negara Islam untuk membuat hukum yang dipergunakan
untuk mengatur seluruh hubungan manusia, termasuk di
antaranya adalah membuat undang-undang dasar atau
perundang-undangan yang lain. Dan tidak ada tempat lagi
bagi penguasa untuk memaksa manusia atau memberikan
alternatif kepada mereka agar mengikuti ketentuan serta

hukum buatan manusia dalam mengatur interaksi mereka.

Dengan asas akidah Islam itulah, Rasulullah saw.
benar-benar telah berhasil mendirikan negara Islam di
Madinah Al Munawwarah. Dimana di atas asas tersebut,
tegaklah dasar, pilar, struktur, pasukan serta hubungan ke
dalam dan ke luar negara beliau. Maka, semenjak beliau
datang ke Madinah beliau langsung memimpin kaum
muslimin, melayani kepentingan mereka, me-manage
urusan-urusan mereka, membentuk masyarakat Islam, serta
mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Baru
kemudian dengan Bani Dhamrah serta Bani Mudlij, lalu
dengan orang kafir Quraisy, penduduk Ailah, Jarba' dan
Adzrah. Beliau melakukan perjanjian agar jangan sampai
ada orang yang menghalang-halangi orang yang akan
menunaikan ibadah haji. Juga agar tidak seorang pun yang

ditakut-takuti pada syahrul haram (bulan Dzulga'dah,
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Dzulhijjah, Muharram, serta Rajab). Beliau juga pernah
mengirim Hamzah Bin Abdul Muthallib, Muhammad Bin
Ubaidah Bin Al Harits, serta Sa'ad Bin Abi Wagas dalam
sebuah detasmen untuk menyerang penduduk Dumatul
Jandal. Dalam beberapa pertempuran, kadang beliau sendiri
yang memimpin langsung pasukannya. Bahkan beliau juga
terjun langsung dengan pasukannya dalam sebuah
pertempuran yang dahsyat. Beliau juga pernah mengangkat
para wali (pemimpin daerah tingkat I) untuk daerah-daerah
tertentu, serta para amil (pemimpin daerah tingkat I1) untuk
beberapa negari. Beliau pernah menunjuk Utab Bin Usaid
untuk menjadi wali di Makkah setelah kota ini ditaklukkan.
Kemudian setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam, dia
diminta untuk menjadi wali di Yaman. Beliau juga pernah
mengangkat Mu'ad Bin Jabal Al Khazraji untuk menjadi
wali di Janad. Khalid Bin Walid menjadi amil di Shun'a’.
Ziyad Bin Lubaid Bin Tsa'labah Al Anshari menjadi wali di
Hadramaut. Abu Musa Al Asy'ari menjadi wali di Zabid
dan Adn. Amru Bin Al Ash di Oman. Abu Dujanah

menjadi amil di Madinah.

Ketika beliau menunjuk para wali tersebut, beliau
senantiasa memilih orang yang paling sempurna dalam

melaksanakan tugasnya di antara mereka, untuk menjadi
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wali atau amil beliau. Beliau juga senantiasa menanamkan
iman dalam benak mereka yang akan diterjunkan ke daerah
yang telah ditentukan oleh beliau. Beliau juga selalu
menanyai mereka tentang cara yang akan mereka
pergunakan dalam menentukan keputusan mereka.
Diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau pernah bertanya
kepada Mu'ad Bin Jabal Al Khazraji, ketika beliau

mengutusnya ke Yaman:

"Dengan apa kamu akan memutuskan (suatu perkara)?,
(Mu'ad) menjawab: 'Dengan kitab Allah'. Beliau bertanya:
‘Jika kamu tidak menemukan?', (Mu'ad) menjawab:
‘Dengan sunah Rasul-Nya'. Beliau bertanya lagi: 'Jika
kamu tidak menemukannya?' (Mu'ad) menjawab: 'Saya
akan berijtihad dengan pendapatku'. Beliau lalu bersabda:
'‘Segala puji hanya milik Allah, yang telah memberikan
taufik kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang amat

dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Diriwayatkan juga bahwa ketika Nabi saw. menunjuk
Aban Bin Sa'id menjadi wali di Bahrain, beliau bersabda

kepadanya:
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"Mintalah nasihat kebajikan kepada Abdi Qais serta

muliakanlah penduduknya."

Rasulullah saw. selalu mengutus orang yang terbaik,
yang telah masuk Islam. Beliau biasanya memerintahkan
mereka agar mengajari masalah agama kepada orang-orang
yang baru masuk Islam, serta mengambil zakat dari mereka.
Dalam berbagai keadaan, beliau menyerahkan urusan
tersebut kepada para wali agar wali tersebut yang menarik
zakat. Beliau juga menyerukan kepada mereka agar
memberikan kabar gembira kepada seluruh manusia, serta
mengajarkan Al Qur'an kepada mereka, dan mendidik
mereka dalam hal keagamaan hingga betul-betul faqih
(ahli). Beliau juga mengingatkan mereka agar tidak
bersikap lemah dalam masalah yang jelas-jelas benar.
Bahkan, beliau menganjurkan agar bersikap keras terhadap
kedzaliman. Dan mencegah orang-orang agar tidak
memprovokasikan kesukuan dan ras tertentu, sehingga
provokasi mereka hanya kepada Allah semata, yang tidak
akan mereka persekutukan dengan apapun yang lain. Serta
mengambil khumus al amwal (1/5 dari harta temuan) dan
sedekah-sedekah yang telah telah diwajibkan atas kaum
muslimin (zakat mal dan sejenisnya).
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Orang Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam
dengan tulus dari lubuk hati mereka sendiri, maka mereka
adalah orang-orang mukmin. Dimana mereka berhak
mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya
orang mukmin yang lain. Sedangkan mereka yang tetap
dalam kenasranian dan keyahudiannya, tetap akan
dilindungi. Sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan
Rasulullah kepada Mu'ad Bin Jabal, saat beliau

mengutusnya ke Yaman:

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab,
maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan
kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Jika mereka
telah mengenal Allah, sampaikan kepada mereka bahwa
Allah memfardlukan kepada mereka zakat yang akan
diambil dari mereka yang kaya, kemudian akan diberikan
kepada yang miskin. Jika mereka menaatinya, maka
ambillah (zakat) dari mereka, dan kehormatan hartanya
pun akan dijaga. Berhati-hatilah, terhadap doa orang-
orang yang terdzalimi. Sebab antara mereka dengan Allah

tidak terdapat hijab (tabir pemisah)."

Dalam keadaan tertentu Rasulullah saw. mengirim orang
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khusus untuk mengurusi masalah harta. Karenanya, setiap
tahun Rasul selalu mengutus Abdullah Bin Rawwahah
kepada orang-orang Yahudi Khaibar untuk memungut
kharaj dari hasil tanaman mereka. Mereka pernah mengadu
kepada utusan Rasul tersebut karena beban pemungutannya
terlampau berat, lalu mereka ingin menyogok Abdullah Bin
Rawwahah. Mereka kemudian mengumpulkan cincin istri-
istri mereka. Dan mereka katakan kepada Abdullah: "Ini
(hadiah) untukmu dan peringanlah (pungutan) yang
menjadi beban kami. Dan bagilah secara merata."”
Abdullah kemudian menjawab: "Hai orang-orang Yahudi,
(dengarkan) bagi kami kalian adalah orang yang paling
dimurkai Allah. Harta ini tidak akan aku ambil dengan
harapan aku akan memperingan (pungutan) yang menjadi
kewajiban kalian. Suap yang kalian berikan ini,
sesungguhnya merupakan suht (harta haram). Dan
sungguh kami tidak akan memakannya." Mereka kemudian
berkomentar: "Karena sikap seperti inilah, maka langit dan

bumi ini senantiasa tetap akan tegak."

Rasulullah saw. juga senantiasa mengorek keadaan
para wali dan amil beliau. Beliau juga memperhatikan
informasi-informasi tentang mereka yang disampaikan

kepada beliau. Beliau pernah memberhentikan Ila' Bin Al
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Hadhrami dari jabatannya sebagai amil beliau di Bahrain,
karena ada utusan dari Abdi Qaid yang mengadukannya
kepada Nabi. Dan Rasul pun memenuhi Kkritik yang
ditujukan kepada amil beliau. Beliau juga selalu

mengontrol anggaran dan pengeluaran mereka.

Rasul juga telah mempergunakan seseorang yang
secara khusus mengambil zakat. Maka tatkala kembali,
beliau  mengontrolnya  kemudian  orang  tersebut
mengatakan: "Ini untukmu (Ya Rasul), sedangkan ini telah

dihadiahkan kepadaku." Beliau lalu bersabda:

"Mengapa bisa terjadi pada orang yang aku utus untuk
melaksanakan tugas tertentu yang Allah berikan kepada
kami, lalu mengatakan: 'Ini adalah untukmu, sedangkan
yang ini telah dihadiahkan kepadaku.' Mengapa dia tidak
tinggal diam di rumah bapak-ibunya saja lalu kita lihat,

apakah dia akan mendapat hadiah atau tidak."

Beliau melanjutkan sabdanya:

"Orang yang telah kami tugaskan untuk
melaksanakan amal tertentu, kemudian kami bayar

dengan bayaran tertentu, maka jika masih
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mendapatkan di luar itu tidak ada lain kecuali ghulul

(harta haram)."

Penduduk Yaman pernah melapor tentang bacaan yang
dibaca Mu'ad Bin Jabal ketika menjadi imam shalat, yang
terlampau panjang, maka Nabi segera menegurnya. Dan

beliau bersabda:

"Barang siapa yang menjadi imam orang lain (dalam

shalat) hendaknya memperingan (bacaannya)."

Nabi saw. pernah mengangkat para qadli untuk
menegakkan hukum di tengah-tengah rakyat. Beliau pernah
mengangkat Ali Bin Abi Thalib sebagai gadli di Yaman
dan Abdullah Bin Naufal sebagai gadli di Madinah. Beliau
juga pernah menugaskan Mu'ad Bin Jabal dan Abu Musa
Al Asy'ari untuk menjadi gadli di Yaman (Yaman Utara

dan Selatan). Rasul pernah menanyai mereka berdua:

"Dengan apa kalian (berdua) akan menghukumi?" Mereka
berdua menjawab: 'Jika kami tidak menemukannya di
dalam Al Kitab dan As Sunah, kami akan menganalogkan

(menggiyaskan) satu masalah dengan masalah lain. Mana
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yang lebih mendekati kepada kebenaran, maka itulah yang

akan kami pergunakan.

Dan Nabi pun membenarkannya. Sikap beliau ini
menunjukkan, bahwa beliau senantiasa memilih para gadli
serta menentukan tata cara mereka mengambil keputusan.
Dan ternyata tidak hanya menentukan para gadli biasa,
bahkan beliau menetapkan gadli madhalim (PTUN). Beliau
pernah menugaskan Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala
gadli sekaligus gadli madhalim. Kemudian, beliau
memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan

perkara-perkara kedzaliman.

Nabi saw. juga mengatur seluruh kepentingan rakyat.
Beliau mengangkat para penulis untuk mengatur
kepentingan tersebut. Mereka itu layaknya seperti dirjen
sebuah departemen. Ali Bin Abi Thalib adalah penulis
perjanjian, apabila Nabi sedang melakukan perjanjian serta
penulis perdamaian, apabila beliau sedang melakukan
perdamaian. Harits Bin Auf Al Mari mengurusi cincin
beliau (yang menjadi stemple negara beliau). Mu'aigib Bin
Abi Fatimah menjadi penulis ganimah (harta hasil
rampasan perang, setelah mengalami kemenangan dalam

peperangan). Hudzaifah menjadi pencatat hasil pendapatan
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tanah Hijaz. Zubeir Bin Awwam menjadi pencatat zakat.
Mughirah Bin Syu'bah menjadi pencatat hutang-hutang
serta transaksi-transaksi mu‘amalah. Surahbil Bin Hisan
menjadi penulis surat kepada raja-raja. Dalam setiap urusan
beliau selalu mengangkat notulen (penulis), yang bertugas
mengurus urusan tersebut meskipun yang diurusi juga

beragam kepentingannya.

Nabi saw. sering bermusyawarah dengan para sahabat
beliau. Beliau tidak pernah lepas dari saran-saran ahli ra'yu
(para pemikir) serta orang yang beliau pandang memiliki
kecemerlangan Dberfikir dan kelebihan. Dimana mereka
semua memberikan penjelasan berdasarkan kekuatan iman
serta ketakwaan mereka, dalam rangka menyebarkan
dakwah Islam. Mereka berjumlah, tujuh orang dari kaum
Anshar dan tujuh yang lainnya dari kaum Muhajirin.
Diantaranya adalah Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, Ali, Umar,
Ibnu Mas'ud, Salman, Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar,
Migdad, dan Bilal Bin Rabbah. Beliau juga pernah meminta
pendapat kepada yang lain, selain mereka. Hanya saja
bedanya, frekwensi beliau bermusyawarah dengan mereka
lebih intens. Jadi, mereka layaknya adalah seperti majelis

syura.

Nabi saw. telah menetapkan harta atas kaum muslimin
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serta yang lain, termasuk atas tanah, hasil panen, serta
hewan, yang berupa zakat, usyur (pungutan 1/10 di daerah
perbatasan), fai' (harta rampasan yang telah ditinggal oleh
pemiliknya tanpa terjadinya peperangan), kharaj, jizyah.
Dimana anfal serta ghanimah tersebut menjadi milik baitul
mal. Sedangkan distribusi zakat, diberikan kepada delapan
kelompok, yang telah dinyatakan di dalam Al Qur'an. Dan
sedikit pun tidak akan diberikan kepada kelompok yang
lain. Begitu pula dalam urusan negara, negara Islam tidak
akan mengambil sedikitpun dari sana. Untuk melayani
kebutuhan rakyat, mereka akan disuplay dengan harta yang
berasal dari fai', kharaj, jizyah, serta ghanimah. Semuanya
itu cukup untuk mengurusi kebutuhan negara beserta
angkatan bersenjatanya. Dan negara tidak akan pernah

merasa membutuhkan lagi harta yang lain.

Demikianlah, Rasulullah saw. membangun struktur
negara Islam sendiri, kemudian beliau sempurnakan semasa
hidup beliau. Dan beliaulah yang menjadi kepala
negaranya. Beliau juga memiliki dua mu'awin (pembantu),
wali, amil, qadli, pasukan, dirjen departemen-dirjen
departemen serta majelis syura. Struktur ini, dengan segala
bentuk dan otoritasnya, adalah tharigah yang wajib diikuti.

Semuanya tadi telah dinyatakan berdasarkan riwayat yang
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mutawatir.

Rasulullah saw. senantiasa menjalankan tugas sebagai
kepala negara semenjak tiba di Madinah hingga beliau
wafat, sementara Abu Bakar dan Umar Bin Khattab adalah
mu'awin beliau. Para sahabat, sepeninggal beliau, juga
telan sepakat untuk mengangkat kepala negara yang
menjadi penerus Rasulullah saw. dalam memimpin negara,
bukan sebagai penerus kerasulan dan penerus kenabian.
Sebab, kenabian dan kerasulan ini telah berakhir pada
beliau saja. Demikianlah Rasulullah saw. telah membangun
struktur negara secara sempurna dalam kehidupan beliau.
Beliau telah meninggalkan bentuk pemerintahan dan
struktur negara yang telah sedemikian dikenal dan teramat

jelas.
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3
BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang
lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang
ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan
berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-
hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan
umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta
undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek
bentuk yang menggambarkan wujud negara tadi, maupun
hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh

bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

A. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarchi.
Bahkan, Islam tidak mengakui sistem monarchi, maupun

yang sejenis dengan sistem monarchi.,

Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan
sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan
akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang
tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan.
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Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal
sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh
orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas

memilih.

Sistem monarchi telah memberikan hak tertentu serta
hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan
bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah
menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara
pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja
hanya simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-
apa, sebagaimana raja-raja di Eropa. Atau kadangkala
menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi
sumber hukum. Dimana raja bebas mengendalikan negeri
dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, sebagaimana raja di

Saudi, Maroko, dan Yordania.

Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak
pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam
dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus.
Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan
hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol
bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki
kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah
simbol vyang berkuasa dan bisa memerintah serta
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mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka
hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah
pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan
mereka bai'at dengan penuh ridla agar menerapkan syari'at
Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus
terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan,

hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak
mengenal wilayatul ahdi (putra mahkota). Justru Islam
menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak
mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah
menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan
bai'at dari umat kepada khalifah atau imam, dengan penuh

ridla dan bebas memilih.

B. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik.
Dimana sistem republik berdiri di atas pilar sistem
demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat.
Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta
membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian
memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi

penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat
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juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar
serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus,

mengganti serta merubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas
pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara'. Dimana
kedaulatannya di tangan syara’, bukan di tangan umat.
Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak
membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat
aturan adalah Allah SWT. semata. Sedangkan khalifah
hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum
untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta
perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya.
Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah.
Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara’
semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk
mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan
di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang
yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil

mereka.

Dalam sistem republik dengan bentuk presidensilnya,
seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang
kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana
menteri, sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri dan
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yang ada hanya para menteri, semisal presiden Amerika.
Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk
parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan
perdana menterinya. Dimana wewenang pemerintahan
dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Seperti

republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan di dalam sistem khilafah tidak ada menteri,
maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti
halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi
serta departemen-departemen tertentu. Yang ada dalam
sistem khilafah Islam hanyalah para mu'awin yang
senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka
adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan.
Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana.
Ketika khalifah memimpin mereka, maka khalifah
memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai
perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan
hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada
kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan
memiliki wewenang tertentu. Sehingga mu'awin tetap
hanyalah pembantu khalifah untuk  melaksanakan

wewenang-wewenangnya.

Selain dua bentuk tersebut --baik presidensil maupun
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parlementer--  dalam  sistem  republik,  presiden
bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili
suara rakyat. Dimana rakyat beserta wakilnya berhak untuk
memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan

rakyat.

Kenyataan ini berbeda dengan sistem kekhilafahan.
Karena seorang amirul mukminin (khalifah), sekalipun
bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil
mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat
serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya
tidak berhak untuk memberhentikannya. Amirul mukminin
juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang
dari  hukum syara’ dengan penyimpangan Yyang
menyebabkan harus  diberhentikan.  Adapun  yang
menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah

madhalim.

Kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang
menganut presidensil maupun parlementer, selalu dibatasi
dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa
melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam
sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu.
Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan
hukum syara' atau tidak. Karena itu, selama khalifah
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melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan
hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam
pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah
Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa
jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah
meninggalkan hukum syara' serta menjauhkan penerapan
hukum-hukum tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya,
sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib
diberhentikan.

Dari pemaparan di atas, maka nampak jelas perbedaan
yang sedemikian jauh antara sistem kekhilafahan dengan
sistem republik, antara presiden dalam sistem republik
dengan khalifan dalam sistem Islam. Karena itu, sama
sekali tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa sistem
pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau
mengeluarkan statemen: "Republik Islam". Sebab, terdapat
perbedaan yang sedemikian besar antara kedua sistem
tersebut pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya
kedua sistem tersebut, serta adanya perbedaan di antara
keduanya baik dari segi bentuk maupun substansi-substansi

masalah berikutnya.

C. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran
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Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem
kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran
Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam
--sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada
pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan-- tidak
sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem
kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem
kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara
ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum
di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah
memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan,

keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan
adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan
rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga
telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam
memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka
kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan.
Dimana mereka memperoleh hak dan kewajiban
sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam.
Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak
tersebut  kepada masing-masing rakyat --apapun

madzhabnya-- yang tidak diberikan kepada rakyat negara
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lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini,
jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem
kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah
yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan ekploitasi
serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah
pusat. Dimana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu
kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara
wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam. Begitu pula
masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah
dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat
yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana
hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-
wilayah lainnya. Dimana otoritas pejabatnya, sistem serta
perundang-undangannya sama semua dengan wilayah-

wilayah yang lain.

D. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi,
yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya
sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara
umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem
kesatuan. Yang mecakup seluruh negeri seperti Marakis di

bagian barat dan Khurasan di bagian timur. Seperti halnya
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yang dinamakan dengan mudiriyatul fuyum ketika ibu kota
Islam berada di Kaero. Harta kekayaan seluruh wilayah
negera Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran
belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan
seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya
ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara
kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi
sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan
hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada
wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi
kebutuhannya, maka negara Islam tidak akan
mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap akan
diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum,
sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajaknya cukup

untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk
federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem
pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali
dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini.
Baik dari aspek landasannya maupun substansi-
substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya hampir
ada yang menyerupai dengan praktek dalam sistem yang

lain.
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Disamping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya,
sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan
sentralisasi, dimana penguasa tertinggi cukup di pusat.
Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh
terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-
masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga
tidak akan sekali-kali mentolelir terjadinya pemisahan salah
satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak
akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat
para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung
jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang
akan mengangkat para gadli di setiap wilayahnya. Negara
juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat
(hakim). Disamping negara yang akan mengurusi secara
langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan

pemerintahan di seluruh negeri.

Pendek kata, sistem pemerintahan di dalam Islam
adalah sistem khilafah. Dan ijma’' sahabat telah sepakat
terhadap kesatuan Kkhilafah dan kesatuan negara serta
ketidakbolehan berbai‘at selain kepada satu khalifah. Sistem
ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumhur
fugaha'. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai'at,

padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai'at
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kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus
diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai'at. Sebab
secara syar'i, bai'at telah ditetapkan untuk orang yang

pertama kali dibai‘at dengan bai‘at yang sah.
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4
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM;
SISTEM KHILAFAH

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh
kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum
syari‘at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap
penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamabh.
Imamah dan khilafah mempunyai makna yang sama.
Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara’, agar
dengan bentuk tersebut negara Islam bisa berdiri di atasnya.
Bahkan banyak hadits shahih yang menunjukkan bahwa
dua kata ini memiliki konotasi yang sama. Dan tidak satu
nash syara' pun yang menunjukkan adanya konotasi yang
berbeda. Baik di dalam Al Kitab maupun As Sunah, sebab
nas syara' hanya ada dua ini. Begitu pula tidak harus terikat
dengan lafadz, baik khilafah maupun imamah. Namun yang

wajib, hanyalah terikat dari segi maknanya saja.

Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum
muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya --
seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain, yang
telah difardlukan oleh Allah SWT. bagi kaum muslimin--
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adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak ada lagi pilihan dan
pelan-pelan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan
pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar,
dimana Allah SWT. akan mengadzab dengan adzab yang

amat pedih.

Dalil tentang pengangkatan khalifah hukumnya wajib
bagi seluruh kaum muslimin adalah As Sunnah dan Ijma’
Sahabat. Adapun dalil dari As Sunah adalah dalil yang telah
diriwayatkan dari Nafi' yang berkata: "Umar pernah
berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

"Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada
Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari
kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati
sedangkan di pundaknya tidak ada bai‘'at, maka matinya

adalah mati jahiliyah."

Nabi saw. telah memfardlukan kepada seluruh kaum
muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai'at. Beliau
mensifati orang yang meninggal sementara di atas

pundaknya tidak terdapat bai'at, layaknya mati dalam
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keadaan mati jahiliyah. Dan bai'at itu hanya diberikan

kepada khalifah, bukan kepada yang lain.

Rasulullah saw. telah mewajibkan kepada seluruh
kaum muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai'at
kepada khalifah, dan bukannya mewajibkan mereka semua
untuk melakukan bai'at. Karena yang wajib hanyalah
adanya bai'at di atas pundak setiap kaum muslimin, yaitu
adanya seorang khalifah. Dimana dengan adanya seorang
khalifah, maka di atas pundak kaum muslimin akan ada
bai‘at. Adanya khalifahlah yang esensinya menentukan ada
dan tidak adanya bai'at di atas pundak seluruh kaum
muslimin. Baik mereka membai'atnya secara langsung
ataupun tidak. Karena itu, hadits di atas merupakan dalil
atas wajibnya mengangkat khalifah, bukan dalil wajibnya
melakukan bai'at. Karena yang dikecam oleh Rasul adalah
tidak adanya bai'at di atas pundak kaum muslimin, hingga
mereka mati, dan bukan mengecam tidak adanya bai'at itu

sendiri.

Hisyam Bin Urwah meriwayatkan dari Abi Shalih dari

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Setelahku akan ada para pemimpin di antara kalian. Maka

ada yang baik kemudian berlalu dengan kebaikannya.
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Begitu pula yang jahat akan berlalu dengan kejahatannya.
Maka dengarkan dan taatilah (perintah dan larangan)
mereka, Dbila sesuai dengan kebenaran. Bila mereka
berbuat baik, maka itu menjadi hak kalian (untuk
mendapatkan kebaikannya). Dan apabila mereka berbuat
jahat, maka itu adalah hak dan sekaligus kewajiban kalian

(untuk mengingatkannya)."

Imam Muslim meriwayatkan dari Al A'raj dari Abu

Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Sesungguhnya imam itu adalah laksana perisai, dimana
orang-orang akan berperang di belakangnya dan

menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya)."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim berkata:

"Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima
tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadits
dari Rasulullah saw. yang bersabda: '‘Dahulu, Bani Israil
selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi.

Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi
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yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku.
(Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah'. Para sahabat
bertanya: 'Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’
Beliau menjawab: 'Penuhilah bai'at yang pertama dan
yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya,
karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban
mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada

mereka."

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya
hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar
(memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian
mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah

seperti mati jahiliyah."

Hadits-hadits di atas antara lain  merupakan
pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah saw. bahwa akan
ada para penguasa yang memerintah kaum muslimin, dan
bahwa seorang khalifah adalah laksana perisai. Pernyataan

Rasulullah saw. bahwa seorang imam itu laksana perisai
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menunjukkan pemberitahuan tentang adanya makna
fungsional dari keberadaan seorang imam, dan ini
merupakan suatu tuntutan (thalab). Sebab, setiap
pemberitahuan yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-
Nya apabila mengandung celaan (adz dzam) maka yang
dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalabut
tarki) atau merupakan larangan (nahyi); dan apabila
mengandung pujian (al madhu) maka yang dimaksud
adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalabul fi'li).
Dan apabila pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu
menyebabkan tegaknya hukum syara’, atau jika
ditinggalkan mengakibatkan terbengkalainya hukum syara’,
maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti

bersifat tegas (thalab jazim).

Dalam hadits-hadits ini juga disebutkan bahwa yang
memimpin dan mengatur kaum muslimin adalah para
khalifah. Ini menunjukkan tuntutan untuk mendirikan
khilafah. Salah satu hadits tersebut ada yang menjelaskan
keharaman kaum muslimin keluar (memberontak) dari
penguasa. Semuanya ini menegaskan, bahwa kegiatan
mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya

adalah wajib.

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan kaum
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muslimin untuk mentaati para khalifah dan memerangi
orang yang akan merebut kekuasaan mereka. Perintah
Rasul ini berarti perintah untuk mengangkat seorang
khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara
memerangi orang-orang yang akan merebutnya. Imam

Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia
mem berikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya
la mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang

hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu."

Jadi, perintah mentaati imam berarti pula perintah
mewujudkan sistem kekhilafahannya. Sedangkan perintah
memerangi orang yang merebutnya merupakan indikasi
(garinah) yang menegaskan secara pasti akan keharusan

melestarikan adanya imam yang tunggal.

Adapun dalil ijma'us shahabat menunjukkan bahwa
para sahabat ridhwanullah ‘anhum, telah bersepakat
mengenai  keharusan mengangkat seorang pengganti
Rasulullah saw. setelah beliau wafat. Mereka juga sepakat

untuk mengangkat seorang khalifah, sepeninggal Abu
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Bakar, Umar Bin Khattab dan Utsman Bin Affan.

Ijma’ shahabat yang menekankan pentingnya
pengangkatan khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa
mereka menunda kewajiban mengebumikan jenazah
Rasulullah saw. dan mendahulukan pengangkatan seorang
khalifah, pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat
secepatnya adalah suatu keharusan dan diharamkan atas
orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah
tersebut melakukan kesibukan lain sebelum jenazah
dikebumikan. Namun, sebagian sahabat yang wajib
menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah saw. ternyata
justru mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat
khalifah. Sedangkan sebagian sahabat lain, yang tidak ikut
sibuk mengangkat khalifah ternyata ikut pula menunda
kewajiban mengebumikan jenazah Nabi saw. sampai dua
malam, padahal mereka mampu mengingkari hal itu
kemudian mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta
ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera
melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah daripada
menguburkan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali
jika status hukum mengangkat seorang khalifah lebih wajib

dari pada menguburkan jenazah.

Demikian pula bahwa seluruh sahabat selama hidup

61



mereka telah sepakat mengenai kewajiban mengangkat
khalifah. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat
mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat
menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih
pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat
seorang khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah saw.
maupun ketika pergantian masing-masing khalifah yang
empat. Oleh karena itu, ijma’ sahabat merupakan dalil yang

tegas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat khalifah.

Selain itu, menegakkan agama dan melaksanakan
hukum syara' dalam semua aspek kehidupan dunia maupun
akhirat adalah kewajiban yang dibebankan atas seluruh
kaum muslimin, berdasarkan dalil yang gath'ius tsubut
(pasti sumber pengambilannya) dan gath'iud dilalah (pasti
penunjukan maknannya). Kewajiban tersebut tidak
mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali
dengan adanya seorang penguasa. Sedangkan kaidah syara’

menyatakan:

"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali
dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya

adalah wajib."
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Ditinjau dari kaidah ini, mengangkat seorang khalifah

hukumnya adalah wajib juga.

Disamping itu, Allah SWT. memberikan perintah
kepada Rasulullah saw. agar memberlakukan hukum di
tengah-tengah kaum muslimin dengan apa yang diturunkan
oleh Allah. Perintah Allah kepada Rasul tersebut berbentuk
tegas (thalaban jaziman). Allah SWT. berfirman yang

ditujukan kepada Rasulullah saw.:

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah
kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan
kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu."
(Q.S. Al Maidah: 49)

Seruan untuk Rasulullah juga merupakan seruan bagi
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umatnya, selama tidak ada (dalil) yang men-takhsis-nya.
Dan di sini tidak terdapat dalil apapun (untuk mentakhsis),
maka dalil tersebut juga merupakan seruan bagi kaum
muslimin agar menegakkan pemerintahan (sesuai dengan
apa Yyang diturunkan Allah). Sedangkan mendirikan
khilafah itu hanya bisa diartikan sebagai menegakkan

hukum dan kekuasaan.

Hanya saja Allah SWT. memfardlukan kepada kaum
muslimin untuk mentaati ulil amri atau para penguasa. Hal
itu membuktikan adanya ulil amri adalah wajib bagi kaum

muslimin. Allah SWT. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." (Q.S. An
Nisa: 59)

Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada orang yang
tidak ada. Termasuk tidak mengharuskan taat kepada orang
yang keberadaannya hanya sunnah, maka ini membuktikan
bahwa mewujudkan waliyul amri hukumnya adalah wajib.
Sehingga ketika Allah memerintahkan taat kepada waliyul

amri, berarti itu juga merupakan perintah agar
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mewujudkannya. Sedangkan adanya waliyul amri tersebut
memiliki konsekuensi tegaknya hukum syara’, dan diam
tidak mewujudkan waliyul amri membawa konsekuansi
lenyapnya hukum syara’, maka hukum mewujudkannya
adalah wajib. Dan karena meninggalkannya membawa
konsekuensi tidak terwujudnya hukum syara', maka hukum
meninggalkannya adalah haram. Karena hal itu bisa

melenyapkan hukum syara'.

Dalil-dalil di atas, semuanya menegaskan wajibnya
mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan bagi kaum
muslimin; juga menegaskan wajibnya mengangkat khalifah
untuk memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan.
Kewajiban mengangkat khalifah tersebut adalah demi
melaksanakan hukum-hukum syara’, bukan sekedar
mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan. Perhatikanlah
sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
melalui 'Auf bin Malik:

"Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian
cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka
mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka.
Seburuk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci

dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka
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dan mereka pun melaknat kalian". Ditanyakan kepada
Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja
mereka?' Beliau menjawab: 'Jangan, selama mereka masih
menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu

sekalian'.

Hadits ini menegaskan akan adanya imam-imam yang baik
dan imam yang jahat, selain menegaskan keharaman
memerangi mereka dengan senjata selama mereka masih
menegakkan agama. Karena "menegakkan shalat"
merupakan kinayah (kiasan) untuk mendirikan agama dan
sistem pemerintahan. Dengan demikian, jelaslah bahwa
kewajiban kaum muslimin untuk mengangkat seorang
khalifah demi menegakkan hukum-hukum Islam dan
mengemban dakwah merupakan suatu perkara yang tidak
ada lagi syubhat (kesamaran) pada dalil-dalilnya.
Disamping itu hal tersebut termasuk suatu kewajiban yang
difardlukan oleh Allah SWT. bagi kaum muslimin, yakni
terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan

kaum muslimin.

Hanya saja kewajiban ini termasuk fardlu kifayah.
Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah

melaksanakannya sampai kewajiban tadi terpenuhi, maka
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gugurlah tuntutan pelaksanaan kewajiban itu bagi yang lain.
Namun bila sebagian dari mereka belum mampu
melaksanakan kewajiban itu, walaupun mereka telah
melaksanakan upaya-upaya yang bertujuan mengangkat
seorang khalifah, maka status kewajiban tersebut adalah
tetap dan belum gugur atas kaum muslimin, selama mereka

belum mempunyai khalifah.

Berdiam diri terhadap kewajiban mengangkat seorang
khalifah bagi kaum muslimin adalah suatu perbuatan
maksiat yang paling besar. Karena hal itu berarti berdiam
diri terhadap salah satu kewajiban yang amat penting dalam
Islam, dimana tegaknya hukum-hukum Islam --bahkan
eksistensi Islam dalam kancah kehidupan-- bertumpu
kepadanya. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin akan
berdosa besar bila berdiam diri terhadap kewajiban
mengangkat seorang khalifah. Kalau ternyata seluruh kaum
muslimin sepakat untuk tidak mengangkat seorang
khalifah, maka dosa itu akan ditanggung oleh seluruh kaum
muslimin di seluruh penjuru bumi. Namun apabila seluruh
kaum muslimin melaksanakan kewajiban itu sedangkan
sebagian yang lain tidak melaksanakannya, maka dosa itu
akan gugur bagi mereka yang telah berusaha mengangkat

khalifah --sekalipun kewajiban itu tetap dibebankan atas
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mereka sampai berhasil diangkatnya seorang khalifah.
Sebab menyibukkan diri untuk melaksanakan suatu
kewajiban akan menggugurkan dosa atas
ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban tersebut dan
atau penundaannya dari waktu yang telah ditetapkan. Hal
ini karena dia telah terlibat melaksanakan fardlu juga
karena adanya suatu kondisi yang memaksanya sehingga

gagal melaksanakan fardlu itu dengan sempurna.

Sedangkan mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas
menegakkan khilafah, akan tetap menanggung dosa sejak
tiga hari setelah tidak adanya khilafah. Dosa itu akan tetap
dipikulnya hingga hari pengangkatan khilafah yang baru.
Sebab, Allah SWT. telah mewajibkan kepada mereka suatu
kewajiban tetapi mereka tidak mengerjakannya, bahkan
tidak terlibat dalam upaya-upaya yang menyebabkan
terlaksanakannya kewajiban tersebut. Oleh karena itu,
mereka layak menanggung dosa; layak menerima siksa
Allah dan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat.
Kelayakan mereka menanggung dosa ini adalah suatu hal
yang jelas dan pasti sebagaimana seorang muslim yang
layak menerima siksa karena meninggalkan suatu
kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Apalagi

kewajiban tersebut merupakan tumpuan pelaksaan
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kewajiban-kewajiban lain; tumpuan penerapan syari'at
Islam secara menyeluruh, bahkan menjadi tumpuan
eksistensi tegaknya Islam sehingga panji Allah dapat

berkibar di negeri-negeri Islam dan seluruh penjuru dunia.

Oleh karena itu, tidak ada udzur (alasan) apapun bagi
seorang muslim di muka bumi ini untuk berdiam diri
terhadap pelaksanaan kewajiban menegakkan agama yang
telah difardlukan oleh Allah ini kepada mereka. Itulah,
upaya-upaya untuk menegakkan khalifah kaum muslimin,
manakala di permukaan bumi ini belum ada khilafah; dan
manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum
Allah untuk melindungi keharaman-keharaman-Nya; dan
manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum
agama; yaitu upaya untuk menyatukan seluruh jama‘ah
kaum muslimin di bawah panji La Ilaha Illa Allah
Muhammadur Rasulullah. Dan di dalam Islam tidak ada
rukhshah (keringanan) sedikitpun agar diperbolehkan
berdiam diri terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah

difardlukan oleh Allah, sampai kewajiban tersebut tegak.
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5
PILAR-PILAR
PEMERINTAHAN ISLAM

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar,

yaitu:
1. Kedaulatan di tangan syara'.
2. Kekuasaan milik umat.

3. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh

kaum muslimin.

4. Hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi)
terhadap hukum-hukum syara’. Dia juga yang berhak
membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang

yang lain.

A. Kedaulatan Di Tangan Syara'

Inilah pilar-pilar pemerintahan, dimana tanpa adanya
pilar-pilar tersebut pemerintahan ini tidak akan terwujud.
Apabila salah satu pilar tersebut tidak ada, maka
pemerintahan ini juga tidak akan terwujud. Yang dimaksud

pemerintahan di sini adalah pemerintahan atau kekuasaan
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Islam, bukan pemerintahan yang lain. Pilar-pilar ini diambil
dengan cara melakukan telaah yang mendalam terhadap

dalil-dalil syara'.

Pilar yang pertama ialah kedaulatan di tangan syara'.
Pilar ini memiliki fakta, yaitu berasal dari kata as siyadah
(kedaulatan). Kata tersebut memiliki bukti, bahwa
kedaulatan tersebut adalah di tangan syara’ dan bukan di
tangan umat. Tentang fakta tersebut bisa dibuktikan, bahwa
kata as siyadah, yang bermakna kedaulatan itu sebenarnya
adalah istilah Barat. Sedangkan maksud dari kata tersebut
adalah yang menangani (mumaris) dan menjalankan
(musayyir) suatu kehendak atau aspirasi (iradah) tertentu.
Karena itu, apabila ada seseorang yang menangani dan
mengendalikan aspirasinya, maka  sesungguhnya
kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Apabila aspirasi
orang tersebut ditangani dan dikendalikan oleh orang lain,
maka orang tersebut esensinya telah menjadi abdun (abdi)
bagi orang lain. Apabila aspirasi umat atau sekelompok
umat ditangani dan dikendalikan oleh umat itu sendiri,
dengan perantara individu-individu umat, dimana umat
memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut
kepada mereka dengan suka rela, maka mereka adalah

sayyid (tuan) bagi umat. Dan apabila aspirasi umat
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ditangani dan dikendalikan oleh umat lain, dengan cara
paksa maka umat telah menjadi budak (koloni) mereka.
Oleh karena itu, sistem demokrasi, dengan kedaulatan di
tangan rakyat Dberarti rakyatlah yang menangani dan
mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa
saja yang dikehendaki dan akan memberikan hak
penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja
(yang dikehendaki). Inilah fakta kedaulatan yang justru

malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

Sedangkan yang pasti, kedaulatan adalah di tangan
syara', bukan di tangan umat. Sehingga yang menangani
dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan
individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan, aspirasi
individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dalil

berkaitan dengan kedaulatan ini adalah firman Allah:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak
beriman hingga hingga mereka menjadikan kamu hakim
dalam perkara yang mereka perselisinkan.” (Q.S. An Nisa":
65)
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"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikan ia kepada Allah (Al Kitab) dan Rasul
(sunahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian.” (Q.S. An Nisa": 59)

Pengertian "Kembalikan ia kepada Allah dan Rasul" adalah

"Kembalikan kepada hukum syara™. Dalil lain adalah sabda

Rasulullah saw.:

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kecuali
hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (hukum
syara')." (Al Arba'in An Nawawiyah, hadits no. 40; Fathul
Bari, Jilid XIII hal. 289)

Oleh karena itu, yang berkuasa di tengah-tengah umat dan
individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi
umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh
Rasulullah saw. Dimana umat dan individu harus tunduk
kepada syara'. Karena itu, kedaulatan di tangan syara'.

Maka, seorang khalifah tidak akan dibai'at oleh umat
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sebagai ajiir (pekerja, buruh atau pegawai) umat agar
melaksanakan apa saja yang dikehendaki umat,
sebagaimana Yyang terjadi dalam sistem demokrasi.
Melainkan khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan
Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya agar ia melaksanakan
Kitabullah dan Sunah Rasul tersebut, yaitu agar
melaksanakan hukum syara’; bukan untuk melaksanakan
apa yang dimaui oleh manusia (umat) hingga kalau
seandainya orang yang telah memba'at khalifah tersebut
keluar dari ketentuan syara’ (memberontak, atau
membangkang terhadap aturan syara’), maka khalifah akan

memerangi mereka sampai kembali lagi.

B. Kekuasaan Milik Umat

Adapun pilar kedua, yaitu kekuasaan di tangan umat,
diambil dari fakta bahwa syara' telah menjadikan
pengangkatan khalifah oleh umat, dimana seorang khalifah
hanya memiliki kekuasaan melalui bai‘at. Dalil bahwa
syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat
adalah tegas sekali di dalam hadits-hadits tentang bai'at.

Diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit yang berkata:
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"Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia
mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam
keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi."
(Shahih Bukhari no. 7199)

Dari Jarir Bin Abdillah yang berkata:

"Aku membaiat Nabi saw. untuk mendengar dan mentaati

perintahnya."

Dari Abi Hurairah yang berkata:

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana Allah
SWT. tidak akan mengajak bicara mereka, tidak
mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa
yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di
jalan namun melarang ibnu sabil (musafir yang kehabisan
bekal) memanfaatkannya. Kedua, orang yang telah
membaiat imam tetapi hanya karena pamrih keduniaan;
jika diberi apa yang diinginkan maka ia menepati baiatnya,
kalau tidak ia tidak akan menepatinya. Ketiga, orang yang

menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu
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‘Ashar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah
diberi keuntungan dengan dagangan itu segini dan segini
(dia telah menjual dengan harga tertentu), orang itu (calon
pembeli) mempunyainya lalu membeli dagangan tersebut,
padahal dia (penjual) tidak diberi keuntungan dengan

dagangan itu (belum menjual dengan harga tersebut)."

Bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada
khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin,
karena merekalah yang membai'at khalifah, dimana
merekalah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai
penguasa mereka. Yang terjadi pada masa Khulafaur
Rasyidin adalah bahwa mereka telah menjadi khalifah
dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka
juga tidak akan menjadi khalifah, kalau tidak dengan bai'at

dari umat yang diberikan kepada mereka.

Sedangkan khalifah memiliki kekuasaan karena dibai'at
adalah jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits at tha'at
(keharusan taat kepada imam) dan hadits-hadits kesatuan
khilafah. Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amru Bin Ash
yang berkata: "Bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah

saw. bersabda:
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"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia
memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah
mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang

hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu."

Dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar berkata

kepadaku: 'Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada
Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa
mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di
atas pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam

keadaan mati jahiliyah."

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesutu dari pemimpinnya,
hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar
(memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian
mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah

seperti mati jahiliyah."
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Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara
urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi
meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya
tidak akan nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak
khalifah'. Para sahabat bertanya: 'Apakah yang engkau
perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Penuhilah
bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah
kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut
pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang
dibebankan urusannya kepada mereka'." (H.R. Imam
Muslim dari Abi Hazim, hadits no. 1842)

Hadits-hadits  ini  menunjukkan  bahwa  khalifah
mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Karena
Allah telah mewajibkan agar mentaati khalifah dengan
adanya bai'at: "Siapa saja yang telah membaiat imam ....
hendaklah ia mentaatinya." (Al Hadits). Karena itu,
khalifahn baru mendapatkan kekhilafahannya dengan

melalui bai‘at, dan umat wajib mentaatinya karena ia adalah
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khalifah yang benar-benar telah dibai‘at. Oleh karena itu
khalifah benar-benar telah mendapatkan kekuasaan dari
tangan umat dengan adanya bai'at umat kepadanya. Dan
ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka
bai'at, yaitu kepada orang yang karena adanya orang itu di

atas pundak umat terdapat bai'at.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan di
tangan umat. Akan halnya Nabi saw. sekalipun beliau
adalah rasul, namun beliau tetap saja mengambil baiat dari
tangan umat maksudnya adalah bai'at untuk mendapatkan
kekuasaan dan pemerintahan, bukan bai‘at terhadap
kenabian. Beliau telah mengambil bai'at tersebut baik dari
pria maupun wanita dan beliau tidak mengambil bai'at dari
anak-anak kecil yang belum baligh. Karena kaum
musliminlah yang mengangkat seorang khalifah dan
membai‘'at mereka dengan kitabullah dan sunah Rasul-Nya,
disamping khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan
adanya bai'at tersebut, maka semuanya tadi telah menjadi
dalil yang tegas bahwa kekuasaan adalah milik umat;
dimana umat akan memberikannya kepada siapa saja yang

dikehendakinya.
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C. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi

seluruh kaum muslimin

Pilar yang ketiga, yaitu mengangkat satu khalifah
hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin; sebenarnya
hukum fardlu tersebut ditetapkan di dalam hadits.
Diriwayatkan dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar
berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada
Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa
mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di
atas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam

keadaan mati jahiliyah."

Wajhul Istidlal (bentuk makna yang dapat diambil) melalui
hadits ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan
kepada setiap muslim agar di atas pundaknya ada bai'at
kepada seorang khalifah; bukan mewajibkan setiap muslim
untuk membai‘at khalifah. Oleh karena itu, yang diwajibkan
adalah adanya bai'at di atas pundak setiap muslim; yaitu

adanya khalifah yang dengan begitu di atas pundak masing-
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masing orang Islam ada bai'at. Karena adanya khalifah
itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing
orang Islam ada bai'at, baik karena secara langsung dia ikut

berbai'at atau tidak.

Sedangkan khalifah harus satu orang, itu disandarkan
kepada hadits yang diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri

dari Nabi saw. bersabda:

"Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang

terakhir dari keduanya.” (H.R. Imam Muslim, no. 1853)

Hadits ini tegas sekali, bahwa kaum muslimin diharamkan

untuk memiliki khalifah lebih dari satu orang.

D. Hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni

(adopsi) terhadap hukum-hukum syara'

Pilar yang keempat adalah bahwa hanya khalifah yang
berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum
syara'. Pilar ini ditetapkan berdasarkan dalil ijma' sahabat.
Ijma’ sahabat telah menetapkan, bahwa hanya khalifah yang
berhak  untuk  mengadopsi  hukum-hukum  syara'.
Berdasarkan ijma' ini diambil kaidah ushul figih yang

terkenal:
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"Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisinan (di

kalangan fugaha')."

"Perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir

maupun batin."

"Bagi seorang sulthan (khalifah) diperbolehkan untuk
mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang

terjadi."
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6
STRUKTUR NEGARA ISLAM

Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu:
1. Khalifah (kepala negara)
2. Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang

Pemerintahan)

3. Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang

Administrasi)

4. Amirul Jihad (Panglima Perang)

5. Wali (Pimpinan Daerah)

6. Qadli (Hakim)

7. Mashalih Daulah (Departemen)

8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

Dalil struktur di atas adalah af'al (perbuatan)
Rasulullah saw. Karena beliau telah membangun struktur
negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw.
adalah kepala negara dan beliau memerintahkan kepada

kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, Yyaitu
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ketika beliau memerintah mereka untuk mengangkat

seorang khalifah dan imam.

Sedangkan dalil tentang keberadaan para mu'awin
(pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun
administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih
Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai mu'awin beliau.
Imam At Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw.

bersabda:

"Dua wazir (pembantu)-ku (yang aku pilih) dari penduduk
bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar." (Sunan At Tirmidzi
no. 3761)

Pengertian kata "Waziraya" di dalam hadits tersebut adalah
"Mu'awinani Li" (dua pembantuku). Karena yang dimaksud
di sini adalah makna bahasa. Sedangkan kata wazir dalam
pengertian yang difahami oleh kebanyakan orang saat ini
adalah istilah Barat. Pemahaman yang dimaksud dari kata
tersebut saat ini adalah akti_vitas pemerintahan tertentu,
dimana kenyataan ini sama sekali tidak pernah dikenal oleh
kaum muslimin, malah justru bertentangan dengan sistem

pemerintahan Islam. Karena mu'awin yang disebut
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Rasulullah dengan istilah wazir tersebut tidak dikhususkan
untuk menangani aktivitas tertentu, tetapi mu'awin adalah
orang yang diberi wewenang untuk membantu khalifah
dalam melaksanakan semua aktivitas secara umum, bahkan
tidak dibenarkan untuk mengkhususkannya dalam bidang

tertentu saja.

Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah); dalam
hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di
daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab Bin Usaid
untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota
Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam,
beliau mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman.
Bahkan selain kedua orang itu, beliau telah mengangkat

banyak wali.

Dalil tentang qadli; dalam hal ini Rasulullah pernah
mengangkat para gadli untuk memberikan keputusan
(terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah
masyarakat. Rasulullah pernah mengangkat Ali Bin Abi
Thalib untuk menjadi gadli di Yaman serta Rasyid Bin
Abdullah sebagai kepala gadli dan mahkamah madhalim
(semacam peradilan Tata Usaha Negara, pent.) disamping
beliau menjadikannya sebagai qadli biasa, beliau juga
memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan
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perkara-perkara kedzaliman.

Dalil tentang masalah departemen untuk mengurusi
mashalih daulah (kepentingan negara), adalah karena
Rasulullah pernah mengangkat para penulis untuk
mengurusi kepentingan tersebut. Mereka ini layaknya
dirjen-dirjen suatu departemen. Rasulullah saw. pernah
mengangkat Mu'aigib Bin Abi Fatimah sebagai penulis
ghanimah (rampasan perang) dan Hudzaifah Bin Al Yaman
menjadi penulis hasil panen penduduk Hijaz, bahkan beliau
juga mengangkat selain kedua orang ini untuk mencatat
kepentingan-kepentingan yang lain, dan masih banyak lagi

yang lain.

Dalam masalah pasukan dan hal-hal yang secara
menejerial termasuk dalam wewenang amirul jihad
(panglima perang); Rasulullah saw. sendiri secara langsung
pernah menjadi panglima, yang memimpin dan mengurusi
urusan-urusan pasukan. Beliau juga pernah mengangkat
panglima perang dalam beberapa peperangan untuk
melaksanakan tugas-tugas kepanglimaan. Rasulullah
pernah mengirim Abdullah Bin Jahsy untuk pergi bersama
sekelompok kaum muslimin mencari informasi tentang
orang-orang Quraisy lalu disampaikan kepada Nabi. Beliau
juga pernah mengutus Aba Salamah Bin Al Asad sebagai
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komandan detasmen (pleton) yang berjumlah 150 orang
dan beliau juga menyerahkan panji detasmen tersebut
kepadanya dimana pleton ini terdiri dari orang-orang yang
menjadi pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang terbaik.
Mereka antara lain adalah Abu Ubaidah Al Jarah, Saad Bin
Abi Waqqas dan Usaid Bin Hudhair.

Adapun dalil tentang majelis umat (lembaga wakil
rakyat) yang kegiatannya adalah syura (bermusyawarah)
dan muhasabah lil hakim (mengoreksi tindakan penguasa)
sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw. tidak memiliki
lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta
pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan.
Beliau pernah mengumpulkan mereka pada saat perang
Uhud lalu meminta pendapat mereka. Beliau juga
mengumpulkan mereka ketika ada kasus haditsu ifki (berita
bohong tentang tindakan "serong" Aisyah) lalu beliau
meminta pendapat mereka, bahkan beliau juga
mengumpulkan mereka di luar keperluan tersebut. Hanya
saja sekalipun beliau mengumpulkan kaum muslimin dan
meminta pendapat mereka, namun beliau dalam
musyawarahnya selalu mengajak orang-orang tertentu
untuk bermusyawarah. Mereka adalah para pimpinan dan

tokoh masyarakat, yaitu Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, Umar,
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Ali, Ibnu Mas'ud, Salman, Amar, Hudzaifah, Abu Dzar,
Miqgdad dan Bilal. Fungsi mereka saat itu adalah layaknya
sebagai lembaga syura Rasulullah karena pengkhususan

beliau yang selalu meminta pendapat mereka.

Dari sini nampak jelas, bahwa Rasulullah saw. telah
membangun struktur yang khas bagi sebuah negara, dengan
bentuk dan model tertentu pula. Beliau selalu menjalankan
pemerintahannya sesuai dengan bentuk dan model tersebut
hingga beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah
itu, para khalifah beliau mengikuti apa yang telah beliau
tempuh. Mereka memimpin sebuah negara dan
pemerintahan sama persis dengan struktur yang telah
dibangun oleh Rasul, dimana semuanya itu dilihat dan
didengarkan oleh para sahabat. Karena itu jelaslah bahwa

struktur negara Islam mengikuti bentuk tersebut.

Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa
Rasulullah saw. mengangkat penanggungjawab dalam
bidang keuangan secara terpisah untuk mengurusi masalah
kekayaan, berarti bidang kekayaan tersebut merupakan
struktur tersendiri yang tidak bisa dimasukkan dalam

struktur-struktur di atas.

Untuk menjawab argumentasi di atas; memang

Rasulullah saw. telah menunjuk orang tertentu dalam
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mengurusi masalah kekayaan, bahkan beliau menjadikan
masalah kekayaan tersebut sebagai masalah yang berdiri
sendiri, namun sama sekali beliau tidak pernah menjadikan
masalah kekayaan tersebut sebagai sebuah struktur,
melainkan beliau menjadikannya sebagai bagian dari
struktur yang ada. Karena para wali yang ditunjuk oleh
Rasulullah ada yang wewenangnya umum meliputi masalah
pemerintahan dan kekayaan, juga ada yang wewenangnya
khusus yang hanya mengurusi masalah pemerintahan atau

khusus masalah kekayaan.

Nabi saw. pernah mengutus Amru Bin Hazm untuk
menjadi wali di Yaman dan memberikan wewenang
kepadanya secara umum Yyang mencakup masalah
pemerintahan dan kekayaan, sebagaimana yang tertuang
dalam surat yang beliau sampaikan kepadanya. Beliau juga
pernah mengangkat Farwah Bin Sail untuk menjadi wali di
antara suku Murad, Zubaid dan Mudzhij. Disamping dia,
beliau mengutus Khalid Bin Said Bin Ash untuk mengurusi
masalah zakat (kekayaan). Dimana seorang wali yang
wewenangnya khusus mengurusi pemerintahan disebut
waliyus shalat dan ini merupakan kata yang berkonotasi
tertentu (lafdzun ishtilahiyun), yaitu mengurusi semua

urusan orang, Yyang meliputi masalah administrasi,
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peradilan, politik, perang, ibadah serta masalah lain selain
masalah pendapatan harta kekayaan. Sedangkan wali yang
wewenangnya khusus mengurusi masalah keuangan disebut
waliyul kharaj. Ini berarti meliputi masalah pengumpulan

zakat, kharaj tanah, dan sebagainya.

Adapun wali yang wewenangnya umum, biasanya
disebut waliyus shalat wal kharaj. Karena itu, masalah
kekayaan bukan merupakan satu struktur yang berdiri
sendiri, melainkan bagian dari tugas kepemimpinan atau
kewalian, yang kadang seorang wali dikhususkan untuk
mengurusi masalah kekayaan selain wali dalam masalah
pemerintahan. Dan kadang-kadang masalah kekayaan
tersebut dimasukkan dalam wewenangnya waliyul hukmi
(wali yang mengurusi masalah pemerintahan). Namun
dalam keadaan apapun, masalah kekayaan itu harus berada
di pusat negara dan tidak menjadi bidang khusus. Hanya
masalah ini akan dikembalikan kepada kebijakan khalifah.
Karena itu, kekayaan adalah bagian dari struktur yang ada

bukan struktur yang berdiri sendiri.

Adapun masalah managemen amir jihad yang juga
memimpin bidang peperangan, luar negeri, dalam negeri
dan industri itu karena Rasulullah saw. dan para khalifah
beliau-lah yang secara langsung memimpin semua bidang
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itu sendiri. Rasulullah saw. menyiapkan pasukan, mengatur
bahkan memimpin sendiri urusan pasukan tersebut.
Sebagaimana beliau juga mengurusi masalah luar negeri
dan dalam negeri, bahkan beliau pernah mengirim
seseorang kepada pandai besi di Yaman untuk mempelajari
industri persejataan. Begitu pula para khalifah, sepeninggal
beliau juga melakukan hal yang sama. Hanya saja Umar
Bin Khattab telah membuat diwanul jundi (departemen
yang mengurusi pasukan) dan mengangkat seorang
penanggungjawab untuk mengurusi masalah tersebut, yang

juga merupakan wewenang panglima perang.

Oleh karena itu, negara Islam yang didirikan oleh

Rasulullah saw. berdiri di atas struktur ini.
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7
KHALIFAH

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam
urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam
menerapkan hukum-hukum syara'. Islam telah menjadikan
pemerintahan dan kekuasaan menjadi milik umat, dimana
dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk
melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan
Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk

menerapkan hukum syara' secara keseluruhan.

Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang
diangkat oleh kaum muslimin. Karena itu, faktanya adalah
bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah
pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan
hukum syara'. Oleh karena itu, tidak ada seorang khalifah
pun kecuali setelah ia dibai'at oleh umat. Maka, bai‘at umat
kepada Kkhalifah dengan kekhilafahannya itu telah
menjadikan khalifah sebagi wakilnya, dan pengangkatan
jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu
berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah,

sehingga umat wajib untuk mentaatinya.
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Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak
bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibai'at oleh umat
dengan bai'at in'iqad (bai'at pengangkatan) secara sya'i,
dengan ridla dan bebas memilih, dimana khalifah memiliki
syarat-syarat in‘igadul khilafah (pengangkatan untuk
menduduki kekhilafahan). Setelah pengangkatan khilafah
dinyatakan sah bagi seorang khalifah, maka ia harus segera

menerapkan hukum-hukum syara'.

Sedangkan sebutan yang biasa dipergunakan adalah
sebutan khalifah, imam atau amirul mukminin. Sebutan-
sebutan ini banyak dinyatakan dalam hadits-hadits shahih.
Sebagaimana sebutan tersebut telah diberikan kepada para
khulafaur rasyidin. Abu Said Al khudri meriwayatkan dari

Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang
terakhir dari keduanya." (H.R. Imam Muslim, Hadits no.
1853)

Dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang mendengarkan

Rasullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang Imam lalu
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memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka
hendaklah ia mentaatinya." (H.R. Imam Muslim,
Hadits no. 1844)

Dari Auf Bin Malik Al Asyja'i berkata: "Aku mendengar

Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian
cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka

mendo'akan kalian, dan kalian pun mendo'akan kalian."

Terikat dengan tiga sebutan di atas memang hukumnya
tidak wajib. Bahkan diperbolehkan untuk menyebut orang
yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin tersebut
dengan sebutan-sebutan lain yang maknanya sama. Seperti
hakimul mukminin (penguasa orang-orang mukmin), raisul
muslimin (pimpinan kaum muslim), sulthanul muslimin
(penguasa kaum muslimin) atau sebutan lain yang dari
dilihat segi makna tidak bertentangan dengan tiga sebutan
di atas. Adapun sebutan-sebutan yang memiliki konotasi
yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang

berkaitan dengan masalah pemerintahan, seperti raja,
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presiden dan Kkaisar, maka semuanya tidak boleh
dipergunakan untuk menyebut orang yang memimpin kaum
muslimin. Karena makna yang ditunjukkan oleh sebutan

tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

A. Syarat-syarat Khalifah

Seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat agar dia
bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar bai'at
terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat
diberikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya
pengangkatan seorang khalifah (syurutul in‘igad). Apabila
salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, maka jabatan
kekhilafahan ini tidak dapat diberikan.

a.l. Syarat In'iqad

Pertama, muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak
tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum
mentaati orang Kkafir itu tidak wajib. Karena Allah SWT.

berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang
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mukmin." (Q.S. An Nisa': 141)

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat
bagi seorang hakim (penguasa) untuk memaksa rakyatnya.
Ditambah pernyataan Allah dengan menggunakan *‘Lan"’
yang biasa dipergunakan untuk menyatakan penafian
selama-lamanya (nafyut ta'bid) itu bisa menjadi indikasi
(garinah) tentang adanya larangan terhadap orang Kkafir
untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk
menjadi khalifah maupun yang lain, maka semuanya tadi
merupakan larangan yang tegas dan pasti (nahyan jaziman).
Dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk
memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka
hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan

orang kafir menjadi penguasa mereka.

Disamping itu, khalifah esensinya merupakan seorang
waliyul amri, sedangkan Allah mensyaratkan agar waliyul
amri kaum muslimin itu adalah seorang muslim. Allah

berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian."
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(Q.S. An Nisa': 59)

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya.
Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil
Amri di antara mereka." (Q.S. An Nisa': 83)

Kata ulil amri tidak pernah disebut di dalam Al Qur'an,
kecuali selalu disertai indikasi agar mereka adalah kaum
muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa waliyul amri
disyaratkan harus orang Islam. Kalau khalifah merupakan
waliyul amri, dimana dia juga bisa mengangkat waliyul
amri yang lain, seperti para mu'awin, wali dan para amil,
maka orang yang diangkat oleh khalifah itu disyaratkan

harus orang Islam.

Kedua, laki-laki. Maka, wanita tidak bisa menjadi
khalifah. Dengan kata lain, khalifah harus laki-laki. Dia
tidak boleh seorang wanita. Berdasarkan hadits yang
diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang mengatakan: "Sungguh
Allah SWT. telah memberiku manfaat --dari kata-kata yang
pernah kudengar dari Rasulullah saw.-- pada saat perang

Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara
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Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta)
dan berperang di pihak mereka". Lalu ia melanjutkan:
"Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa
bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu,

maka beliau bersabda:

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang
menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada

seorang wanita."

Ikhbar (pemberitahuan) Rasulullah dengan menafikan
keberuntungan pada orang yang menyerahkan kekuasaan
mereka kepada seorang wanita adalah larangan terhadap
kepemimpinan  wanita. Sebab pernyataan tersebut
merupakan shiyagut thalab (bentuk-bentuk perintah).
Ditambah pemberitahuan tersebut merupakan
pemberitahuan yang berisi celaan (adz dzam) kepada
mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang
wanita, dengan cara menafikan keberuntungan pada
mereka, maka hal itu dapat dijadikan indikasi (garinah)
bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan
tegas. Sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk

jabatan kekuasaan di sini disertai dengan indikasi yang
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menunjukkan tuntutan meninggalkan perbuatan tersebut
secara pasti. Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai
penguasa adalah haram. Yang dimaksud dengan larangan
mengangkat seorang wanita menjadi penguasa di sini
adalah menduduki jabatan khilafah dan jabatan-jabatan
kekuasaan di bawahnya. Sebab, yang dibicarakan di sini
adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu yang
berkuasa. Jadi persoalannya adalah khusus persoalan
pemerintahan, bukan  khusus mengenai kejadian
diangkatnya putri Kisra saja, tetapi bukan berarti umum
mencakup segala hal. Oleh karena itu, larangan ini tidak

mencakup hal-hal lain selain pemerintahan.

Ketiga, baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat
menjadi khalifah. Sebab ada riwayat dari Ali Bin Abi

Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang
yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga

baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

Dan siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, dengan

sendirinya tidak sah untuk mengurusi perkaranya. Karena
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menurut syara’, dia tidak dibebani hukum (ghairu
mukallaf). Jadi, dia tidak sah menjadi khalifah, ataupun
menjadi pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan,
karena dia tidak mampu mengatur kekuasaan. Dalil lainnya
adalah bahwa Rasulullah saw. pernah menolak seorang
anak yang hendak membai‘at beliau. Yaitu Kketika
Rasulullah saw. menolak baiat Abdullah Bin Hisyam dan
beliau memberikan alasan karena ia masih kecil. Sabda

beliau kepada ibunya:

"Dia masih kecil."

kemudian  beliau  mengelus-elus  kepalanya dan
mendo'akannya. Jika bai'at tidak boleh diberikan oleh anak
kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai‘at orang lain
sebagai khalifah, maka lebih tidak boleh lagi kalau dia
dibai'at menjadi khalifah.

Keempat, berakal. Tidak sah orang gila menjadi

khalifah berdasarkan sabda Nabi saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang

yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga
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baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

Siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, maka dia tidak
termasuk seorang mukallaf. Karena akal menjadi manath
(tempat) pembebanan hukum dan menjadi syarat sahnya
mengatur berbagai urusan. Sedangkan tugas seorang
khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan
melaksanakan perintah-perintah syara’, maka tidak sah
kalau khalifah itu orang gila. Sebab orang gila tidak bisa
untuk mengurusi urusan dirinya sendiri, apalagi mengurusi
urusan orang lain. Karena itu, lebih tidak sah lagi apabila
orang gila mengurusi urusan orang lain dengan menjadi
khalifah.

Kelima, adil, yaitu orang yang konsisten dalam
menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga muru'ah).
Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang
khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk
pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad
pengangkatannya. Sebab, Allah SWT. telah mensyaratkan
pada seorang saksi dengan syarat 'adalah (adil). Allah

berfirman:
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"Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu
sekalian." (Q.S. At Thalaqg: 2)

Kedudukan seorang khalifah tentu saja lebih tinggi
daripada seorang saksi. Karena itu, tentu lebih utama dia
memiliki syarat adil. Sebab kalau kepada seorang saksi saja
ditetapkan syarat adil, apalagi kalau syarat itu untuk

seorang khalifah.

Keenam, merdeka. Seorang hamba sahaya tidak sah
menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga
dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan
terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak
untuk mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas

manusia.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah.
Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi,
tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk
mengemban urusan umat (amanat Kkhilafah) berdasarkan
kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah
dia dibai'at.

a.2. Syarat Afdlaliyah
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Inilah syarat-syarat yang mengesahkan terwujudnya
akad khilafah. Selain ketujuh syarat ini tidak ada syarat lain
yang layak dijadikan syarat 'in‘igad, meskipun mungkin
saja menjadi syuruth afdlaliyyat (syarat-syarat keutamaan).
Syarat afdlaliyyah ini bisa ditetapkan jika didukung oleh
nash-nash yang shahih atau termasuk kategori hukum yang
ditetapkan dengan nash yang shahih pula. Hal itu karena
syarat-syarat terwujudnya akad Kkhilafah untuk seorang
khalifah itu harus memiliki dalil yang mengandung tuntutan
yang tegas yang mengisyaratkan wajibnya syarat tersebut.
Oleh karena itu, jika suatu dalil tidak mengandung perintah
yang tegas, maka persyaratan itu akan menjadi syarat
afdlaliyah, bukan syarat in‘igad (syarat sahnya akad
khilafah). Dan tidak terdapat satu  dalil pun yang
menunjukkan perintah tegas selain tujuh syarat ini. Oleh
karena itu, tujuh syarat ini sajalah yang menjadi syarat
sahnya akad khilafah. Selain tujuh syarat itu hanya menjadi

syarat afdlaliyah semata.

Atas dasar ini, untuk pengesahan akad khilafah tidak
disyaratkan bahwa seorang Kkhalifah harus seorang
mujtahid. Sebab dalam hal ini tidak ada nash yang shahih.
Juga, karena tugas khalifah adalah tugas pemerintahan,

yakni pelaksana hukum semata. Tugas ini tidak
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mengharuskan melakukan ijtinad, sebab dia bisa bertanya
dan bertaklid pada seorang mujtahid, serta men-tabanni
(mengadopsi) hukum-hukum berdasarkan taklidnya. Jadi,
tidak ada keharusan seorang khalifan harus mujtahid.
Namun, memang lebih utama kalau dia seorang mujtahid.
Kalaupun dia bukan seorang mujtahid, maka akad

pengangkatannya sebagai khalifah tetap sah.

Demikian pula tidak disyaratkan bahwa seorang
khalifah harus seorang yang pemberani dan politikus ulung
yang hebat dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan-
kepentingan lain. Sebab tidak ada hadits shahih yang
menjelaskan hal itu. Syarat tersebut juga tidak termasuk
dalam hukum syara' yang menjadikannya sebagai syarat
in'igad, walaupun yang lebih utama khalifah adalah orang

yang pemberani dan seorang politikus ulung.

Seorang khalifah juga tidak disyaratkan harus seorang
keturunan Quraisy. Sementara hadits yang diriwayatkan
oleh Mu'awiyah bahwasanya beliau berkata: "Aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya urusan kekuasaan ini di tangan orang
Quraisy, siapa saja yang memusuhi mereka pastilah Allah

akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih
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menegakkan (hukum-hukum) agama ini",

Atau hadits riwayat Ibnu Umar yang berkata: "Rasulullah

saw. bersabda:

"Kekuasaan ini selalu berada di Quraisy, selama masih

ada dua orang diantara mereka".

Hadist-hadist ini serta hadits-hadits yang serupa --dari
hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah
tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy--
adalah hadist-hadist yang berbentuk ikhbar (berita) dan
tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk thalab
(perintah). Bentuk ikhbar (berita) walaupun mengandung
pengertian tuntutan (thalab), tetapi tidak dianggap tuntutan
secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu garinah
(indikasi) yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-
hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai
garinah apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di
atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib.
Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat

keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.
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Adapun sabda Nabi saw. dalam hadits:

"..slapa saja yang memusuhi mereka, maka Allah

akan membuatnya jatuh tersungkur...".

adalah nash yang bermakna lain, yaitu larangan memusuhi
mereka, bukan sebagai penguat sabda Nabi "inna hadzal

amru fii quraisy"

(sesungguhnya urusan kekuasaan ini ada pada orang
Quraisy). Hadits ini hanya menunjukkan adanya urusan
kekuasaan di tangan Quraisy dan larangan memusubhi
mereka. Juga, kata Quraisy adalah ism (sebutan) dan bukan
sifat. Dalam istilah ushul figih disebut lagab (julukan atau
sebutan). Mafhum ism atau mafhum lagab sama sekali tidak
bisa dijadikan dasar suatu perbuatan, karena ism atau lagab
itu tidak memiliki mafhum. Oleh karena itu, nash tentang
Quraisy tidak mempunyai pengertian bahwa pemerintahan

tidak boleh diberikan kepada orang selain Quraisy.

Sabda Rasulullah saw. yang menyatakan:

"Sesungguhnya urusan kekuasaan ini ditangan orang

Quraisy"
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"Urusan pemerintahan selalu ditangan Quraisy"

tidak berarti bahwa kekuasaan tidak boleh berada ditangan
orang selain Quraisy. Tidak pula bahwa kekuasaan selalu
berada di tangan Quraisy itu berarti melarang selain
mereka. Tetapi maksud nash tersebut adalah bahwa
kekuasaan berada di kalangan orang-orang Quraisy dan
dibenarkan pula berada pada selain mereka. Jadi, nash
tentang Quraisy tidak mencegah munculnya pemimpin
selain dari kalangan mereka dalam urusan kekhilafahan.
Dengan demikian, syarat quraisy adalah syarat keutamaan

bukan syarat sah terwujudnya akad pengangkatan khilafah.

Rasulullah saw. sendiri pernah mengangkat Abdullah
Bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, dan Usamah Bin Zaid
menjadi amir. Padahal mereka bukan orang Quraisy. Jadi
Rasulullah pernah mengangkat orang non Quraisy menjadi
amir. Kata "Hadzal amru" berarti "wilayatul amri", yaitu
pemerintahan secara umum, bukan khusus ditujukan
kepada khalifah saja. Jadi tindakan Rasulullah mengangkat
orang selain Quraisy itu menjadi dalil wewenang
memerintah tidak terbatas di kalangan Quraisy saja dan

tidak terlarang bagi selain mereka. Lagi pula, Imam
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Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

pernah bersabda:

"Dengarlah dan taatilah oleh kalian, sekalipun yang
memerintah kalian adalah seorang budak hitam,

sampaipun kepalanya dipenuhi bisul".

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar

yang berkata:

"Kekasihku (Nabi saw.) telah mewasiatkan kepadaku
agar aku mendengarkan dan mentaati (pemimpin)
sekalipun dia seorang budak yang cacat anggota

tubuhnya."

Dalam riwayat lain:

"Jika dikuasakan kepada kalian seorang hamba yang
cacat lagi hitam, lalu dia memimpin kalian dengan
Kitabullah, maka dengar dan taatlah kalian

kepadanya".
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Hadits-hadits ini merupakan nash yang jelas tentang
kebolehan seorang budak hitam menjadi pemimpin kaum
muslimin. Sehingga hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa
khilafah atau Wilayatul Amri dapat dipegang oleh orang-
orang yang bukan Quraisy, bahkan sekalipun bukan orang
Arab. Jadi hadits-hadits tentang Quraisy di atas hanya
menyebut sebagian dari orang-orang yang berhak menjadi
khalifah, demi menunjukkan keutamaan mereka, namun
bukan berarti khalifah dibatasi pada mereka saja dan tidak

boleh selain mereka.

Demikian pula tidak disyaratkan bahwa khalifah harus
keturunan Bani Hasyim atau keturunan Ali, karena telah
terbukti bahwa Nabi saw. pernah mengangkat pemimpin
yang bukan dari Bani Hasyim atau keturunan Ali ra. Pada
saat perang Tabuk beliau mengangkat Muhammad Bin
Maslamah untuk memimpin Madinah, padahal dia bukan
dari Bani Hasyim ataupun keturunan Ali. Beliau juga
pernah mengangkat Mu'ad Bin Jabal dan Amr bin Ash
sebagai amir di Yaman, padahal mereka berdua bukan dari
Bani Hasyim maupun keturunan Ali. Terbukti pula secara
pasti bahwa kaum muslimin telah membai‘'at Abu Bakar,
Umar, dan Ustman, dimana Ali termasuk orang yang
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membai'at ketiga khalifah tersebut, padahal mereka semua
bukan berasal dari Bani Hasyim. Dan para sahabat juga
tidak mengingkari bai'at tersebut, sehingga terjadilah ijma’
sahabat tentang sahnya pengangkatan khalifah selain Bani
Hasyim dan Bani Ali. Termasuk berijma' dalam hal ini

ialah Ali, Abbas dan seluruh Bani Hasyim.

Adapun hadits-hadits yang berhubungan dengan
keutamaan Ali dan Ahlul Bait adalah sekedar menunjukkan
keutamaan mereka, bukan menunjukkan persyaratan bahwa

khalifah harus dari kalangan mereka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak terdapat suatu
dalil pun yang menunjukkan persyaratan sahnya khalifah
kecuali tujuh syarat di atas. Selain itu kalaupun dalilnya
dianggap benar, maka maknanya hanyalah Dbersifat
afdlaliyah. Yang diminta oleh syara' hanyalah syarat sah
pengangkatan khalifah (in‘'igad) pada seseorang yang
menjadi kandidat khalifah. Selain syarat tersebut, akan
disampaikan kepada kaum muslimin agar mereka dapat
memilih calon khalifah yang lebih utama. Namun, siapa
saja yang dipilih oleh kaum muslimin akad khalifahnya sah
jika memenuhi syarat in'iqad (sah pengangkatan) khalifah,
walaupun tidak memenuhi syarat-syarat lain (syurutul
afdlaliyah).
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B. Terwujudnya Akad Khilafah

Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar
kerelaan dan pilihan, kerena merupakan bai'at untuk taat
kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam
kekuasaan. Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak
yang dibai‘at untuk memegang tampuk kekuasaan dan
kerelaan pihak yang membai‘atnya. Oleh karena itu, apabila
seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak
jabatan khilafah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan
untuk menerimannya, tapi harus dicarikan orang lain untuk
menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh
mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan kekerasan
dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang
dilakukan tidak dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad
yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh
ada unsur paksaan atau tekanan sebagaimana pada akad-

akad lain.

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad bai‘at telah
sempurna dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi
syarat untuk membai‘at, maka akad bai'‘at tersebut telah sah.
Dalam hal ini orang yang dibai'at telah menjadi Waliyul

Amri, pemegang tampuk kekuasaan, yang harus ditaati.
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Status bai'at yang diberikan kepadanya setelah itu menjadi
bai'at taat, bukan lagi bai'at untuk akad khilafah. Pada saat
itu, dia boleh memaksa orang-orang yang belum berbai'at
untuk berbai'at kepadanya, karena pemaksaan tersebut
dalam rangka mentaatinya dan secara syar'i hal ini
hukumnya wajib. Pemaksaan bai'at tersebut bukan untuk
akad bai'at mewujudkan khilafah sehingga bisa dinyatakan
tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan. Atas
dasar itu, maka baiat pada tahap awal merupakan akad yang
hanya bisa dikatakan sah manakala terdapat kerelaan dan
pilihan dari kedua pihak. Adapun setelah dilaksanakan akad
bai'at pengangkatan khalifah, maka berubah menjadi
ketaatan, yaitu kesiapan melaksanakan perintah khalifah,
dan untuk itu diperbolehkan ada pemaksaan dalam rangka

melaksanakan perintah Allah SWT.

Oleh karena khalifah merupakan akad, maka tidak akan
sempurna tanpa adanya akid, yaitu pihak pertama yang
menginginkan akad. Sebagaimana halnya dalam masalah
pengadilan (gadla'), seseorang tidak sah menjadi gadli
kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan
tersebut kepadanya. Demikian pula dalam masalah
pemerintahan, seorang amir tidak sah kecuali setelah

jabatan tersebut diserahkan kepadanya oleh pihak yang
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memiliki wewenang dalam hal ini. Dalam hal kekhalifahan,
seseorang tidak akan menjadi khalifah kalau kaum
muslimin, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, tidak
menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Dia akan
memiliki wewenang pemerintahan hanya jika pelaksanaan
akad Kkhilafah kepadanya berjalan secara sempurna. Akad
ini tidak akan terlaksana kecuali adanya dua pihak yang
berakad. Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan
diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan khalifah.
Pihak kedua adalah kaum muslimin yang sepenuhnya rela
kepada pihak pertama untuk menjadi khalifah mereka. Oleh
karena itu, dalam hal pengangkatan khalifah harus ada

bai'at dari kaum muslimin.

C. Pemerintahan Pemberontak

Dengan demikian, jika seseorang merebut kekuasaan
dan berhasil mengambil alih pemerintahan, maka tidak
secara otomatis menjadi khalifah, sekalipun telah
memproklamirkan diri sebagai khalifah kaum muslimin.
Kalaupun seandainya orang itu mampu mengambil bai'at
dari kaum muslimin dengan cara paksa dan kekerasan,
statusnya tetap tidak menjadikannya khalifah --walaupun

bai'at telah dilangsungkan. Sebab, bai‘at dengan cara paksa
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dan atau tekanan tidak dianggap sah dan tidak dapat
mewujudkan akad khalifah, karena khilafah adalah akad
yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, yang tidak
akan sempurna apabila pelaksanaannya terdapat unsur
paksaan dan tekanan. Walhasil, akad khilafah hanya akan
terwujud dengan bai'at yang dibangun atas dasar kerelaan

dan pilihan.

Namun, kalau orang yang merebut kekuasaan itu dapat
meyakinkan kaum muslimin bahwa kemaslahatan mereka
akan terwujud dengan berbai'at kepadanya; juga bahwa
tegaknya hukum syara' telah mengharuskan mereka
berbai'at kepadanya; dan mereka pun mau menerimanya
dengan rela, lalu membai'atnya dengan penuh kerelaan dan
kebebasan memilih, maka jadilah ia seorang khalifah yang
sah semenjak bai'at --yang penuh kerelaan dan kebebasan
memilih-- dilaksanakan, walaupun pada awalnya ia
mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Jadi yang
menjadi syarat ialah terwujudnya bai'at dengan kerelaan
dan kebebasan, walaupun orang yang dibai'at tersebut telah

menjadi seorang penguasa (pemerintahan) ataukah belum.
D. Yang Berhak Dijadikan Khilafah

Adapun  orang-orang yang bisa  melakukan

pengangkatan jabatan khilafah dengan bai‘at mereka, dapat
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difahami dari fakta yang pernah terjadi pada saat
pembai‘atan khulafaur rasyidin dan ijma’ para sahabat.
Pembai'atan Abu Bakar As Shiddig cukup dilakukan oleh
ahlul halli wal aqdi dari kalangan kaum muslimin yang
berada di Madinah saja. Kaum muslimin yang berada di
Makkah maupun di seluruh jazirah Arab lainnya tidak
dimintai pendapatnya, bahkan mereka tidak ditanya.
Demikian pula pada saat pembai‘atan Umar Bin Khattab.
Sedangkan pada saat pembai'atan Utsman Bin Affan,
Abdurrahman Bin Auf ternyata mengambil pendapat
selurun kaum muslimin di seluruh Madinah dan tidak
membatasi pengambilan pendapat hanya dari kalangan
Ahlul Halli Wal Aqdi sebagaimana yang dilakukan Abu
Bakar ketika mencalonkan Umar. Pada saat Ali Bin Abi
Thalib, pembai‘atannya hanya dilakukan oleh mayoritas
penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Dan beliaulah
satu-satunya kandidat yang dibai‘at. Bai‘atnya pun dianggap
sah, sampaipun dalam pandangan orang-orang Yyang
menentang dan memeranginya. Sebab, terbukti bahwa
mereka tidak membai'‘at orang lain dan tidak menyangkal
pembai‘atan beliau. Mereka hanya menuntut keadilan atas
tumpahnya darah Utsman. Jadi, status mereka dihukumi

sebagai bughat (pembangkang) yang menentang khalifah

115



mengenai suatu urusan. Karena itu, khalifah harus
menjelaskan persoalan tersebut kepada mereka dan
memerangi mereka. Sehingga mereka tidak sampai

membentuk khilafah yang lain.

Dari fakta-fakta yang telah terjadi --yaitu pembai‘atan
khalifah oleh mayoritas penduduk ibu kota saja tanpa
menyertakan penduduk daerah-- dimana semuanya
didengar dan disaksikan oleh para sahabat serta tidak satu
pun dari mereka yang menentang dan mengingkari tindakan
yang hanya mencukupkan pembai‘atan dilakukan oleh
mayoritas penduduk Madinah, kendati dalam masalah lain -
-tentang pribadi calon khalifah atau tindakan-tindakannya--
mereka saling berselisih pendapat, namun mereka tidak
mengingkari tindakan mencukupkan pembai‘atan dari

mayoritas penduduk Madinah itu.

Dengan demikian, masalah tersebut telah menjadi ijma’
sahabat, bahwa akad khilafah dapat diwujudkan oleh orang-
orang yang mewakili kaum muslimin dalam pemerintahan.
Sebab, ahlul halli wal aqdi dan sebagian besar penduduk
Madinah pada waktu itu dianggap mewakili pendapat
mayoritas umat tentang pemerintahan di seluruh wilayah
negara Islam.

Atas dasar inilah, maka khilafah dapat terwujud dengan
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sah, jika pembai'atannya dilaksanakan oleh mayoritas wakil
umat yang mewakili sebagian besar umat Islam yang
berada dalam wilayah ketaatan kepada khalifah
sebelumnya, dimana akan dilangsungkan pemilihan
penggantinya sebagaimana yang terjadi pada masa
khulafaur rasyidin. Pada saat itu, bai'at mereka menjadi
bai'at in'igad khilafah. Adapun setelah bai'at in'igad
terlaksana maka bai'at yang telah dilakukan oleh selain
wakil tersebut adalah bai‘atut tha'at yaitu bai‘at untuk
melaksanakan perintah khalifah, jadi bukan bai'at untuk

mengangkat khalifah.

Cara ini berlaku ketika seorang khalifah meninggal
dunia atau diberhentikan, dan hendak diangkat khalifah
baru sebagai penggantinya. Adapun dalam keadaan vakum,
dimana tidak ada khalifah sama sekali, yaitu keadaan
dimana kaum muslimin diwajibkan mengangkat seorang
khalifah untuk melaksanakan hukum-hukum syara' dan
mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, sebagaimana
keadaan ketika runtuhnya khilafah Islam di Istambul tahun
1343 H, bertepatan dengan tahun 1924 M sampai hari ini,
tahun 1415 H yang bertepatan dengan tahun 1994 M; maka
setiap negeri dari seluruh dunia Islam wajib membai‘at

seorang khalifah dan melaksanakan akad pengangkatan
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khilafah. Namun apabila salah satu negeri Islam tertentu
telah membai'at seorang Kkhalifah dan sah akad
pengangkatannya, maka seluruh kaum muslimin wajib
berbai'at kepadanya sebagai bai'at taat, yaitu bai'at ketaatan,
setelah khilafah terwujud dengan pembai‘atan penduduk
negeri tersebut. Dalam hal ini tidak dibedakan, apakah
negeri tersebut adalah negeri yang besar seperti Mesir,
Turki, Indonesia, atau negeri kecil seperti Yordania,
Tunisia, atau Libanon. Yang penting negeri itu memenuhi

empat syarat, yaitu:

1. Kekuasaan negeri itu haruslah mandiri, yaitu hanya
bersandar kepada kaum muslimin, bukan kepada salah
satu negara kafir atau di bawah pengaruh orang-orang
kafir.

2. Keamanan bagi kaum muslimin di negeri itu adalah
keamanan Islam bukan keamanan kufur, artinya
pemeliharaan keamanan mereka dari gangguan luar dan
dalam negeri, berasal dari kekuatan kaum muslimin

sebagai suatu kekuatan Islam semata.

3. Negeri tersebut segera menerapkan Islam secara serentak

dan menyeluruh, serta segera mengemban dakwah Islam.

4. Khalifah yang dibai‘at harus memenuhi syarat-syarat

in'igad, meskipun tidak memenuhi syarat afdlaliyah
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(keutamaan), karena yang menjadi patokan adalah syarat-

syarat in‘igad.

Jadi, apabila negeri itu telah memenuhi empat syarat
itu berarti khalifah telah terwujud dengan terlaksananya
bai'at di negeri itu kepada khalifah, walaupun negeri itu
tidak mewakili mayoritas ahlul halli wal ‘'aqdi bagi
sebagian besar umat Islam. Sebab mendirikan Kkhilafah
adalah fardlu kifayah. Bagi yang menjalankan fardlu itu
dalam bentuk yang benar, berarti telah berhasil
melaksanakan  sesuatu yang difardlukan.  Adapun
persyaratan mayoritas ahlul halli wal 'agdi itu berlaku
manakala khalifah telah ada dan hendak diangkat khalifah
yang baru sebagai pengganti khalifah sebelumnya yang

telah meninggal atau diberhentikan.

Namun bila dalam keadaan benar-benar tidak ada
khilafah dan baru akan ditegakkan, maka dengan sekedar
terwujudnya khilafah yang sesuai dengan ketentuan syara'
berarti khilafah telah terwujud, siapapun yang menjadi
khalifahnya asal memenuhi syarat-syarat in'igad, dan
berapapun jumlah orang yang berbai‘at kepadanya. Sebab
dalam keadaan seperti di atas, yang menjadi permasalahan
adalah melaksanakan suatu kewajiban yang tidak
dijalankan oleh kaum muslimin dalam tempo lebih dari tiga
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hari. Kelalaian mereka ini sama saja dengan membuang hak
untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Jadi, apabila
ada sebagian orang yang dapat melaksanakan fardlu dalam

pengangkatan khalifah tersebut sudah dianggap cukup.
Jika khalifah telah berdiri di negeri itu dan khalifah

telah terwujud, maka kaum muslimin seluruh dunia wajib
untuk bergabung di bawah panji khilafah dan berbai‘at
kepada khalifah. Sebab kalau tidak, semuanya akan berdosa
di sisi Allah. Dalam hal ini khalifah harus mengajak mereka
agar berbai'at kepadanya. Kalau mereka tetap tidak mau,
maka mereka dapat dianggap sebagai bughat, dan khalifah
wajib memerangi mereka sampai akhirnya mereka tunduk

dan mentaatinya.

Jika terjadi pembai‘atan terhadap khalifah yang lain di
negeri yang sama ataupun di negeri lain setelah khalifah
yang pertama dibai'at secara syar'i dan telah memenuhi
empat persyaratan tersebut, maka wajiblah bagi kaum
muslimin  memerangi khalifah yang kedua sampai dia
berbai'at kepada khalifah yang pertama. Hal ini berdasarkan
hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Amru Bin Ash
yang mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw.

bersabda:
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"Dan siapa saja yang telah berbai'at kepada seorang imam
lalu dia pun telah memberikan uluran tangannya dan buah
hartinya, hendaklah ia mentaati imam itu selagi masih
mampu. Jika ada orang lain yang ingin merebut kekuasaan

darinya, maka penggallah leher orang itu."

Juga berdasarkan fakta bahwa yang menyatukan kaum
muslimin adalah seorang khalifah di bawah bendera Islam.
Jadi apabila khalifah telah diangkat, berarti terwujudlah
jama'ah kaum muslimin, dimana mereka wajib bergabung
dengan jama'ah itu serta diharamkan keluar darinya. Ibnu

Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujui) dari
amirnya hendaknya ia bersabar. Karena, siapa saja yang
memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja kemudian

mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi

saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya,
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hendaklah ia bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar dari
sulthan barang sejengkal saja kemudian mati, maka
matinya (seperti) mati jahiliyah."Makna kedua hadits ini
adalah keharusan untuk selalu berada dalam satu jama'ah

dan sulthan.

Sedangkan orang-orang non Islam tidak berhak
membai‘at khalifah dan tidak pula diwajibkan atas mereka
berbai'at. Sebab, bai'at tersebut adalah bai'at atas dasar
Islam, Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dimana hal itu
menuntut orang non Islam agar beriman kepada Islam,
Kitabullah dan Sunnah Nabi. Orang-orang non Islam juga
tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan dan
tidak boleh pula ikut memilih penguasa sebab mereka tidak
diberi kesempatan untuk menguasai kaum muslimin dan

tidak pula ada tempat bagi mereka untuk berbai'at.

E. Yang Berhak Mengangkat Khalifah

Allah SWT. telah menjadikan kekuasaan (sulthan)
menjadi milik umat dan menjadikan pengangkatan khalifah
menjadi hak bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya
segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi,

bai'at hukumnya adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin:
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"Siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya belum

ada bai'at, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Ini merupakan seruan umum, bagi setiap orang Islam.
Oleh karena itu, yang berhak mengangkat khalifah bukan
monopoli ahlil halli wal aqdi saja, sedangkan yang lain
tidak. Begitu pula, bukan orang-orang tertentu saja yang
memonopoli hak tersebut. Melainkan hak ini dimiliki oleh
semua kaum muslimin tanpa kecuali, sampaipun orang-
orang fasik dan munafik, selama mereka masih muslim dan
baligh. Karena ketentuan nash-nash yang ada berlaku bagi
semua kaum muslimin secara umum dan tidak ada satu
nash pun yang mengkhususkannya selain penolakan
terhadap bai'atnya anak kecil yang belum menginjak baligh,

dan selebihnya tetap berlaku umum.

Hanya saja tidak disyaratkan semua kaum muslimin
harus mengambil haknya karena itu merupakan hak
mereka, sekalipun hal itu merupakan sesuatu Yyang
difardlukan bagi mereka. Sebab bai'at hukumnya adalah
fardlu. Namun, kefardluan bai‘at tersebut hanyalah fardlu
kifayah, bukan fardlu ‘ain. Jadi, kalau fardlu kifayah
tersebut telah ditegakkan oleh sebagian orang, maka

kewajiban sebagian yang lain telah gugur. Namun,
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hukumnya tetap wajib menjadikan semua kaum muslimin
mampu untuk secara langsung melaksanakan hak mereka
dalam pengangkatan khalifah, tanpa melihat apakah mereka
telah mempergunakan haknya atau belum. Dengan kata
lain, hukumnya wajib untuk mewujudkan kekuatan secara
prima di dalam diri setiap muslim agar sanggup melakukan
pengangkatan khalifah. Masalahnya adalah bagaimana
kaum  muslimin  sanggup  untuk  melaksanakan
pengangkatan khalifah yang telah difardlukan oleh Allah,
dengan demikian kefardluan tersebut akan gugur dari
pundak mereka. Jadi persoalannya bukan bagaimana agar
selurun kaum muslimin melaksanakan fardlu ini secara
langsung. Karena fardlu yang difardlukan oleh Allah
kepada setiap muslim adalah terjadinya pengangkatan
khalifah oleh kaum muslimin dengan keridlaan mereka,
bukan agar seluruh kaum muslimin, melakukan

pengangkatan khalifah, semuanya. Tidak.

Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dibedakan:
pertama, terealisirnya ridla seluruh kaum muslimin
terhadap pengangkatan seorang khalifah; kedua, tidak
terealisirnya ridla seluruh kaum muslimin terhadap
pengangkatan tersebut, padahal pada masing-masing

keadaan ini mereka memiliki kesanggupan untuk
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melakukannya.

Berkaitan dengan persoalan pertama; dalam hal ini
tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu bagi mereka yang
akan mengangkat khalifah bahkan berapapun jumlah
mereka, mereka bisa membai‘at khalifah. Dalam hal ini
kaum muslimin bisa dianggap ridla karena sikap diam
mereka, atau dengan sikap menerima untuk mentaati
khalifah disamping membai'‘atnya, atau dengan cara apapun
yang bisa membuktikan adanya keridlaannya. Oleh karena
itu khalifah yang diangkat itu statusnya telah menjadi
khalifah seluruh kaum muslimin dan secara syar'i menjadi
khalifah yang sah. Sekalipun ketika pengangkatannya
hanya dilakukan oleh lima orang, karena ada sekelompok
orang --yang sudah bisa disebut kelompok-- telah berupaya
untuk mengangkat khalifah. Sementara keridlaan kaum
muslimin akan nampak pada sikap diam mereka dan sikap
langsung mentaatinya, atau sikap-sikap Yyang serupa
lainnya. Dengan catatan, bahwa pengangkatan (sekelompok
orang) tersebut dianggap sempurna, kalau disertai hak
memilih  dan dengan kemampuan penuh untuk

menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan kalau seandainya ridla seluruh kaum
muslimin tersebut tidak terealisir, maka pengangkatan
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khalifah tersebut dinyatakan belum sempurna. Kecuali
kalau yang mengangkat khalifah tersebut adalah suatu
jama'ah yang pengangkatan mereka itu bisa dianggap
mewakili kelompok kaum muslimin, atau mayoritas
mereka; berapapun jumlah orang yang ada di dalam jama'‘ah
tersebut. Karena itu, ada pernyataan sebagian fugaha' yang
mengatakan:  Pengangkatan  khalifah  tetap  bisa
dilaksanakan (sekalipun) yang membai'at hanya ahlil halli
wal aqdi. Karena ahlil halli wal aqdi tersebut dianggap
sebagai kelompok yang mencerminkan ridla kaum muslimin
terhadap bai'at yang dilakukan oleh kelompok tersebut
kepada siapapun yang mampu memenuhi syarat-syarat
pengangkatan khilafah. Oleh karena itu, bukannya
pembai‘atan ahlil halli wal aqdi itu saja yang bisa berlaku
untuk mengangkat khalifah, juga bukannya pembai‘atan
mereka itulah yang menjadi syarat agar pengangkatan
khalifah tersebut menjadi sah secara syar'i. Tidak.
Pembai'atan ahlil halli wal aqdi tersebut hanya merupakan
salah satu amarah (tanda) yang menunjukkan bahwa ridla
kaum muslimin telah terealisir melalui bai'at ini. Sebab,
ahlil halli wal aqdi tersebut biasanya dianggap sebagai
orang-orang yang mencerminkan aspirasi kaum muslimin.

Jadi, setiap tanda yang dapat menunjukkan terealisirnya

126



keridlaan kaum muslimin terhadap pembai‘atan khalifah,
maka pengangkatan khalifah tersebut telah sempurna. Dan
pengangkatan khalifah dengan bai'atnya ahlil halli wal agdi
tersebut telah menjadikan pengangkatannya sah secara
syar'i.

Oleh karena itu, yang menjadi hukum syara' adalah
terjadinya pengangkatan khalifah oleh sekelompok orang
yang pengangkatannya telah mencerminkan ridla kaum
muslimin, dengan adanya tanda apapun yang menunjukkan
terealisirnya keridlaan mereka. Baik dengan adanya orang
yang membai'at tersebut merupakan mayoritas ahlil halli
wal aqdi, atau mereka merupakan cerminan kehendak kaum
muslimin, atau dengan diamnya kaum muslimin terhadap
pembai‘atan orang yang lain kepada khalifah itu, atau
dengan segeranya mereka untuk mentaati khalifah karena
adanya bai'at ini, maupun dengan cara-cara lain. Selama
kesanggupan secara penuh untuk menyatakan pendapatnya
itu bisa mereka penuhi, maka pengangkatan khalifah
mereka tetap sah. Jadi hukum syara' tidak menentukan
apakah mereka (yang mengangkat) harus ahlil halli wal
aqdi, atau harus lima orang, atau lima ratus orang, atau
lebih banyak atau lebih sedikit, atau mereka harus

penduduk ibu kota, ataukah penduduk dari daerah-daerah.
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Tidak. Tetapi, hukum syara' hanya menentukan bahwa
apakah bai'at mereka itu mendapat ridla atau tidak dari
sekelompok kaum muslimin, dengan tanda apapun yang
disertai dengan kesanggupan mereka secara penuh untuk

menyampaikan pendapat mereka.

Sedangkan yang dimaksud semua kaum muslimin
adalah kaum muslimin yang hidup dalam negeri-negeri
yang tunduk kepada negara Islam. Yaitu mereka yang
menjadi rakyat khalifah sebelumnya, jika sebelumnya
khilafah  telah  berdiri. Atau mereka yang bisa
menyempurnakan tegakkannya negara Islam sehingga
khilafah bisa ditegakkan dengan adanya mereka, ini kalau
negara Islam sebelumnya belum berdiri dan mereka
berupaya untuk mewujudkannya. Dengan adanya negara
tersebut dapat melangsungkan kehidupan Islam kembali.
Adapun terhadap kaum muslimin yang lain, selain mereka
yang menjadi warga negara serta orang-orang Yyang
berupaya menegakkan negara Islam, maka tidak
disyaratkan agar mengambil bai'at mereka, begitu pula
tidak diharuskan menunggu ridla mereka. Sebab, bisa jadi
mereka termasuk orang yang keluar dari kekuasaan Islam,
atau hidup di dalam darul kufur dan tidak mungkin untuk

bergabung dengan darul Islam. Karena itu, mereka masing-
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masing tidak berhak untuk melakukan bai'at in‘igad, namun
mereka tetap wajib untuk melakukan bai'at ketaatan pada
perintah khalifah. Karena orang yang keluar dari kekuasaan
Islam hukumnya sama dengan bughat. Sementara mereka
yang tinggal di dalam darul kufur tidak bisa dianggap
merealisasikan tegaknya kekuasaan Islam, hingga mereka
benar-benar menegakkannya secara nyata, atau mereka

masuk di dalam darul Islam tersebut.

Oleh karena itu, yang memiliki hak untuk melakukan
pengangkatan  khalifah, serta  disyaratkan  dalam
pengangkatan tersebut harus mendapatkan ridla mereka
sehingga pengangkatan khalifah menjadi sah secara syar'i,
adalah mereka yang memiliki (melaksanakan) kekuasaan

Islam secara nyata.

Statemen ini tidak bisa dianggap sebagai pembahasan
logika, yang tidak bersumber pada dalil syara'. Tidak. Tidak
bisa dikleim demikian, karena pembahasan tersebut
merupakan pembahasan terhadap fakta hukum (manathul
hukmi), bukan membahas hukum itu sendiri. Karena itu,
tidak perlu ditunjukkan dalil syara' yang berkaitan dengan
hal itu, sebab yang dibutuhkan hanyalah penjelasan tentang
hakikat faktanya. Sebagai contoh, makan bangkai itu
hukumnya haram merupakan hukum syara'. Sedangkan
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untuk membuktikan, apakah ini bangkai atau bukan itu
merupakan manatul hukmi. Sebagaimana kaum muslimin
wajib mengangkat seorang khalifah itu merupakan hukum
syara’. Begitu pula pengangkatan tersebut harus
berdasarkan ridla dan hak memilih juga merupakan hukum
syara'. Inilah yang membutuhkan dalil. Sedangkan, kaum
muslimin mana yang bisa dianggap sempurna
pengangkatannya. Kemudian bagaimana hal-hal yang bisa
dianggap mencerminkan sikap ridla dan bebas memilih, itu
semuanya merupakan manatul hukmi yaitu fakta yang harus
diselesaikan oleh suatu hukum yang ada. Sedangkan
berlakunya hukum syara' terhadap fakta tersebut itulah
yang menjadikan terealisirnya hukum syara'. Oleh karena
itu, sesuatu yang menjadi objek hukum syara' tersebut

dikaji dengan cara menjelaskan hakikat objek tersebut.

Dan tidak bisa dikatakan bahwa manathul hukmi itu
merupakan illatul hukmi, sehingga harus ada dalil
syara'nya. Tidak bisa dikatakan demikian, karena antara
manathul hukmi dengan illatul hukmi itu berbeda. Bahkan
dalam hal ini ada perbedaan yang sangat besar antara
manath dengan illat tersebut. Illat adalah pembangkit
hukum, yaitu sesuatu yang menjelaskan maksud As Syari’

(Allah) terhadap suatu hukum dan ini mengharuskan
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adanya dalil syara' yang menjelaskannya, sehingga bisa
difahami bahwa ia merupakan maksud As Syari' terhadap
hukum tersebut. Sedangkan manatul hukmi adalah objek
yang menjadi sasaran diterapkannya suatu hukum, yaitu
fakta yang sesuai dengan hukum yang hendak diterapkan.
Jadi, bukan merupakan dalil atau illat suatu hukum. Makna
bahwa sesuatu itu sebagai sesuatu yang digantungkan
padanya hukum, atau hukum telah diikat padanya adalah
bahwa hukum didatangkan untuk mengatasi masalah dan

bukan hukum itu datang karenanya.

Dalam hukum syara', manath hukum tidak termasuk
pembahasan nagliyah (sesuatu yang tertulis dalam nash).
Karena itu untuk menetapkannya, berbeda dengan
menetapkan illat. Karena untuk menetapkan illat harus
merujuk kepada pemahaman nash yang membawa illat itu.
Ini tentulah membutuhkan pemahaman terhadap dalil-dalil
nagli, dan tidak demikian halnya dengan penetapan manath.
Karena manath adalah selain dalil-dalil naqli, atau berupa

fakta yang diterapkan hukum syara'.

F. Bai'at

Bai'at adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum

muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim, baik
131



laki-laki maupun perempuan. Kewajiban bai'at tersebut
didasarkan pada hadits-hadits Nabi yang banyak

jumlahnya. Diantaranya ialah sabda Nabi saw.:

"Siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada
bai'at (kepada khalifah), maka matinya dalam

keadaan seperti mati jahiliyah".

Bai'at dinyatakan sebagai hak kaum muslimin, karena fakta
bai‘at itu sendiri menunjukkan hal itu. Sebab, bai'at
diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah dan bukan
dari khalifah kepada kaum muslimin. Banyak hadits shahih
yang menjelaskan terjadinya bai'at kaum muslimin kepada
Rasulullah saw. Dalam hadits Bukhari yang diriwayatkan
dari Ubadah Bin Shamit berkata:

"Kami telah membai'at Rasulullah saw. untuk setia
mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam
keadaan yang kami senangi maupun tidak kami
senangi; dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari
seorang pemimpin; juga agar kami menegakkan atau

mengatakan yang haq di manapun kami berada dan
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kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-

orang yang mencela".

Dalam Shahih Bukhari juga diriwayatkan sebuah hadits
yang berasal dari Ayyub dari Hafsah dari Ummu 'Athiyyah
yang berkata:

Kami membai‘at Rasulullah saw., lalu Beliau
memerintahkan  kepadaku: 'jangalan  kalian
menyekutukan Allah dengan sesuatu'; dan melarang
kami melakukan "'niyahah™ (histeris menangisi
mayat), karena itulah seorang wanita dari kami
menarik tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita
itu berkata: 'seseorang (perempuan) telah membuatku
bahagia dan aku ingin (terlebih dahulu) membalas
jasanya' dan ternyata Rasulullah saw. tak berkata
apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali

lagi”.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia

berkata: Rasulullah bersabda:
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"Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana
Allah SWT. tidak mengajak bicara mereka, tidak
mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan
siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki
kelebihan air di jalan namun melarang ibnu sabil
(musafir yang kehabisan bekal) memanfaatkannya.
Kedua, orang yang telah membai‘at seorang imam
tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi
apa yang diinginkannya, maka ia menepati bai'atnya,
kalau tidak ia tidak menepatinya. Ketiga orang yang
menjual barang dagangan kepada orang lain setelah
waktu ‘ashar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa
dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu
segini dan segini (dia telah menjual dengan harga
tertentu), orang itu (calon pembeli) mempercayainya
lalu membeli dagangan tersebut, padahal dia
(penjual) tidak diberi keuntungan dengan dagangan

itu (belum menjual dengan harga tersebut)".

Juga apa yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar ra.
yang berkata:

"Kami dahulu, ketika membai'at Rasulullah saw.
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untuk mendengar dan mentaati perintahnya, selalu
beliau mengatakan kepada kami: ‘fimastatha' ta'

(dalam hal yang dapat kamu kerjakan)".

Diriwayatkan dari Jarir Bin Abdullah yang berkata:

"Aku membai'at Rasulullah saw. untuk mendengar
dan mentaati perintahnya, seraya beliau menuntunku
mengucapkan: 'fii mastatha' tu' (dalam hal yang
dapat aku kerjakan); juga agar selalu memberi

nasehat kepada setiap muslim".

Sebuah riwayat berasal dari Junadah bin Abi Umayyah
yang berkata:

"Kami pernah berkunjung kepada Ubadah Bin Shamit
yang waktu itu sedang sakit. Kami berkata: 'Semoga
Allah SWT. memperbaiki keadaanmu, ceritakanlah
kepada kami sebuah hadits yang anda dengar dari
Nabi saw. (semoga Allah SWT. memberikan manfaat
ilmu kepadamu)' Lalu ia berkata: 'Nabi saw.

mengajak kami (untuk membai‘atnya), lalu kami pun
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membai'at beliau. Kemudian beliau mengajarkan
kepada kami bagaimana harus membai'at. Lalu kami
membai'at beliau untuk mendengar dan mentaati
perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi
maupun tidak kami senangi, dalam keadaan sulit
ataupun lapang, serta dalam hal tidak mendahulukan
urusan kami; juga agar kami tidak merebut
kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda
beliau): 'Kalau kalian melihat kekufuran secara
terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan

keterangan dari Allah™.

Jadi bai'at kepada khalifah berada ditangan kaum muslimin

dan menjadi hak mereka. Kaum musliminlah yang

melakukan pembai‘atan, dan hanya dengan bai'at merekalah

akad khilafah itu terwujud bagi seorang khalifah.

Bai'at dapat dilakukan secara langsung dengan berjabat

tangan atau secara tertulis melalui surat. Abdullah Bin

Dinar telah menggambarkan:

"Aku menyaksikan Ibnu Umar dimana orang-orang

telah bersepakat untuk membai‘'at Abdul Malik bin
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Marwan, ia berkata: 'Dia menulis: 'Aku berikrar
untuk mendengarkan dan mentaati Abdullah bin
Abdul Malik sebagai amirul mukminin atas dasar
aturan Allah dan aturan Rasul-Nya dalam hal yang

aku mampu™.

Diperbolehkan pula bai'at dilakukan dengan menggunakan
berbagai sarana yang memungkinkan (misalnya telepon,

faksimil, telegram dan lain-lain, pent.).

Hanya saja disyaratkan agar bai'at itu dilaksanakan
oleh orang yang sudah baligh. Jadi, tidak sah bai'at yang
dilakukan oleh anak kecil. Abu Ugail Zahrah bin Ma'bad
telah meriwayatkan hadits dari kakeknya yaitu Abdullah
bin Hisyam yang pernah bertemu dengan Nabi saw.;
Abdullah pergi dibawa oleh ibunya, yaitu Zainab Binti
Humaid, menghadap Rasulullah saw. lbunya berkata:
"Wahai Rasulullah terimalah bai'atnya!" Kemudian Nabi
saw. menjawab: "Dia masih kecil" lalu beliau mengusap-

usap kepala anak kecil itu dan mendoakannya.

Adapun lafazh bai‘at tidak disyaratkan terikat dengan
lafazh-lafazh tertentu. Akan tetapi harus mengandung
makna ""mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-

Nya"™ bagi khalifah, dan harus mengandung makna
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"'sanggup mentaati dalam keadaan sulit atau lapang,
senang atau tidak senang." bagi kaum muslimin yang

membai'at.

Manakala pihak yang membai'at telah memberikan
bai'atnya kepada khalifah, atau khilafah telah diwujudkan
secara sah dengan pembai'atan oleh sebagian kaum
muslimin di tempat lain, maka bai'at itu telah menjadi
amanah di atas pundak pihak yang membai‘at dan tidak
diperbolehkan mencabutnya. Sebab, bai'at ditinjau dari segi
terwujudnya Kkhilafah adalah hak yang harus dipenuhi.
Kalau bai'at itu sudah diberikan, maka ia wajib terikat
dengannya. Kalau yang memberikan bai'at hendak
menariknya kembali, maka hal ini tidak diperbolehkan.
Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dari Jabir Bin Abdillah
ra. bahwa ada seorang Badui pernah membai‘at Rasulullah
saw. untuk menetapi Islam. Suatu ketika ia menderita sakit,
kemudian berkata: "Kembalikan bai'atku padaku.".
Ternyata beliau saw. menolaknya. Lalu dia datang dan
berkata: "Kembalikan bai'atku padaku." Beliau tetap
menolak kemudian orang itu pergi. Lantas beliau saw.

bersabda:

"Madinah ini seperti tungku (tukang besi), yang bisa
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menghilangkan debu-debu yang kotor dan membikin

cemerlang yang baik."

Diriwayatkan dari Nafi' yang berkata bahwa Umar berkata

kepadaku: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada
Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti

tanpa mempunyai hujjah."

Membatalkan bai'at kepada khalifah sama artinya dengan
melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah. Hanya saja
ketentuan ini berlaku jika bai'at kepada khalifah tersebut
adalah bai'at in'igad, atau merupakan bai'at taat kepada
khalifah yang telah disetujui oleh kaum muslimin dan
mereka telah membai‘atnya. Adapun dalam keadaan bai'at
itu baru pada tahap awal, kemudian ternyata bai'at tersebut
tidak sempurna maka orang yang berbai'at boleh
melepaskan bai‘atnya, dengan catatan bahwa kaum
muslimin secara keseluruhan belum dapat menerima
pembai‘atan tersebut. Jadi, larangan dalam hadits itu

berlaku untuk orang yang menarik kembali bai‘at khalifah,
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bukan menarik kembali bai‘at dari seseorang yang belum

sempurna jabatan khilafahnya.

G. Mencalonkan Seseorang Untuk Jabatan Khilafah

Mencalonkan diri atau orang lain untuk jabatan
khilafah atau berselisih pendapat terhadap pencalonan
tersebut hukumnya mubah bagi seluruh kaum muslimin dan
tidak termasuk perkara yang makruh dalam syara'. Tidak
ada satu nash pun yang melarang adanya perselisihan
terhadap pencalonan khilafah. Kaum muslimin pernah
berselisih pendapat perihal pencalonan khalifah pengganti
Rasulullah di Sagifah Bani Sa'adah, padahal jenazah
Rasulullah masih terbujur di atas pembaringannya, belum

dikebumikan.

Diriwayatkan pula bahwa enam orang ahlus syura yang
merupakan pemuka para sahabat Nabi, ridlwanallah
‘alaihim, berselisin pendapat tentang pengganti khalifah
Umar Bin Khattab, yang semuanya disaksikan dan didengar
oleh para sahabat Nabi yang lain. Dan ternyata mereka
tidak ada yang mengingkari perselisihan tersebut, bahkan
menunjukkan  kesetujuan mereka. Hal ini telah
membuktikan adanya ijma’ sahabat tentang

diperbolehkannya berselisih pendapat dalam pencalonan
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khalifah --termasuk bolehnya mencalonkan diri, serta
berusaha mendapatkan jabatan Kkhilafah dengan saling

mengadu argumentasi masing-masing.

Akan halnya larangan meminta jabatan imarah
(pemimpin), termasuk khalifah atau amir, seperti yang
tercantum dalam banyak hadits, tidak lain merupakan
larangan khusus bagi mereka yang lemah, semisal Abu
Dzar Al Ghifari. Sebaliknya orang-orang yang memang
pantas menjadi amir, seperti Amru Bin Ash ternyata
Rasulullah saw. tidak menolak permintaannya, bahkan
kemudian mengangkatnya. Jadi, hadits-hadits yang ada
dalam hal ini hanya ditujukan bagi mereka yang memang
tidak layak menduduki jabatan, baik jabatan imarah
maupun Kkhilafah. Sedangkan untuk orang-orang yang
pantas mendudukinya, ternyata Rasulullah pun tidak
mengingkari bahkan pernah memberikan jabatan kepada
sahabat tersebut. Jadi oleh karena Rasulullah pernah
mengangkat sahabat yang meminta jabatan, selain pernah
melarang sebagian mereka untuk meminta jabatan, maka
larangan tersebut dapat dimengerti sebagai larangan Nabi
bagi orang-orang yang tidak layak menduduki jabatan,

bukan sebagai larangan yang bersifat mutlak.
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H. Metode (Tharigah) Pengangkatan Khalifah

Ketika syara’ mewajibkan umat Islam untuk
mengangkat seorang khalifah, syara' pun ternyata telah
menggariskan tharigah, metode yang harus ditempuh untuk
mewujudkannya. Metode ini ditegaskan oleh Al Qur'an, As
Sunnah dan Ijma' Sahabat. Metode tersebut adalah bai'at.
Jadi, pengangkatan khalifah dapat diwujudkan dengan
bai'at kaum muslimin  kepada seseorang (untuk

memerintah) atas dasar Kitabullah dan Sunah Nabi-Nya.

Kedudukan bai'at sebagai metode pengangkatan
khalifah telah ditegaskan oleh bai'at kaum muslimin
generasi pertama kepada Nabi saw., disamping ditegaskan
oleh perintah beliau sendiri kepada kita untuk membai‘at
seorang imam. Bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah
saw. sesungguhnya bukan bai'at atas kenabian, melainkan
bai'at atas kepemimpinan beliau di bidang pemerintahan.
Sebab bai'at yang mereka lakukan adalah bai'at untuk
melaksanakan (perintah), bukan untuk mempercayai
kenabian. Dalam hal ini beliau dibai‘at dalam kapasitas
beliau sebagai penguasa bukan sebagai nabi dan rasul.
Sebab pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan adalah
persoaln iman, bukan bai'at. Jadi bai‘at yang diberikan
kaum muslimin kepada Rasulullah saw. tidak lain adalah
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bai'at dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara.

Dan masalah bai'at itu telah tercantum di dalam Al
Qur'an dan Al Hadits. Diantaranya adalah firman Allah
SWT.:

"Hai Nabi, jika datang para wanita yang beriman untuk
berbai‘at (berjanji setia) kepadamu, bahwa mereka tidak
akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan
mencuri, tidak akan berbuat dusta, tidak akan membunuh
anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-
adakan di antara tangan dan kaki mereka dan mereka pun
tidak akan menentangmu dalam kebajikan, maka terimalah
bai'at mereka itu." (Q.S. Al Mumtahanah: 12)

"Sesunggunya orang-orang yang berbai'at kepadamu
hanyalah (berarti) telah berbai'at kepada Allah, Tangan
Allah di atas mereka..." (Al Fath: 10)

Imam Bukhari meriwayatkan: Ismail telah menyampaikan
kepada kami, Malik telah menyampaikan kepadaku dari
Yahya Bin Said yang berkata, bahwa Ubadah Bin Al

Walied telah menyampaikan kepadaku dengan mengatakan:
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"Ayahku telah mengabarkan kepadaku dari Ubadah Bin
Shamit yang berkata:

"Kami telah berbai'at kepada Nabi saw. untuk senantiasa
mendengar dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan
yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi dan
kami tidak akan merebut kekuasaan dari yang berhak dan
agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang
haq dimana pun kami berada, tidak takut --karena Allah--
akan celaan dari orang-orang yang mencela."

Diriwayatkan  oleh Imam Bukhari:  Telah
menyampaikan hadits kepada kami seseorang Yyang
bernama Ali Bin Abdullah yang mengatakan: Telah
menyampaikan hadits kepada kami orang yang bernama
Abdullah Bin Zaid: Telah menyampaikan hadits kepada
kami Said, yaitu anaknya Abi Ayyub ujarnya: Abu 'Aqil
(Zahrah Bin Ma'bad) telah bicara kepadaku dari kakeknya,
yaitu Abdullah Bin Hisyam, dan dia telah berjumpa dengan
Nabi saw. la (ketika itu) pergi bersama ibunya, Zaenab
Binti Humaid menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata
kepada Nabi saw.. "Wahai Rasulullah, terimalah
bai'atnya." Beliau menjawab: "Dia masih kecil." Kemudian
Rasulullah mengusap-usap kepala anak kecil itu dan
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mendoakannya.

Imam Bukhari juga meriwayatkan: "Abdan telah
menceritakan kepada kami hadits dari Abi Hamzah, dari Al
A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah yang berkata

bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Ada tiga golongan manusia di hari kiamat kelak tidakakan
diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan-Nya, dan mereka
akan disiksa dengan siksaan yang pedih, yaitu: orang yang
memiliki kelebihan air di jalan tetapi dia melarang ibnu
sabil (musafir yang kehabisan  bekal)  untuk
menggunakannya; orang yang membai‘at seorang imam,
tetapi hanya karena mencari keuntungan duniawi, jika
diberi ia menepati bai'atnya dan jika tidak, ia akan
menepatinya; serta orang yang mengadakan jual beli
dengan seseorang suatu dagangan setelah waktu 'Ashar,
kemudian dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah
diberi keuntungan dengan dagangan itu sekian dan sekian,
lalu orang itu (calon pembeli) mempercayainya, dan
mengambil barang itu, padahal sebenarnya dia belum

mendapatkan keuntungan dengan dagangan itu."

145



Ketiga hadits di atas secara jelas telah menegaskan bahwa
bai'at adalah metode pengangkatan khalifah. Pada hadits
Ubadah, disebutkan bahwa dia benar-benar telah berbai'at
kepada Rasulullah untuk mendengar dan mentaati. Bai'at
jelas ditujukan kepada seorang penguasa. Sedangkan hadits
Abdullah Bin Hisyam vyang bai'atnya ditolak oleh
Rasulullah karena dia belum baligh, juga menunjukan
bahwa bai'at tersebut adalah bai‘at kepada penguasa. Dan
hadits Abu Hurairah tegas-tegas menyebut bai'at kepada
seorang imam. Dan kata imam disebut dalam bentuk

nakirah (umum) itu berarti semua imam.

Selain itu, ada hadits-hadits lain yang menyebutkan
tentang bai'at kepada imam. Di Dalam shahih Muslim

dinyatakan, bahwa Nabi saw., bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam lalu
memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka
hendaknya ia mentaatinya semampunya; dan jika datang
orang lain yang hendak mengambil alih kekuasaannya,

maka penggallah leher orang itu."”
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Di dalam shahih Muslim juga ditemukan hadits yang
diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri yang berkata,

Rasulullah saw. bersabda:

"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang

paling akhir dari keduanya."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Abi Hazim
yang berkata: "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah
selama lima tahun dan aku pernah mendengarnya

menyampaikan hadits dari Nabi saw. yang bersabda:

"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. setiap
kali seorang nabi meninggal, segera diganti oleh nabi yang
lain, dan sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku.
(Tetapi) nanti akan banyak khalifah." Para sahabat
bertanya: 'Apa yang engkau perintahkan kepada kami?'
Beliau menjawab: 'penuhilah bai'at yang pertama dan yang

pertama itu saja."

Nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah di atas secara jelas

menunjukkan bahwa bai'at adalah satu-satunya metode
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pengangkatan khalifah. Dalam hal ini para sahabat --
ridiwanullah ‘alaihim-- benar-benar memahami metode
tersebut, bahkan mereka pun telah melaksanakannya. Abu
Bakar As Shiddiq dibai'at secara khusus di Sagifah Bani
Sa'adah dan dibai‘at secara umum di masjid, lalu orang-
orang yang tidak ikut berbai'at di masjid kemudian
membai‘atnya pula, yaitu mereka yang memenuhi syarat
untuk membai‘at khalifah, seperti Ali Bin Abi Thalib. Umar
Bin Khattab juga dibai'at dengan bai‘at kaum muslimin.
Demikian halnya dengan Utsman Bin Affan dan Ali Bin
Abi Thalib. Jadi bai'at adalah satu-satunya metode

pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin,

Adapun realisasi bai'at secara praktis dapat diketahui
dengan jelas pada saat pengangkatan empat khalifah
sepeninggal Rasulullah saw., yaitu Abu Bakar, Umar Bin
Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib.
Seluruh sahabat pada waktu itu diam dan mengakui metode
yang digunakan. Padahal metode pengangkatan tersebut
termasuk perkara yang harus diingkari seandainya
melanggar syara', karena berkaitan dengan sesuatu yang
paling penting, dan menjadi sandaran keutuhan wadah
kaum muslimin serta kelestarian pemerintahan yang

melaksanakan hukum Islam.
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Siapa saja yang meneliti peristiwa yang terjadi dalam
pengangkatan keempat khalifah itu akan mendapati bahwa
sebagian kaum muslimin telah berdiskusi di Sagifah Bani
Sa'adah. Tokoh-tokoh yang dicalonkan sebagai khalifah
tidak lebih dari empat orang, mereka adalah Sa'ad Bin
Ubadah, Abu Ubaidah, Umar Bin Khattab dan Abu Bakar.
Sebagai hasil diskusi adalah dibai'atnya Abu Bakar oleh
mereka yang hadir. Pada hari kedua kaum muslimin
diundang ke masjid Nabawi lalu mereka membai‘at Abu
Bakar. Bai'at yang berlangsung di Sagifah adalah bai'at
in'igad, yang menjadikan Abu Bakar sah sebagai seorang
khalifah. Sedangkan bai'at di masjid pada hari kedua

merupakan bai'at ta'at.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan
membawa ajal, beliau memanggil kaum muslimin, seraya
meminta pertimbangan mereka tentang siapa yang tepat
untuk menjadi khalifah. Pendapat yang muncul pada
musyawarah tersebut berkisar antara Ali Bin Abi Thalib
dan Umar Bin Khattab, tidak ada yang lain. Kesempatan
untuk meminta pertimbangan tersebut berlangsung hingga
tiga bulan. Setelah tiga bulan itu, beliau dapat mengetahui
pendapat mayoritas kaum muslimin, kemudian beliau

segera mengumumkan bahwa Umarlah khalifah sesudah
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beliau. Setelah Abu Bakar meninggal kaum muslimin
berdatangan ke masjid Nabawi dan langsung membai‘at
Umar untuk memegang tampuk pemerintahan khalifah.
Dengan bai'at inilah Umar menjadi khalifah, bukan karena
adanya permintaan pendapat, maupun penunjukan dari Abu
Bakar.

Begitu pula ketika Umar terluka parah, kaum muslimin
segera meminta beliau agar menunjuk pengganti, tetapi
beliau menolak. Setelah mereka terus memaksa, baru beliau
menunjuk enam orang sahabat sebagi calon pengganti.
Setelah beliau meninggal para calon itu mempercayakan
kepada salah seorang dari mereka, yaitu Abdurrahman Bin
Auf, untuk mengumpulkan pendapat kaum muslimin dan
meminta pertimbangan mereka. Kemudian Abdurrahman
mengumumkan bai'at kepada Utsman. Kaum muslimin pun
segera melaksanakan bai'at kepada Utsman. Dengan akad
bai'at inilah beliau sah menjadi khalifah bagi kaum
muslimin, bukan karena penunjukan Umar, juga bukan
karena pengumuman Abdurrahman Bin Auf. Kemudian
ketika Utsman terbunuh, serta-merta kaum muslimin di
Madinah dan Kufah segera membai‘at Ali Bin Abi Thalib.
Bai'at kaum musliminlah yang menjadikan beliau sebagai
khalifah.
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Dari peristiwa ini semua menjadi jelas bahwa metode
satu-satunya, yang telah ditentukan oleh Islam untuk
mengangkat kekhilafahan adalah bai'at dengan ridla dan

pilihan kaum muslimin.

Sedangkan upaya-upaya praktis yang dilakukan
sebelum dibai'atnya khalifah, agar upaya pengangkatan
seorang khalifah tersebut bisa berjalan dengan sempurna,
maka dalam hal ini bisa ditempuh berbagai cara
sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat pemilihan

para khulafaur rasyidin.

Karena mereka sendiri dalam hal ini tidak terikat
dengan satu cara tertentu, melainkan masing-masing
khalifah memiliki cara tersendiri yang berbeda dengan cara
yang dilakukan oleh khalifah yang lain. Hal itu didengar
dan disaksikan oleh para sahabat, ridlwanullah ‘alaihim.
Dengan diamnya mereka terhadap persoalan-persoalan
tersebut, maka hal itu telah menjadi ijma’' sahabat bahwa
memang dalam upaya-upaya pengangkatan khalifah tidak

ada keharusan terikat dengan cara-cara tertentu.

Dengan demikian, agar upaya-upaya pengangkatan
khalifah tersebut menjadi sempurna, maka bisa dilakukan

beberapa cara, yang antara lain seperti:
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1- Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu
kota) khilafah, atau ahlul halli wal aqdi yang ada di sana,
atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum
muslimin, atau gerakan yang terpandang dan pantas untuk
mengurusi khilafah, maka setelah meninggalnya khalifah,
atau setelah ia diberhentikan, atau setelah pengunduran
dirinya, hendaknya mereka berkumpul untuk mencalonkan
satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai
kandidat untuk menduduki jabatan khilafah. Kemudian
mereka memilih salah seorang di antara mereka, dengan
cara apapun yang mereka anggap paling representatif.
Setelah itu, mereka membai'atnya dengan bai'at in'igad
untuk mendengarkan dan mentaati perintahnya berdasarkan

kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.

Setelah bai'at in'igad kepada khalifah ini berjalan
dengan sempurna, maka khalifah sendiri atau orang yang
mewakilinya segera mengambil bai‘at lit tha'at dari seluruh
kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa
pengangkatan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah saw.
yaitu ketika orang-orang Anshar berkumpul di Sagifah Bani
Sa'adah untuk membai'at pimpinan mereka yaitu Sa'ad Bin
Ubadah, maka sebelum mereka semua memberikan bai'at
kepada Sa'ad, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab serta Abu
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Ubaidah mendatangi mereka. Sehingga terjadilah
perdebatan antara mereka dengan orang-orang Anshar,
sampai saling mengumpat. Namun akhirnya dalam hal ini
Abu Bakarlah yang unggul, maka Abu Bakar dibai‘at oleh
semua yang hadir di Saqifah kecuali Sa'ad Bin Ubadah
yang tidak mau membai'atnya. Bai'at di Sagifah Bani
Sa'adah kepada Abu Bakar ini telah cukup untuk
menyempurnakan akad pengangkatan khilafah yang
diberikan kepadanya. Inilah fakta yang terjadi di Sagifah
sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat At
Thabari.

Orang-orang Anshar telah mengadakan pertemuan
intern di kalangan mereka di Saqgifah Bani Sa'adah untuk
membicarakan kandidat yang pantas menggantikan
Rasulullah saw. dalam mengurusi pemerintahan. Sementara
melihat hal itu orang-orang Muhajirin Kkhawatir akan
dampak yang terjadi kemudian dari pertemuan ini. Maka,
Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah mendatanginya lalu
terjadilan perdebatan sengit, padahal orang-orang Anshar
adalah pihak yang mayoritas di Madinah, dan melalui
merekalah bangunan Islam ini bisa tegak. Abu Bakar, salah
seorang Muhajirin, menanggapi bahwa masalah pemilihan

pengganti Rasulullah dalam mengurusi pemerintahan agar
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menjadi kepala negara ini adalah masalah yang begitu
crusial (rawan). Yang bisa jadi akan mengarah kepada
kegoncangan negara, terutama dari kalangan orang Arab;
setelah mereka ditaklukkan, mereka belum terbiasa tunduk
kepada kabilah non-Quraisy yang justru kabilah Quraisylah
yang memiliki garis kekuasaan di Makkah. Sementara itu
kepentingan kaum muslimin menuntut agar pengganti
Rasulullah itu dipilih dari kalangan mereka, orang-orang
Quraisy.

Orang-orang Muhajirin  berusaha terus memecah
kosentrasi forum sebelum forum itu sampai pada
kesepakatan, sehingga isu tersebut menjadi opini seluruh
kaum muslimin yang ada di sana. Namun Hubab Bin
Mundir Al Jamuh, salah seorang dari Anshar, Kketika
melihat bahwa semua yang ada sudah terpengaruh oleh
pernyataan Abu Bakar, ia khawatir kalau suara forum
terpecah dan khalifah yang terpilih bukan dari Anshar,
maka ia berdiri dan menyeru: "Hai kaum Anshar, kalian
harus memegang urusan kalian dengan orang-orang yang
ada di dalam kabilah kalian. Sebab tidak akan ada seorang
pemberani pun yang berani untuk menentang kalian.
Orang-orang juga tidak akan sekali-kali mengeluarkan

pendapat selain dengan (mengikuti) pendapat kalian.
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Kalian adalah kaum yang memiliki kemuliaan dan
kekayaan, jumlah kalian banyak; kalian memiliki kekuatan,
pengalaman dan kehormatan, maka orang-orang pun akan
senantiasa memperhatikan apa yang kalian lakukan. Maka,
kalian jangan sampai bersengketa sehingga suara kalian
terpecah, lalu urusan kalian ini menjadi lemah. Jangan
hiraukan mereka, selain apa yang telah kalian dengarkan
ini. Kitalah yang berhak menjadi pemimpin dan bukan dari

mereka."

Ketika Hubab hampir saja selesai berbicara, Umar Bin
Khattab segera bangkit dan berkata: "Perhatikan, tidak
akan pernah ada dua perkara menyatu dalam satu tanduk.
Demi Allah, orang-orang Arab tidak akan ridla untuk
menyerahkan kepemimpinan kepada kalian padahal sudah
jelas bahwa Nabinya bukan dari suku kalian. Sebaliknya,
orang-orang Arab tidak akan menolak kalau urusannya
dipimpin oleh orang-orang yang sukunya menurunkan
kenabian, serta telah memimpin urusan mereka. Maka,
kami berhak untuk mengurusi urusan itu atas orang-orang
yang mengabaikan argumentasi yang jelas, serta bukti
yang nyata dari orang-orang Arab. Karena itu, siapa yang
berani menghujat kami terhadap kekuasaan dan

kepemimpinan Muhammad? Padahal kamilah pelindung
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dan keluarga-keluarga beliau, kecuali orang yang ingin
menyampaikan kebatilan, atau cenderung berbuat dosa,

atau ingin binasa?"

Ketika Hubab mendengarkannya, ia berdiri seraya
memberikan bantahan, lalu berkata: "Hai orang-orang
Anshar, kuasailah diri kalian dan jangan dengarkan
pernyataan orang ini serta para sahabatnya. Biarkan
mereka pergi dengan bagian yang kalian berikan dalam
urusan ini. Nah, jika mereka tidak menghiraukan apa yang
kalian minta, maka usirlah mereka dari negeri ini
kemudian kalian memimpin urusan ini atas diri mereka.
Demi Allah, kalianlah yang lebih berhak mengurusi urusan
ini ketimbang mereka. Dengan pedang kalianlah, agama
ini telah menundukkan orang-orang yang hina yaitu orang-
orang yang tidak beragama. Akulah yang menjadi tempat
berlindungnya, dan tempat melindungi kemuliaannya.
Demi  Allah  kalau kalian ~mau, pasti  kami
mengembalikannya  dengan  utuh."  Ketika Umar
mendengarkan pernyataan Hubab tersebut, ia marah lalu
berkata: "Kalau begitu semoga kau dibinasakan oleh
Allah." Lalu Hubab menjawab: "Tidak, justru kau yang
harus dibinasakan." Hubab lalu menghunus pedangnya dan

terus bicara, lalu Umar memukul tangannya. Pedang itu lalu
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jatuh dan segera diambil oleh Umar.

Dalam situasi yang kritis tersebut, Abu Ubaidah Al
Jarrah ikut melibatkan diri dalam urusan tersebut --ketika
itu yang hadir semuanya terdiam-- ia lalu berdiri dan
berkhutbah kepada orang Anshar seraya berkata: "Hai
orang-orang Anshar, kalian adalah orang-orang yang
pertama kali menjadi pelindung dan penolong (Nabi dan
agamanya). Janganlah kemudian kalian menjadi orang

yang pertama kali berubah dan berpaling."

Ketika orang-orang Anshar mendengarkan ungkapan
Abu Ubaidah yang bijaksana itu, mereka terpengaruh lalu
berdirilah Basyir Bin Sa'ad, salah seorang pemimpin
Khazraj seraya berkata: "Demi Allah, kita sekalipun yang
paling utama dalam memerangi orang-orang musyrik, dan
yang paling dahulu memeluk agama ini, kita sesungguhnya
tidak punya kepentingan apapun selain ridla Allah, dan
ketaatan kepada Nabi kita, serta berusaha menekan
kepentingan pribadi kita. Maka, kita tidak pantas
memperbelit-belit urusan ini terhadap orang lain. Dan
seyogyanya kita tidak memiliki orientasi duniawi sama
sekali. Karena dalam hal ini, Allah sebenarnya telah
memberikan kenikmatan kepada Kkita. Ingatlah, bahwa
Muhammad saw. adalah dari keturunan Quraisy dan dalam
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hal ini, kaumnyalah yang lebih berhak dan lebih utama.
Demi Allah, Allah tidak akan melihat selama-lamanya
kepada para perebut kekuasaan mereka dalam urusan ini.
Maka, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah
kalian menentang serta mengambil kepemimpinan dari
mereka." Kata-kata Basyir inilah yang meneduhkan dan
karena kata-kata itulah orang-orang Khazraj menjadi

tenang.

Ketika itu, Abu Bakar segera memegang tangan
masing-masing Umar dan Abu Ubaidah, dimana ia duduk
di antara keduanya, lalu ia berkata: "Ini Umar dan Ini Abu
Ubaidah. Siapa di antara mereka berdua yang kalian
kehendaki, maka bai'atlah." Kemudian Abu Bakar
mengajak mereka untuk bersatu dan mengingatkan mereka

dari perpecahan.

Maka Umar --ketika ia melihat kasak-kusuk dan takut
terjadi sengketa lagi-- segera menyerukan dengan suara
lantang: "Hai Abu Bakar, ulurkan tanganmu.” Abu Bakar
kemudian  mengulurkan  tangannya, lalu  Umar
membai‘atnya dan ia mengatakan: "Bukankah Nabi yang
selalu memerintah agar kau yang menjadi imam shalat
kaum muslimin? Jadi, kaulah pengganti Rasulullah. Dan
kami akan membai‘atmu karena mengikuti sebaik-baik
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orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah saw. daripada
kami semua."” Abu Ubaidah lalu menarik tangannya dan
membai'at Abu Bakar seraya berkata: "Kaulah sebaik-baik
orang Muhajirin, dan menjadi orang kedua ketika berdua
(bersama Rasullah) di dalam gua, serta pengganti
Rasulullah (untuk menjadi imam) dalam shalat; bahkan
orang yang agamanya terbaik di kalangan kaum muslimin.
Lalu siapa lagi yang lebih berhak untuk mendahului
dirimu, atau yang lebih berhak memimpin urusan ini dari
pada engkau?'Maka, Basyir Bin Sa'ad segera membai'at
Abu Bakar. Lalu Usaid Bin Hudhair, pimpinan Aus segera
menoleh kepada kaumnya, dimana mereka ketika itu
sedang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Basyir Bin
Sa'ad. Kemudian Usaid berkata kepada mereka: "Demi
Allah, kalau seandainya urusan ini dipimpin lagi oleh
orang Khazraj dan diserahkan kepada kalian, niscaya akan
hilanglah kemuliaan ini. Maka kalian jangan sekali-kali
meminta bagian dalam urusan ini terhadap mereka.
Bangkitlah dan bai'atlah Abu Bakar." Kemudian orang-
orang Aus berdiri dan membai'at Abu Bakar, begitu pula
orang-orang yang lain. Mereka lalu segera membai‘'at Abu
Bakar, sehingga ruangan di Sagifah penuh sesak oleh

mereka yang membai‘at Abu Bakar.
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Dengan demikian bai'at di Sagifah telah selesai,
sementara tubuh Nabi saw. masih membujur kaku di atas
tempat pembaringan beliau dan belum dikebumikan. Maka
setelah berakhirnya bai'at tersebut, orang-orang lalu bubar
dari Sagifah. Pada hari berikutnya, Abu Bakar duduk di
dalam masjid Nabawi. Kemudian Umar Bin Khattab berdiri
dan berkhutbah kepada mereka seraya memohon maaf
kepada seluruh kaum muslimin atas kejadian yang terjadi
sebelumnya; dimana ia mengatakan bahwa Nabi belum
wafat. la mengatakan: "Bahwa Allah telah menjaga kalian
dengan kitabullah yang senantiasa dijadikan petunjuk oleh
Rasul-Nya, maka siapa saja di antara kalian yang
berpegang teguh denganya, Allah akan memberi petunjuk
kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan petunjuk
kepada Rasul-Nya dengan kitab tersebut. Bahwa Allah
telah benar-benar mengumpulkan urusan kalian kepada
orang-orang terbaik di antara kalian, yaitu sahabat
Rasulullah saw. yang menjadi orang kedua ketika berdua
bersama beliau di dalam gua. Maka, bangkit dan

berbai'atlah."

Kemudian orang-orang membai'at Abu Bakar semua.

Dengan begitu sempurna sudahlah bai'at tersebut.

Abu Bakar lalu berdiri dan menyampaikan khutbah
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kepada orang-orang yang hadir, dimana ini merupakan
pernyataan beliau yang pertama semenjak memegang

kekhilafahannya. Beliau berkata:

"Hai para manusia, aku telah diberi kepemimpinan
untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah orang-
orang terbaik di antara kalian. Jika aku melakukan
kebaikan, maka bantulah aku. Jika aku melakukan
kejelekan, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah
amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Orang
yang lemah menurut kalian, bagiku adalah kuat
hingga aku insya Allah akan berikan haknya. Dan
orang yang kuat menurut kalian, bagiku adalah
lemah hingga aku insya Allah akan mengambil hak
darinya. Tidak ada satu kaum pun yang tidak mau
berjihad di jalan Allah, kecuali Allah akan
menghancurkan mereka dengan kehinaan. Dan
kebobrokan tidak akan menyebar kepada suatu kaum,
kecuali pasti akan Allah timpakan bencana kepada
mereka semua. Maka, taatilah aku selagi aku masih
taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku berbuat
maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada
hak bagiku untuk kalian taati. Tegakkanlah shalat
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kalian, semoga kalian memperoleh rahmat dari
Allah."

Inilah sekilas proses pemilihan Abu Bakar untuk
menduduki jabatan Kkhilafah hingga kemudian beliau
dibai‘at. Apa yang diperselihkan oleh kaum Muhajirin dan
Anshar tentang masalah khalifah sebenarnya adalah
masalah penentuan kandidat khalifah dari orang luar (di
luar masing-masing sukunya). Karena itu, setelah Abu
Ubaidah dan Basyir Bin Sa'ad mengeluarkan pernyataan,
opini segera mengarah kepada kaum Muhajirin, dan
berikutnya lebih mengarah lagi kepada Abu Bakar sehingga
la dibai'at oleh orang yang hadir di Saqgifah, kecuali Sa'ad
bin Ubadah. Jadi pembai‘atan kepada Abu Bakar di Sagifah
ini merupakan bai'at pengangkatan (in'igad), sedangkan
bai'at yang dilakukan pada hari kedua adalah bai‘at untuk
menguatkan status kekhalifahannya (ta'kid) dan untuk

mentaati perintahnya (tha'at).

Cara yang telah ditempuh untuk mengangkat Abu
Bakar, nampak bahwa sekelompok kaum muslimin
penduduk Madinah Al Munawwarah --yang merupakan
pusat atau ibu kota negara Islam ketika itu-- berkumpul.

Kemudian  mereka saling  bermusyawarah, Ilalu
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dicalonkanlah beberapa orang untuk menduduki jabatan
kekhilafahan; dimana mereka membatasi kandidat tersebut
hanya pada Sa'ad Bin Ubadah, Abu Bakar, Umar Bin
Khattab, serta Abu Ubaidah Al Jarrah. Lalu suara yang ada
dimenangkan oleh Abu Bakar, hingga kemudian beliau
dibai'at.

2- Ketika khalifah merasa ajalnya telah dekat, maka
khalifah harus segera --baik karena inisiatifnya sendiri
ataupun karena diminta oleh orang lain-- melakukan
musyawarah dengan kaum muslimin, atau ahlul halli wal
aqdi, atau para pimpinan dan tokoh dari kalangan mereka,
untuk menentukan siapa yang mereka pandang layak
sebagai khalifah mereka. Setelah seorang khalifah
meninggal, maka kandidat tadi harus segera dibai'at oleh
kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Bai'at mereka
kepada khalifah tersebut adalah bai‘at untuk pengangkatan
kekhilafahan (in'igad) sehingga ia menjadi khalifah melalui
bai'at ini. Jadi, bukan karena penunjukan khalifah

sebelumnya kepada kandidat khalifah.

Kenyataan ini seperti yang pernah dilakukan Abu
Bakar ketika menunjuk Umar Bin Khattab. Ketika sakit

beliau semakin parah dan beliau mempunyai dugaan akan
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meninggal, maka beliau mengumpulkan orang lalu berkata:
"Bahwa hal itu (peristiwa Sagifah) telah terjadi pada
masaku, sebagaimana yang pernah kalian saksikan.
Sementara aku yakin kematian akan segera menjemputku.
Sedangkan Allah telah melepaskan janji-janji kalian
terhadap bai'atku, serta melepaskan akad kepadaku dari
kalian, kemudian Dia kembalikan urusan ini kepada kalian.
Maka, pilinlah pimpinan untuk memimpin kalian dari
orang yang paling kalian cintai. Sebab kalau kalian
mengangkat pimpinan ketika aku masih hidup, niscaya
tidak akan terjadi perpecahan di antara kalian
sepeninggalku, dan itu lebih baik." Hanya saja ketika
orang-orang belum sepakat tentang siapa yang akan
menggantikan Abu Bakar sehingga mereka mengembalikan
urusan tersebut kepada Abu Bakar seraya mereka berkata:
"Kami, wahai khalifah Rasulullah, setuju saja dengan
pendapatmu.” Lalu Abu Bakar berkata: "Bagaimana kalau

kalian tidak setuju." Mereka menjawab: "Tidak." Abu
Bakar kemudian berkata: "Apakah kalian benar-benar ridla
terhadap janji Allan?" Mereka menjawab: "Benar." Beliau
lalu berkata: "Berilah aku kesempatan, hingga aku
berpendapat benar-benar karena Allah, agama serta (atas

nama) hamba-hamba-Nya."
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Hal ini jelas merupakan penyerahan yang tegas dari
pihak kaum muslimin kepada Abu Bakar agar beliau
memilihkan kandidat Kkhalifah mereka. Dan seakan-akan
Abu Bakar bisa merasakan apa yang ada dalam benak para
sahabat senior. Beliau juga bisa merasakan bahwa masing-
masing di antara mereka ingin memimpin kekhilafahan
tersebut. Oleh karena itu, beliau mengambil janji atas

mereka.

Padahal sudah ada penyerahan seperti itu, namun Abu
Bakar tetap terus meminta masukan sahabat-sahabat senior.
Beliau meminta pendapat Abdurrahman Bin Auf, Utsman
Bin Affan, Sa'id Bin Zaid, Usaid Bin Hudhair, dan ini
beliau lakukan secara tertutup sehingga dalam benak beliau
hanya ada dua calon yaitu Umar Bin Khattab dan Ali Bin
Abi Thalib. Hanya saja setelah beliau mendapatkan
kepastian pendapatnya tentang Umar Bin Khattab, beliau
kemudian meminta pendapat orang-orang secara terbuka.
Yaitu ketika beliau sudah dikelilingi orang di rumahnya --
sedangkan Asma' Binti ‘'Umais, istri beliau terus
memapahnya-- beliau berkata kepada mereka sembari
mengatakan: "Apakah kalian ridla kepada orang yang akan
aku tunjuk (supaya menggantiku) untuk memimpin kalian?

Sebab demi Allah, aku telah mencurahkan segenap
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pikiranku dan aku juga tidak akan menunjuk pemimpin dari
sanak-kerabatku." Mereka kemudian menjawab: "Benar
(kami ridla)." Beliau melanjutkan sembari berkata: "Aku
telah menunjuk Umar Bin Khattab, maka dengar dan
taatilah perintahnya." Orang-orang lalu menjawab: "Kami
dengar dan kami taat." Kemudian ketika itu Abu Bakar
langsung mengangkat kedua tangannya ke langit seraya
berdo'a: "Ya Allah, dalam hal ini aku tidak menginginkan
yang lain selain kebaikan mereka, aku takut terjadi lagi
fitnah (seperti yang terjadi di Sagifah) di tengah-tengah
mereka. Maka, aku lakukan demi mereka sesuatu yang
engkau jelas lebih tahu. Bahkan aku telah mencurahkan
pikiranku untuk menyelesaikan masalah mereka, maka
kami tunjuk untuk menjadi pimpinan mereka adalah yang
terbaik di antara mereka, yang terkuat di antara mereka,
dan yang paling tamak terhadap kebenaran yang telah
ditunjukkan  kepada mereka." Orang-orang Kketika
mendengarkan do'a Dbeliau malah semakin bertambah

mantap terhadap tidakan yang telah diambil olehnya.

Setelah wafatnya Abu Bakar, maka Umar segera pergi
ke masjid dan orang-orang yang ada ketika itu menerima
pembai‘atannya secara penuh, dan tidak ada seorang pun

yang menolaknya termasuk Thalhah. Umar tetap berada di
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masjid mulai Shubuh hingga Dhuhur, sementara orang-
orang berjubel memadati masjid untuk membai'atnya. Pada
saat shalat Dhuhur --dimana di dalam masjid betul-betul
penuh sesak orang-- Umar naik mimbar setingkat demi
setingkat yang dulunya pernah dipergunakan juga oleh Abu
Bakar; beliau lalu membaca hamdalah, shalawat kepada
Nabi serta menyebut-nyebut Abu Bakar dan keutamaannya.
Lalu berkata: "Hai para manusia, aku hanyalah salah
seorang di antara kalian; kalau seandainya bukan karena
aku (takut dianggap) benci untuk mengikuti perintah
khalifah Rasulullah (Abu Bakar), niscaya aku tidak akan
menerima amanah untuk mengurusi urusan kalian."
Kemudian Umar mendongak ke atas seraya memandang ke
langit, lalu mulai berdo'a: "Ya Allah, aku ini kasar maka
lembutkanlah diriku, dan aku ini lemah maka kuatkanlah
diriku; Ya Allah, aku ini bakhil maka jadikanlah murah
hati." la lalu terdiam sejenak, kemudian berkata: "Bahwa
Allah telah menguji kalian dengan dijadikannya aku, dan
Dia juga telah menguji diriku terhadap kalian. Dia telah
menetapkan diriku di antara kalian setelah sahabat-
sahabatku. Demi Allah, tidak ada satu urusan pun yang
kalian miliki lalu disampaikan kepadaku kemudian

ditangani oleh orang lain selain aku; dan hal itu tidak akan
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pernah terlupakan olehku, karena sesungguhnya mereka
telah mengabaikan balasan (Allah) dan amanah-Nya. Jika
mereka berbuat baik, maka mereka akan aku perlakukan
dengan baik pula dan kalau mereka berbuat nista, maka
akan aku timpakan keburukan pada mereka." Lalu beliau
turun  kemudian  mengimami  orang-orang  untuk
melaksanakan shalat. Maka, bai‘at Umar Bin Khattab dari
kaum muslimin di dalam masjid ini merupakan bai'at
in'igad (pengangkatan) jabatan khilafah yang bai'at tersebut

sekaligus bai'at tha'at bagi mereka.

Sedangkan penunjukan Abu Bakar, tidak bisa dianggap
sebagai pencalonan beliau untuk menduduki jabatan
khilafah sekaligus pembatasan calon khilafah. Penunjukan
beliau tidak bisa dinilai sebagai pengangkatan khilafah
kepada Umar, karena dengan adanya penunjukan beliau itu,
belum menunjukkan ketaatan apapun kepada Umar. Karena
Umar belum menjadi khalifah, kecuali setelah adanya bai'at
yang diberikan kepadanya di masjid oleh orang-orang

tersebut telah sempurna.

Dengan mengikuti upaya-upaya pengangkatan khalifah
melalui cara seperti ini, dimana dengan cara tersebut Umar
telah sah menjadi khalifah kaum muslimin, maka nampak
jelas ada perbedaan dengan cara sebelumnya, yaitu pada
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saat pengangkatan Abu Bakar untuk menjadi khalifah

Rasulullah saw. bagi seluruh kaum muslimin.

3- Khalifah bisa menunjuk beberapa orang --baik karena
inisiatifnya sendiri ataupun karena permintaan orang lain--
yang layak untuk menduduki jabatan khilafah, ketika ia
dalam keadaan sakaratul maut. Agar mereka memilih
sendiri salah seorang di antara mereka untuk menjadi
khalifah kaum muslimin dengan cara memusyawarahkan
hal-hal yang sedang mereka hadapi, sepeninggal khalifah.
Dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk mereka,
yang tidak boleh lebih dari tiga hari. Setelah pemilihan
terhadap salah seorang di antara mereka sempurna, dengan
cara yang mereka sepakati, maka namanya kemudian
diumumkan kepada seluruh kaum muslimin, lalu
diambillah bai'at untuk khalifah tersebut dari mereka.
Sehingga orang tersebut praktis telah sah menjadi khalifah
kaum muslimin dengan adanya bai'at tersebut bukan karena

adanya pemilihan mereka kepada kandidat khalifah.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Umar Bin
Khattab ketika beliau ditikam, sehingga kondisi fisiknya
semakin parah, yang akhirnya dengan tikaman tersebut

beliau wafat. Beliau --sebelum wafat-- pernah didatangi
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oleh kaum muslimin, lalu mereka meminta beliau untuk
segera mencari pengganti. Beliau berkata: "Siapa yang
akan aku minta untuk mengganti?, kalau saja Abu Ubaidah
Al Jarrah masih hidup niscaya akan aku minta untuk
menggantikan aku. Sebab kalau Tuhanku bertanya
kepadaku, niscaya akan aku jawab: 'Aku mendengar Nabi-
Mu bersabda: 'Dia itu (Abu Ubaidah) adalah penjaga umat
ini." Dan kalau saja Salim Maula, Abi Hudzaifah, masih
hidup niscaya akan aku minta untuk menggantikan aku.
Sebab kalau seandainya aku ditanya oleh Tuhanku, niscaya
akan aku jawab: 'Aku mendengar Nabi-Mu bersabda:
'‘Bahwa Salim Maula adalah orang yang sangat cinta
kepada Allah."" Kemudian salah seorang kaum muslimin
berkata: "Tunjuk saja anakmu, Abdullah." Umar langsung
menjawab: "Semoga kau dibinasakan Allah. Demi Allah,
aku tidak menginginkannya. Celakalah kau! Bagaimana
aku akan menunjuk orang yang tidak sanggup mencerai
istrinya? Tidak, aku tidak ingin mewariskan urusan kalian
kepada keluargaku. Aku tidak mengharapkan pujian
dengan menyerahkan urusan ini kepada salah seorang
anggota keluargaku. Kalau baik, kita bisa merasakan dari
salah seorang di antara keluarga kami, dan kalau jelek

cukuplah salah seorang dari keluarga Umar yang dihisab
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karena urusan umat Muhammad ini. Sungguh aku telah
mencurahkan diriku, dan mengharamkan keluargaku. Jika
aku berhasil hingga akhir, dengan tanpa salah dan tanpa

pahala pun, aku sangat senang dan bahagia."

Kaum muslimin lalu pergi meninggalkannya sendirian
untuk memikirkan masalah tersebut. Lalu mereka
menjenguk beliau lagi. Mereka kembali bertanya kepada
beliau tentang pengganti khalifah karena khawatir terhadap
kemaslahatan kaum muslimin. Beliau lalu berkata kepada
mereka: "Kalian pilih saja mereka, orang-orang yang telah
mendapatkan ridla Rasulullah." Umar lalu menyebutkan
mereka: "Mereka itu merupakan ahli surga, yaitu Ali Bin
Abi Thalib, Utsman Bin Affan, Sa'ad Bin Abi Waqgas,
Abdurrahman Bin Auf, Zubeir Bin Awwam, Thalhah Bin
Ubaidillah. Dan mereka akan disertai Abdullah Bin Umar,
namun dia hanya berhak memberi suara saja, bukan hak
untuk mengurusi urusan apapun.” Beliau berpesan agar
mereka memilih khalifah, dan memberi batas waktu hingga
tiga hari. Setelah bicara panjang, beliau berkata kepada
mereka:  "Maka ketika aku telah  meninggal,
bermusyawarahlah kalian selama tiga hari. Dan selama
itu, urusan rakyat akan dipimpin oleh Suhaib. Jangan

sampai memasuki hari keempat kecuali kalian harus
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mempunyai pemimpin (salah seorang) di antara kalian."
Lalu Umar mengutus Abu Thalhah Al Anshari agar
menjaga orang-orang yang melakukan pertemuan tersebut,
dan mendorong mereka agar melaksanakan tugas tersebut.
Umar berkata kepada Abu Thalhah: "Hai Abu Thalhah,
Allah Azza Wajalla memberikan kemuliaan Islam kepada
kalian, maka pilihlah lima puluh orang dari kaum Anshar
dan perintahkan untuk mendorong mereka yang
bermusyawarah itu, agar mereka segera memilih satu
orang di antara mereka." Umar juga meminta Migdad Bin
Al Aswad agar memilih tempat pertemuan seraya berkata
kepadanya: "Kalau kau selesai mengebumikan aku di
pusaraku, maka kumpulkan mereka di suatu rumah hingga
mereka bisa memilih salah seorang di antara mereka."
Lalu beliau meminta Suhaib untuk mengawasi pertemuan
tersebut. Beliau berkata kepadanya: "Kamu awasi orang-
orang itu dalam (batas waktu) tiga hari. Jika telah lewat,
maka kamu masuki (pertemuan) Ali, Utsman, Zubeir, Sa'ad,
Abdurrahman dan Thalhah. Datangkanlah Abdullah Bin
Umar dan dia tidak punya hak apapun (kecuali untuk
memberi masukan). Tegakkanlah (urusan itu) di hadapan
mereka. Jika lima orang telah sepakat terhadap satu orang

lalu ada satu orang tidak sepakat, maka penggallah
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lehernya dengan pedang. Bila empat orang telah sepakat
terhadap satu orang, sedangkan ada dua orang yang tidak
setuju, maka bunuhlah kedua orang itu. Bila tiga orang
sepakat terhadap satu orang, sedangkan tiga yang lain
sepakat terhadap yang lain, maka serahkan kepada
Abdullah Bin Umar. Sebab mana di antara keduanya yang
telah diputuskan olehnya, harus kalian pilih. Kalau mereka
tidak menerima putusan Abdullah, maka serahkan kepada
salah seorang di antara mereka, yaitu Abdurrahman Bin
Auf. Dan bunuhlah yang (tidak setuju) lainnya, kalau
seandainya mereka tidak menerima terhadap apa yang

telah disepakati orang-orang itu." Lalu beliau meminta
agar mereka tidak membicarakan khilafah lagi hingga

beliau meninggal.

Setelah  Umar meninggal dan dikebumikan,
sekelompok orang yang telah beliau disebut-sebut tadi,
semuanya berkumpul selain Thalhah karena ia tidak datang.
Ada yang mengatakan pertemuan mereka di rumah Aisyah,
dan di antara mereka terdapat Abdullah Bin Umar. Mereka
memerintah Aba Thalhah agar menyiapkan penjagaan bagi
mereka. Ketika majelis telah mulai, Abdurrahman Bin Auf
berkata: "Siapa yang bersedia mengundurkan diri (menjadi

khalifah), dan bersedia menyerahkan urusannya untuk
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dipimpin yang terbaik di antara kalian?" Maksudnya, siapa
diantara kalian yang bersedia melepaskan haknya untuk
menduduki jabatan khilafah, dengan catatan mau dipimpin
oleh mereka yang masih punya hak. Lalu ia bersedia untuk
memilih di antara mereka siapapun yang ia kehendaki.
Setelah Abdurrahman berkata demikian, semuanya terdiam.
Dan tidak ada satu pun yang menjawab. Abdurrahman
kembali berkata: "Kalau begitu, aku saja yang
mengundurkan diri." Lalu Utsman berkata: "Akulah yang
pertama kali ridla, karena aku mendengar Rasulullah
bersabda: ‘(Engkau) adalah orang yang terpercaya di
muka bumi dan di langit." Maka Zubeir dan Sa'id pun ikut
berkata: "Kami juga telah ridla." Sedangkan Ali diam saja.
Lalu Abdurrahman bertanya: "Apa yang ingin kau katakan,
wahai Aba Hasan." Ali berkata: "Aku mohon berilah
kepercayaan kepadaku; aku mohon agar kau betul-betul
demi yang hag, dan jangan mengikuti kemauan hawa
nafsu; serta jangan mengkhususkan untuk sanak kerabat;
serta mengabaikan kepentingan umat." Abdurrahman lalu
menjawab: "Berikanlah kepercayaan kalian kepadaku,
agar kalian tetap bersamaku untuk memilih orang yang
lain; aku mohon kalian menerima apa yang telah aku

pilihkan untuk kalian. Bahkan telah menjadi kewajibanku
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agar aku terikat dengan janji Allah, untuk tidak
mengkhususkan kepada sanak kerabat, lebih-lebih
mengabaikan kepentingan kaum muslimin." Lalu beliau
mengambil janji dari mereka dan sebaliknya. Mulailah
beliau meminta pendapat dari mereka, satu persatu sembari
berkata kepada mereka masing-masing: "Kalau seandainya
urusan ini diserahkan kepada seseorang di antara mereka,
siapa kira-kira yang lebih berhak?" Ali berkata: "Utsman."
Utsman berkata: "Ali." dan Sa'ad berkata: "Utsman." Lalu

Zubeir berkata: "Utsman."

Kemudian beliau mulai menanyai penduduk Madinah,
serta bertanya kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-
laki maupun perempuan. Abdurranman Bin Auf ketika itu
tidak meninggalkan seorang laki-laki atau perempuan pun
kecuali beliau tanyai siapa di antara calon-calon itu yang
mereka pilih. Maka, di antara mereka ada yang menunjuk
Utsman, sedangkan yang lain Ali. Suara orang-orang yang
terkumpul ketika itu terfokus kepada Utsman dan Ali.
Sementara orang-orang Quraisy semuanya mendukung

Utsman.

Setelah  Abdurrahman selesai berkeliling untuk
mengumpulkan suara orang-orang tersebut, dan setelah
beliau mengetahui suara mereka, baik laki-laki maupun
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perempuan, maka beliau menyerukan mereka datang ke
masjid. Beliau lalu naik di atas mimbar dengan
menyandarkan pedang pada tubuh beliau, dan beliau
memberikan pengumuman di tempat yang biasanya
dipergunakan oleh Nabi saw. kemudian beliau diam
beberapa saat, baru bericara lagi: "Hai para manusia, aku
telah bertanya kepada kalian, baik secara tertutup maupun
terbuka tentang imam kalian. Dan aku tidak menemukan
suara kalian di luar salah seorang di antara kedua orang
ini, yaitu Ali dan Utsman." Beliau kemudian menoleh ke
arah Ali dan berkata: "Wahai Ali, berdiri dan mendekatlah
kepadaku." Ali kemudian berdiri dan berhenti di bawah
mimbar, lalu Abdurrahman Bin Auf meraih dan memegang
tangan Ali dan berkata: "Apakah kau mau aku bai'at
dengan kitaballah, sunnah Rasullah serta mengikuti
kebijakan Abu Bakar dan Umar?" Ali menjawab: "Ya
Allah, saya tidak bersedia. Namun saya akan mencurahkan
tenagaku dan ilmuku tentang hal itu." Maksudnya adalah
saya mau engkau bai‘at dengan Kkitaballah dan sunnah
Rasulullah dengan mencurahkan tenagaku dan berdasarkan
ilmuku tentang keduanya. Sedangkan aku tidak bersedia
terikat dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar, dan aku

akan mengambil ijtihadku. Kemudian Abdurrahman
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melepaskan tangannya dan memanggil Utsman: "Berdirilah
mendekatiku, wahai Utsman." Abdurrahman lalu meraih
tangan Utsman, dimana ia berdiri di tempat berdirinya Ali.
Abdurrahman berkata kepadanya: "Apakah engkau mau
aku bai'at dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta
melaksanakan kebijakan Abu Bakar dan Utsman?" Utsman
menjawab: "Ya Allah, aku bersedia." Abdurrahman lalu
mengangkat kepalanya menatap langit-langit masjid,
sementara tangan beliau masih menggenggam tangannya
Utsman. Beliau lalu berkata: "Ya Allah, dengar dan
saksikan. Ya Allah aku telah melimpahkan apa yang

menjadi tugasku ini ke pundak Utsman." Orang-orang
kemudian penuh sesak membai‘at Utsman hingga mereka
menutupinya, lalu Ali datang menyela orang-orang (yang
mengerumuni Ustman) hingga beliau membai‘at Utsman.

Dengan demikian selesailah pembai‘atan Utsman.

4- Setelah meninggalnya khalifah, sekelompok kaum
muslimin, atau ahlil halli wal agdi di antara mereka, atau
kelompok yang memiliki kekuatan, bisa mendatangi orang
yang layak untuk memegang jabatan khilafah, lalu
memintanya untuk memimpin kekhilafahan. Setelah
mendapatkan ridla mayoritas kaum muslimin dan ia pun
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bersedia diangkat menjadi khalifah, maka ia baru bisa
mengambil bai'at secara terbuka dari kaum muslimin.
Dengan bai'at secara terbuka itulah, kekhilafahannya baru
bisa secara sah terangkat, dan ketika itu ia wajib mendapat

bai'at tha'at (bai'at untuk mentaati perintahnya).

Apa yang dilakukan oleh orang yang meminta
seseorang yang akan memimpin kekhilafahan itu hanyalah
pencalonan untuk menjadi khalifah serta pembatasan
kandidat yang akan menduduki khilafah. Sedangkan,
jabatan khilafah belum bisa diangkat melalui permintaan
tersebut. Jadi, ia baru terangkat setelah adanya bai'at kaum

muslimin kepadanya.

Hal itu seperti yang pernah dialami oleh Ali Bin Abi
Thalib. Ketika khalifah Utsman Bin Affan dibunuh oleh
para pemberontak. Ketika itu Madinah mengalami
kevakuman, tanpa seorang khalifah, selama lima hari
setelah terbunuhnya Utsman. Yang menjadi amir selama
lima hari kala itu adalah salah seorang pemimpin para
pemberontak, yaitu Al Ghafigi Bin Harb. Lalu para
pemberontak itu meminta Ali untuk memimpin khilafah,
dan ketika itu beliau menghindar dari mereka. Lalu beliau
didatangi para sahabat Rasulullah saw. dan mereka
mengatakan: "Bahwa orang ini --yang mereka maksud
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adalah Utsman-- telah terbunuh. Sementara orang-orang
harus mempunyai imam. Dan saat ini kami tidak
menemukan seorang pun Yyang lebih berhak untuk
mengurusi urusan ini kecuali engkau. Bukan karena engkau
lebih dahulu (memeluk Islam) juga bukan karena engkau
lebih dekat dengan rasulullah saw." Ali menjawab:
"Jangan lakukan hal itu, sebab aku menjadi wazir
(pembantu khalifah Utsman) ini lebih baik ketimbang aku
menjadi amir." Mereka berkata lagi: "Tidak, demi Allah
kami tidak akan melakukan hal itu, kecuali setelah kami
membai‘atmu." Ali berkata: "Sebaiknya di masjid saja,
sebab bai'at kepadaku bukan dengan cara tertutup, juga
hanya dengan mendapatkan ridla kaum muslimin."
Abdullah Ibnu Abbas berkata: "Aku tidak setuju kalau itu
dilakukan di masjid, karena aku khawatir terjadi kerusuhan
di sana." Namun, Ali tidak menghiraukannya kecuali tetap
di masjid. Maka, ketika beliau masuk, orang-orang
Muhajirin dan Anshar berbondong-bondong masuk dan
membai'at beliau lalu orang-orang yang lain juga
membai‘atnya. Begitu pula mayoritas kaum muslimin yang
lain, sekalipun Bani Ummayah dan beberapa sahabat, ada

yang tidak setuju.
Dengan bai'at secara terbuka kepada Ali Bin Abi
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Thalib di masjid yang dilakukan oleh mayoritas shahabat
dan kaum muslimin itu, maka sahlah pengangkatan jabatan
kekhilafahan yang diberikan kepada Ali tersebut. Dengan

demikian, Ali wajib ditaati oleh seluruh kaum muslimin.

Mengikuti upaya-upaya yang dilakukan dengan cara-
cara ini, sehingga sempurnalah pengangkatan Ali Bin Abi
Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, maka nampak
adanya perbedaan dengan cara-cara yang dilakukan
sebelumnya, vyaitu cara-cara yang dipergunakan untuk

mengangkat tiga khulafaur rasyidin itu.

5- Ketika daulah khilafah sudah ada, kemudian di sana
terdapat majelis umat yang mewakili umat dalam
menyampaikan suara, dan mengoreksi para penguasa;
dimana para anggota dari kalangan kaum muslimin yang
ada di dalam majelis itu telah melakukan pembatasan
kandidat yang akan menduduki khilafah pada orang-orang
yang layak untuk menduduki jabatan tersebut serta
memenuhi syarat-syarat pengangkatan khilafah, maka
setelah selesai pembatasan kandidat oleh para anggota
majelis tersebut, nama-nama mereka diumumkan kepada
kaum muslimin. Lalu ditentukan hari pemilihannya agar

mereka memilih salah seorang di antara kandidat itu untuk
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menjadi seorang khalifah. Sementara pemilihan tersebut
bisa jadi dilakukan oleh umat atau anggota majelis umat
yang muslim saja, sesuai dengan ketentuan yang telah
diadopsi dalam UUD dan UU nagera khilafah yang ada.
Siapa yang memperoleh suara terbanyak, baik dari umat,
jika yang melakukan pemilihan adalah umat; atau dari suara
mayoritas majelis, jika yang melakukan pemilihan adalah
majelis, maka namanya kemudian diumumkan kepada
seluruh rakyat, bahwa dialah yang memperoleh suara
terbanyak. Kemudian ia dibai‘at oleh anggota majelis umat
yang muslim sebagai bai'at in'igad, lalu dibai‘at oleh kaum

muslimin secara umum dengan bai'at tha'at.

Lima cara inilah, dimana kelima cara ini bisa ditempuh
untuk mengangkat khalifah kaum muslimin, maka cara-cara
tersebut hanya dilakukan --setelah meninggalnya khalifah--
ketika kaum muslimin memiliki negara khilafah yang
semata-mata untuk menerapkan Islam. Namun apabila
kaum muslimin tidak memiliki negara khilafah, dan tidak
mempunyai seorang khalifah; dimana sistem-sistem kufur
dan hukum-hukumnya diterapkan kepada mereka --
sebagaimana kondisi kaum muslimin sekarang, sejak
diruntuhkannya khilafah pada tahun 1924-- maka kaum

muslimin, atau jama'ah kaum muslimin, atau para
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pemegang kekuatan dan power, di satu daerah atau lebih
yang didiami kaum muslimin, hendaknya mengambil
kepemimpinan daerah tersebut dan mereka harus
menumbangkan rezim yang berkuasa yang menerapkan
hukum-hukum dan sistem-sistem kufur, dalam rangka
untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta
mengembalikan pemerintahan dengan berdasarkan pada

hukum yang telah diturunkan oleh Allah.

Karena itu, orang yang memiliki kekuasaan boleh
mencalonkan salah seorang dari kaum muslimin yang layak
serta memiliki syarat-syarat pengangkatan khilafah untuk
memimpin pemerintahan dan kekuasaan. Mereka bisa
mengumpulkan ahlil halli wal aqdi di daerah itu atau lebih,
kemudian meminta mereka untuk membai'at orang yang
telah mereka calonkan tersebut untuk menjadi khalifah.
Maka, ahlil halli wal aqdi akan melakukan bai'at
kepadanya dengan ridla dan hak memilik berdasarkan
kitabullah dan sunah Rasulullah. Dengan begitu
terangkatlah khilafah, lalu kaum muslimin di daerah itu
membai‘atnya dengan bai'at secara umum, yaitu dengan
bai‘at tha'at dan ridla. Dengan demikian, seketika itu ia
harus menerapkan hukum Islam secara utuh, tanpa ditunda-

tunda.
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Akhirnya, dengan begitu negara Kkhilafah beserta
penerapan hukum-hukum dan sistem Islam akan kembali
eksis lagi. Maka, status pada daerah itu yang asalnya darul

kufur pun berubah menjadi darul Islam.

I. Penunjukan pengganti khalifah atau sistem putera

mahkota

Akad khilafah tidak akan terwujud secara sah pada
seseorang dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya
(istiknlaf), atau melalui sistem putera mahkota (‘ahd).
Sebab, kekhilafahan itu merupakan akad kaum muslimin
kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam
mewujudkan akad khilafah disyaratkan ada bai‘at dari kaum
muslimin dan penerimaan bai'at dari orang yang mereka
bai'at (kandidat Kkhalifah). Sementara dalam sistem
pengganti atau sistem putera mahkota tidak terjadi proses
tersebut, sehingga akad khilafah tidak sah. Dengan
demikian, penunjukan pengganti yang dilakukan oleh
seorang khalifah kepada kandidat khalifah tidak dapat
mewujudkan akad khilafah, karena dia tidak memiliki hak
untuk itu. Disamping karena jabatan khilafah adalah hak
kaum muslimin, bukan hak seorang khalifah. Kaum

muslimin bisa saja mewujudkan akad khilafah pada siapa
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pun yang mereka kendaki.

Oleh karena itu tindakan seorang khalifah dengan
menunjuk seorang pengganti atau mengangkat orang lain
menjadi putera mahkota tidak dibenarkan oleh syara'.
Sebab, hal itu berarti memberikan sesuatu yang tidak
dimilikinya, sedangkan memberikan sesuatu yang tidak
dimiliki itu menurut syara' hukumnya tidak boleh. Apabila
seorang khalifah menunjuk orang lain untuk menggantikan
dirinya, apakah anaknya, karib kerabatnya atau orang lain
yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengannya,
maka semuanya tetap tidak diperbolehkan. Akad khilafah
sama sekali tidak dapat diwujudkan kepada kandidat
khalifah tersebut, karena proses akad itu tidak berasal dari
pihak yang memiliki akad khilafah. Berarti akad tersebut
adalah akad fudluuli, yaitu akad yang dilakukan oleh orang

yang tidak berhak, dan tentu ini hukumnya tidak boleh.

Akan halnya riwayat yang mengatakan bahwa Abu
Bakar ra telah menunjuk Umar ra. sebagai penggantinya,
dan bahwa Umar telah menunjuk enam orang sebagai
pengganti dirinya, sementara para sahabat diam dan tidak
mengingkari hal tersebut --yang berarti ini menunjukkan
ijma'’ mereka-- maka sesungguhnya hal itu tidak bisa
dijadikan dalil tentang bolehnya menunjuk pengganti atau
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mengangkat putera mahkota. Karena sesungguhnya Abu
Bakar tidak menunjuk pengganti, melainkan hanya
meminta pendapat kaum muslimin tentang siapakah yang
pantas menjadi khalifah dan beliau pun mencalonkan Ali
dan Umar. Kemudian selama tiga bulan, selama Abu Bakar
masih hidup, ternyata kaum muslimin dengan suara
mayoritas memilih Umar. Maka setelah Abu Bakar
meninggal, kaum muslimin segera membai‘at Umar, dan
pada saat itulah terwujud akad khilafah kepada Umar.
Sedangkan sebelum pembai‘atan tersebut Umar belum
menjadi seorang khalifah; akad khilafah juga belum
terwujud pada dirinya, baik oleh pencalonan Abu Bakar,
maupun pada saat mayoritas kaum muslimin memilihnya.
Akad khilafah baru terwujud pada saat kaum muslimin

membai‘at Umar dan beliau menerimanya.

Sedangkan penunjukan Umar kepada enam orang
shahabat tidak lain hanyalah merupakan pencalonan
menurut pendapat beliau karena adanya permintaan kaum
muslimin. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengambil
pendapat dari kaum muslimin tentang siapakah yang
hendak mereka pilih. Sebagian besar kaum muslimin
ternyata memilih Ali dengan syarat bersedia terikat dengan

kebijakan yang selama ini dipegang oleh Abu Bakar dan
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Umar. Kalau tidak bersedia mereka akan memilih Ustman.
Tatkala Ali menolak untuk terikat dengan kebijakan yang
sudah dijalankan olen Abu Bakar dan Umar, maka
Abdurrahman segera membai‘at Utsman ra. yang segera
disusul oleh bai'at seluruh kaum muslimin. Jadi
terwujudnya akad khilafah pada diri Utsman adalah melalui
bai'at yang dilakukan kaum muslimin kepadanya, bukan
karena pencalonan yang dilakukan oleh Umar, juga bukan
karena pemilihan kaum muslimin. Seandainya Utsman
menerima begitu saja tanpa bai'at dari kaum muslimin akad

khilafah pun tidak terwujud dengan sah.

Atas dasar itu, pengangkatan seorang khalifah haruslah
melalui bai'at kaum muslimin. Seseorang tidak boleh
menjadi khalifah dengan jalan ditunjuk oleh khalifah
sebelumnya atau karena ia putera mahkota. Sebab, khilafah
adalah agad wilayah (akad tentang penyerahan kekuasaan),
yang tentunya dalam akad ini berlaku apa saja yang berlaku

pada akad-akad yang lain.

J. Sistem Putera Mahkota

Sistem putera mahkota merupakan sistem yang munkar
dalam padangan sistem Islam, serta amat bertentang dengan

sistem Islam. Karena kekuasaan menjadi milik umat, bukan
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milik khalifah. Kalau khalifah hanya merupakan wakil
umat untuk memegang kekuasaan sementara statusnya tetap
sebagai wakil, maka bagaimana mungkin khalifah bisa

menghadiahkan kekuasaannya kepada orang lain.

Karena itu, apa yang dilakukan olen Abu Bakar kepada
Umar bukan merupakan wilayatul ahdi, karena ia
melakukan pemilihan berdasarkan aspirasi dari umat

semasa hidupnya. Lalu Umar dibai'at setelah beliau wafat.

Disamping itu, Abu Bakar sebenarnya telah bertindak
hati-hati untuk menyelesaikan urusan tersebut sebagaimana
nampak dalam Kkhutbahnya. Beliau menggantungkan
pelaksanaan urusan tersebut dengan ridla kaum muslimin,
ketika beliau berkhutbah di hadapan mereka --setelah
menetapkan pendapatnya untuk menunjuk pengganti
beliau-- sembari berkata: "Apakah kalian menerima orang
yang telah aku tunjuk sebagai penggantiku (dalam
memimpin) kalian? Demi Allah, aku telah mengerahkan
segenap kemampuan, dan aku tidak akan menunjuk sanak
kerabat sebagai pemimpin." Atas dasar ini pula Umar Bin
Khattab menjadikan puteranya Abdullah bersama enam
orang calon khalifah; dimana keenam-enamnya memiliki
hak untuk memilih dan dipilih, sedangkan Abdullah hanya
memiliki hak suara dan tidak berhak dipilih, sehingga tidak
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ada yang menyerupai wilayatul ahdi (putera mahkota).
Berbeda dengan sistem putera mahkota yang telah
dilakukan oleh Mu'awiyah karena dalam prakteknya jelas

bertentangan dengan Islam.

Yang menyebabkan Mu'awiyah melakukan bid'ah yang

jelas munkar ini (wilayatul ahdi) adalah:

1- Mu'awiyah memahami, bahwa sistem kepemimpinan
negara Islam adalah sistem kerajaan, bukan sistem
khilafah. Lihat pernyataan dia ketika dia berkhutbah di
hadapan penduduk Kufah setelah terjadinya perdamaian.
Dia mengatakan: "Hai penduduk Kufah, apakah kalian
melihat aku memerangi kalian karena kalian
melaksanakan shalat, zakat dan hajji? Padahal jelas aku
tahu kalian senantiasa melaksanakan shalat, zakat dan
hajji. Tetapi aku akan membunuh kalian untuk menguasai
dan mengawasi kalian. Allah telah memberikan urusan
tersebut kepadaku, sedangkan kalian tidak suka. Ingat,
bahwa setiap harta dan darah yang dikorbankan untuk
menebus fithah ini adalah sia-sia belaka. Dan setiap
syarat yang telah aku syaratkan (bila kalian penuhi) bisa
mengangkat kedua telapak kakiku ini (untuk tidak
membunuh dan mengawasi kalian)."Jelas, perhatikan saja
apa yang telah dia katakan semuanya, maka nampak jelas
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bahwa dia telah memproklamirkan dirinya menyimpang
dari Islam. Yaitu ketika dia mengumumkan perang kepada
rakyat agar bisa menguasai dan mengawasi mereka.
Disamping ia telah melampaui batas hingga terlalu dan
sedemikian parah; dimana dia menyatakan kepada rakyat,
bahwa setiap syarat yang dia syaratkan, akan bisa
mengangkat kedua telapak kakinya (hengkang untuk tidak
membunuh dan mengawasi mereka). Padahal Allah

berfirman:

"Dan tunaikanlah janji itu, sesungguhnya janji itu
pasti akan ditanyakan (dimintai

pertanggungjawaban).” (Q.S. Al Isra": 34)

Lihat saja, dia mengatakan hal seperti itu, berarti jelas telah
memproklamirkan dirinya tidak terikat dengan Islam.
Bahkan cara penunjukannya terhadap Yazid pun
menunjukkan bahwa dia jelas-jelas sengaja menyimpang
dari ajaran Islam, dengan cara mewariskan kekuasaan
sebagaimana yang telah dia fahami. Karena ia telah
mengambil suara semua orang, namun tidak disepakati oleh
seorang pun, akhirnya dia mempergunakan uang. Dan itu

pun masih tidak ada yang menggubrisnya kecuali orang
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yang tidak punya kedudukan di tengah masyarakat, atau
orang-orang yang tidak diperhitungkan di kalangan kaum

muslimin. Dan pada akhirnya dia mempergunakan pedang.

Para ahli sejarah banyak menceritakan, bahwa ketika
kekuasaan Mu'awiyah telah lemah maka saat pengambilan
bai'at untuk Yazid di Hijaz, Mu'awiyah pergi sendiri ke
sana dengan membawa uang dan tentara. Dia juga
mengundang para pemuka kaum muslimin sambil berkata
kepada mereka: "Kalian sudah tahu, bagaimana sepak
terjangku (dalam memimpin) kalian termasuk bagaimana
aku menyambung kekerabatan terhadap kalian. Yazid
adalah saudara kalian, dan anak paman kalian. Aku
berharap kalian maju (untuk membai'at) Yazid atas nama
khilafah. Sementara kalian justru menjauhi dan berpaling,
padahal kalian akan dipimpin, dan diberi uang lalu kalian
bisa membaginya.” Pernyataan itu kemudian dijawab oleh
Abdullah Bin Zubeir, dengan memberikan alternatif
kepadanya agar dia menempuh cara sebagaimana yang
pernah ditempuh oleh Rasulullah saw. ketika beliau tidak
menunjuk seorang pun untuk menggantikan beliau, atau
seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, ataupun Umar.
Namun, Mu'awiyah justru marah. Lalu dia menanyakan

kepada yang lain (dengan maksud menjustifikasi
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kemauannya), dan mereka malah mendukung apa yang
dikatakan oleh Abdullah Bin Zubeir. Kemudian dia
mengancam: "Aku akan mema'afkan orang yang sadar. Aku
berdiri sesungguhnya untuk bicara, karena itu aku
bersumpah kepada Allah, kalau ada salah seorang di
antara kalian menolak perintahku ini dengan kata-kata,
maka jangan harap orang itu bisa mengulang kata-katanya
yang lain karena pedangku ini lebih dulu memenggal
lehernya. Maka, hendaknya tidak ada yang berfikir untuk
menyelematkan yang lain selain untuk menyelamatkan

dirinya sendiri."

Mu'awiyah lalu memerintahkan kepada pengawalnya
untuk menghunuskan pedang di atas leher masing-masing
tokoh masyarakat Hijaz itu, serta leher masing-masing
pembangkang. Mereka itu, masing-masing dijaga dua orang
pengawal. Dan Mu'awiyah memerintahkan tiap dua
pengawalnya agar membunuh orang yang menolak kata-
katanya dengan pedang mereka, baik yang membenarkan
(kata-kata Abdullah BIn Zubeir) maupun yang menolak
(perintah) Mu'awiyah.

Dia kemudian naik di atas mimbar dan berkata:
"Mereka ini adalah para pemuka dan orang-orang yang
terbaik di antara kaum muslimin, dimana urusan apapun
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tidak akan diserahkan kepada yang lain, dan tidak akan
diputuskan melainkan berdasarkan pertimbangan mereka.
Mereka kini telah ridla dan membai‘at (Yazid), maka

berbai'atlah kalian atas nama Allah."

Inilah asas yang dijadikan alasan Mu'awiyah untuk
menegakkan sistem putera mahkota. Yaitu asas Yyang
memproklamirkan dirinya terlepas dari aturan Islam. Umar
radliallahu ‘'anhu pernah berkata: "Siapa saja yang
menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang karena
alasan sanak-kerabat, atau sahabatnya, padahal dia tahu
bahwa di antara kaum muslimin ada yang lebih baik
ketimbang dia, maka Allah, dan Rasul-Nya benar-benar
telah menjadikan seluruh kaum muslimin terhina."2-
Mu'awiyah telah memperalat nash-nash syara’ lalu
mena'wilkan-nya (menginterpretasikan nash) sesuai dengan
kepentingannya. Islam telah memberikan hak pemilihan
khalifah kepada umat, dimana hal itu telah dilakukan oleh
Rasulullah saw. Bahkan beliau memberikan kebebasan
kepada kuam muslimin memilih orang yang lebih layak
untuk memimpin urusan mereka. Namun, Mu'awiyah justru
terpengaruh (untuk melakukan pengangkatan penggantinya)
dengan mempergunakan sistem yang sedang berkuasa

ketika itu, yaitu sistem yang ada di kedua negara,
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Bizantium dan Sasaniyah. Dimana di kedua negara itu
pemerintahannya mempergunakan sistem waris. Karena itu,
Mu'awiyah menjadikan Yazid sebagai putera mahkotanya,
lalu disiasati dengan mengambil bai'at untuk Yazid semasa

hidupnya.

3- Metode ijtihad Mu'awiyah dalam masalah politik
dibangun di atas asas manfaat. Karena itu dia menjadikan
hukum-hukum syara’ mengikuti problem yang ada, bukan
hukum-hukum tersebut dipergunakan untuk memecahkan
masalah-masalah yang ada. Maka Mu'awiyah mena'‘wilkan
hukum-hukum agar sesuai dengan problem-problem
tersebut. Padahal semestinya, dia harus mengikuti metode
ijtihad yang Islami dengan cara menjadikan asasnya adalah
kitabullah dan sunah Nabi-Nya, bukan berdasarkan
kemanfaatan materi. Dan semestinya menjadikan hukum-
hukum Islam sebagai penyelesai masalah-masalah pada
zamannya, bukan mengambil masalah-masalah pada
zamannya untuk memahami hukum Islam, sehingga akan
terjadi perubahan, penggantian bahkan pemutar-balikan

terhadap fakta hukum-hukum Islam itu.

K. Masa Jabatan Khalifah
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Khalifah tidak mempunyai batasan masa jabatan
dengan standar waktu tertentu. Karena itu, selama khalifah
masih  tetap menjaga pelaksanaan hukum syara',
menerapkan hukum-hukum itu serta mampu melaksanakan
urusan-urusan negara dan tanggungjawab kekhilafahannya,
maka dia tetap sah menjadi khalifah. Hal itu, karena nash
bai'at yang ada di dalam seluruh hadits berbentuk mutlak,
bahkan tidak ada batasan masa jabatan tertentu. Dan
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik

dari Nabi saw. bersabda:

"Dengar dan ta'atilah (pemimpin kalian), sekalipun
yang memimpin kalian adalah budak yang hitam
legam, bahkan kepalanya seperti (keluar) bisul-
bisulnya sekalipun; selama dia masih menegakkan
hukum-hukum Allah."

Dalam riwayat lain terdapat ungkapan:

"(Selama) dia masih memimpin kalian dengan
kitabullah."
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Disamping itu, para khulafaur rasyidin telah dibai‘at dengan
bai'at masing-masing secara mutlak, sebagaimana bai'at
yang terdapat di dalam banyak hadits. Mereka tidak ada
yang dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Maka, mereka
masing-masing memimpin khilafah sejak dibai'at hingga
meninggal. Hal itu telah menjadi Ijma' Sahabat, dimana
khilafah tidak mengenal masa jabatan tertentu bahkan masa
jabatannya adalah mutlak. Jadi, apabila dia telah dibai'at,

maka dia tetap menjadi khalifah sampai meninggal.

Hanya saja apabila di dalam diri khalifah nampak ada
sesuatu yang menjadikannya dipecat, atau bahkan
mengharuskan pemecatannya maka masa jabatannya
sampai di situ, kemudian setelah itu dia dipecat. Namun ini
bukan berarti membatasi masa jabatan kekhilafahannya,
melainkan itu hanya merupakan kondisi yang merusak
syarat-syarat jabatan kekhilafahannya. Karena bentuk
ungkapan bai'at yang telah ditetapkan dengan nash syara’
serta ijma' sahabat telah menjadikan bai'at tidak terbatas
dengan masa jabatan tertentu, namun dibatasi dengan
pelaksanaan terhadap sesuatu yang menjadikannya dibai'at,
yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maksudnya, adalah
selama masih melaksanakan keduanya serta

mempraktekkan hukum-hukumnya. Bila ia tidak lagi
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menjaga sSyara' atau tidak menerapkannya, maka wajib

dipecat.

L. Batas waktu pengangkatan khalifah

Batas waktu yang diberikan kepada kaum muslimin
untuk mengangkat seorang khalifah adalah dua malam.
Seorang muslim tidak diperbolenkan melewati dua malam

tanpa ada bai'at di pundaknya.

Penetapan batas dua malam dapat dimengerti dari fakta
bahwa mengangkat khalifah hukumnya adalah fardlu
semenjak  khalifah  sebelumnya  meninggal atau
diberhentikan. Namun, kaum muslimin boleh menunda
pengangkatan itu sambil tetap berusaha melaksanakannya
selama dua malam. Jika lebih dari dua malam kaum
muslimin  belum juga berhasil mengangkat seorang
khalifah, maka status perbuatan mereka perlu
dipertimbangkan; apabila kaum muslimin masih sibuk
berusaha mengangkat seorang khalifah, dan ternyata
mereka belum dapat menyelesaikan kewajiban tersebut
dalam waktu dua malam oleh karena terjadi hal-hal yang
memaksa yang tidak dapat diatasi oleh mereka, maka
gugurlah dosa atas mereka. Sebab, mereka telah berusaha

melaksanakan kewajiban, sementara penundaan yang
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terjadi dikarenakan adanya suatu keterpaksaan. Rasulullah

saw. bersabda:

"Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan,

lupa, dan keterpaksaan atas mereka".

Namun apabila kaum muslimin berdiam diri, tidak turut
berusaha mengangkat seorang Kkhalifah, maka mereka
semua akan berdosa sampai pengangkatan khalifah berhasil
dilaksanakan. Sebab, sejak pada saat itu kewajiban tersebut
baru gugur atas diri mereka. Tetapi dosa yang mereka pikul
selama berdiam diri dan tidak berusaha mengangkat
seorang khalifah, tidak gugur atas diri mereka. Mereka
tetap akan dihisab oleh Allah SWT. atas perbuatan maksiat
yang dilakukan seorang muslim karena meninggalkan suatu

kewajiban.

Dalil yang menunjukkan batas waktu dua malam
sebagai masa tenggang bagi kaum muslimin untuk
mengangkat khalifah adalah ijma’ sahabat. Para sahabat
Nabi mulai mengadakan pertemuan di Sagifah Bani Sa'adah
begitu mereka mendengar berita wafatnya Rasulullah saw.

guna membahas pengangkatan khalifah pengganti beliau.
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Akan tetapi pada hari itu timbul perdebatan antar para
sahabat di tempat mereka berkumpul. Kemudian pada hari
kedua mereka mengumpulkan orang-orang di masjid
Nabawi untuk melaksanakan bai'at. Semua itu memakan

waktu dua malam tiga hari.

Demikian pula yang dilakukan oleh khalifah Umar Bin
Khattab ketika beliau merasa ajalnya hampir tiba karena
tikaman pisau, beliau ra. menunjuk ahlus syura dan
memberi batas waktu kepada mereka tiga hari. Kemudian
beliau berwasiat apabila dalam jangka waktu tiga hari tidak
tercapai kesepatakan untuk mengangkat khalifah, maka
hendaknya orang yang tidak ikut sepakat dibunuh setelah
hari ketiga. Dan beliau menugaskan lima puluh orang untuk
melaksanakannya. Padahal mereka adalah ahlus syura dan
pemuka para sahabat. Semuanya ini terjadi di hadapan para
sahabat, diketahui dan didengar oleh mereka namun tidak
seorang pun menyangkal hal itu. Dengan demikian terdapat
ijma’ sahabat bahwa kaum muslimin tidak boleh mengalami
masa vakum dari khalifah lebih dari dua malam tiga hari.
Dan ijma’' sahabat merupakan dalil syara' sebagaimana Al

Qur'an dan As Sunnah.

M. Kesatuan Khilafah
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Kaum muslimin di seluruh dunia wajib memiliki hanya
satu negara. Mereka juga harus memiliki hanya satu orang
khalifah, tidak lebih. Bahkan secara syar'i hukumnya haram
bagi kaum muslimin di seluruh dunia memiliki lebih dari
satu negara dan satu khalifah. Sebagaimana wajib
hukumnya menjadikan sistem pemerintahan di dalam
negara khilafah adalah sistem kesatuan (unitary state), dan
mengharamkan adanya sistem yang berbentuk perserikatan

(federasi).

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, bahwa Abdullah Bin Amru Bin Ash yang berkata

bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu
memberikan uluran dan buah hatinya (untuk menta'ati
perintahnya), maka hendaknya ia menta'ati imam tersebut
selagi masih mampu, dan jika ada orang lain yang hendak
mengambil alih kekuasaan darinya, maka penggallah leher

orang itu."

Juga berdasarkan hadits riwayat Arfajah yang berkata: Aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda:
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"Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian --
sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang
(khalifah)-- kemudian dia hendak memecah-belah

kesatuan jama'ah kalian, maka bunuhlah dia."

Juga riwayat yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al Khudri

dari Rasulullah saw. yang bersabda:

"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang

terakhir dari keduanya."

Termasuk riwayat yang disampaikan oleh Abi Hazim yang
berkata: "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama
lima tahun. Suatu saat aku pernah mendengarnya
menyampaikan sebuah hadits dari Nabi saw. yang

bersabda:

"Dahulu bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap
kali seorang nabi meninggal, segera digantikan oleh nabi

yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi
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sesudahku, (tetapi) nanti akan muncul banyak khalifah."
Para sahabat bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan
kepada kami?" Beliau menjawab: "Tetapilah bai'at yang
pertama dan yang pertama itu saja, serta berikanlah
kepada mereka hak-haknya, karena Allah nanti akan
menuntut pertanggung-jawaban mereka tentang apa yang

Allah kuasakan kepada mereka."

Hadits yang pertama menjelaskan, bahwa Kketika
memberikan kepemimpinan, atau khilafah kepada satu
orang maka hukum menta'tinya adalah wajib. Bila ada
orang lain ingin merebut kekhilafahan, maka memerangi
dan hukum membunuhnya adalah wajib, kalau dia masih

tetap belum kembali.

Hadits kedua menjelaskan, bahwa ketika kaum
muslimin memiliki satu jama'ah, di bawah pemerintahan
seorang khalifah, lalu ada orang lain datang ingin memecah
persatuan kaum muslimin, serta memecah jama'ah mereka,
maka hukum membunuhnya adalah wajib. Kedua hadits di
atas menjelaskan makna kinayah (kiasan) terhadap larangan
membelah dan membagi-bagi negara, serta mendorong agar
tidak mentolelir terhadap upaya pembagian negara,

termasuk upaya melepaskan diri darinya sekalipun dengan
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kekuatan senjata.

Hadits ketiga menjelaskan, bahwa ketika negara tidak
memiliki Kkhalifah --baik karena meninggalnya khalifah,
dicopot maupun tercopot-- lalu dibai'at dua orang untuk
menduduki kekhilafahan, maka yang paling akhir di antara
kedua orang tersebut wajib dibunuh, lebih-lebih kalau
diberikan lebih kepada dua orang. Ini juga merupakan
kinayah terhadap larangan adanya pembagian wilayah
negara, yang juga berarti mengharamkan negara menjadi
bernegara-negara, bahkan mewajibkan tetap hanya satu

negara.

Sedangkan hadits keempat menunjukkan bahwa nanti
akan banyak khalifah setelah Rasulullah saw. Para sahabat
bertanya kepada beliau apa yang beliau perintahkan kepada
mereka, ketika banyak khalifah. Beliau memberikan
jawaban kepada mereka bahwa mereka wajib menetapi
khalifah yang dibai'at pertama kali, karena dialah khalifah
yang sah menurut syara'. Dan dia jualah yang wajib dita'ti,
sementara yang lain tidak. Sebab bai'at mereka statusnya
adalah batal dan tidak sah secara syar'i. Jadi, tidak
diperbolenkan untuk membai'at khalifah yang lain,
sementara kaum muslimin telah memiliki khalifah. Hadits
ini juga menunjukkan kewajiban ta'at hanya kepada satu

202



khalifah. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi kaum

muslimin untuk memiliki lebih dari seorang khalifah serta

lebih dari satu negara.

N. Wewenang Khalifah

Khalifah adalah daulah (negara), maka dia memiliki

semua wewenang yang menjadi milik negara. Dan dia

memiliki wewenang sebagai berikut:

1-

Dialah yang telah menjadikan hukum-hukum syara'
ketika dia adopsi --dalam UUD dan UU yang lainnya--
wajib dilaksanakan. Sehingga ketika itu, semua
perundang-undangan wajib dita'ati dan tidak boleh

menyimpang dari sana.

Dialah yang bertanggungjawab terhadap politik dalam
dan luar negeri sekaligus. Termasuk dialah yang
memimpin kepemimpinan pasukan. Dia juga yang
memiliki hak untuk mengumumkan perang, damai,
gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang

lainnya.

3- Dia yang berhak menerima dan menolak duta-duta asing,

4-

serta menentukan dan memberhentikan duta-duta Islam.

Dia juga yang berhak mengangkat para mu'awin, wali
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dan mereka semua bertanggungjawab di hadapan
khalifah,  sebagaimana  mereka semua  harus

bertanggungjawab di depan majelis umat.

Dialah yang mengangkat dan memberhentikan ketua
gadli, dirjen deparetemen-departemen, panglima perang,
panglima perang serta para komandan yang membawa
bendera-benderanya. Mereka semuanya
bertanggungjawab di hadapan khalifah, dan tidak perlu

bertanggungjawab di hadapan majelis umat.

6- Dia juga yang berhak mengadopsi hukum-hukum syara’,

dimana dengan berpegang pada hukum-hukum tersebut
disusunlah anggaran pendapat negara. Dia juga yang
berhak menentukan rincian anggaran tersebut, beserta
pengeluaran yang diperlukan untuk masing-masing
bagian. Baik semuanya tadi berkaitan dengan

pemasukan maupun pengeluaran.

Dalil-dalil tentang wewenang-wewenang di atas adalah

fakta khilafah itu sendiri, dari segi bahwa khilafah tersebut

merupakan kepemimpinan umum (universal) bagi seluruh

kaum muslimin seluruh dunia, untuk menegakkan hukum-

hukum syara’, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh

dunia, itulah yang menjadi dalilnya.
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Hanya saja kata daulah adalah kata yang merupakan
istilah, karena itu maknanya akan berbeda-beda mengikuti
perbedaan pandangan hidup pada suatu bangsa. Orang
Barat misalnya, menggunakan istilah daulah (negara)
dengan pengertian kumpulan tanah, penduduk serta
penguasa. Karena menurut mereka, negara didirikan untuk
menjaga batas-batas teritorial, yang mereka sebut dengan
tanah air. Dan kedaulatan, menurut mereka, adalah di
tangan rakyat. Sedangkan kekuasaan dan pemerintahan,
menurut mereka, adalah kolektif, bukan personal. Karena
itu, negara menurut konsep Barat, berarti kumpulan apa
yang mereka sebut dengan tanah air, serta orang-orang,
yang mereka sebut dengan rakyat, dan orang yang secara
langsung mengurusi pemerintahan, yaitu penguasa. Karena
itu di sana terdapat kepala negara atau kepala pemerintahan,
rakyat, negara, kepala lembaga eksekutif yaitu presiden

atau perdana mentri, yang merupakan kepala pemerintahan.

Sedangkan di dalam Islam, tidak pernah ada batas-batas
teritorial secara permanen. Karena hukum mengemban
dakwah ke seluruh dunia adalah wajib, sehingga batas-batas
teritorial tersebut akan berubah dengan berubahnya
kekuasaan Islam pada negara-negara lain. Di dalam Islam,

kata wathan maknanya hanyalah suatu tempat yang
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dijadikan tempat menetap oleh seseorang secara permanen,
misalnya rumah dan negerinya, dan tidak pernah secara
mutlak difahami lebih dari itu. Kedaulatan hanya di tangan
syara’, bukan di tangan umat. Karena itu, para penguasa
menjalankan kekuasaannya berdasarkan kehendak syara'.
Begitu pula umat dikendalikan berdasarkan kehendak
syara'. Pemerintahan (kekuasaan) di dalam Islam hanya

bersifat personal bukan kolektif. Nabi saw. bersabda:

"Apabila kalian bertiga di dalam suatu perjalanan, maka

kalian harus dipimpin oleh salah seorang di antara kalian."

Sabda beliau yang lain:

"Apabila tiga orang keluar dalam suatu perjalanan,
maka hendaknya dipimpin oleh salah seorang di

antara mereka."

Sabda beliau yang lain:
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"Apabila telah dibai'at dua orang khalifah, maka

bunuhlah yang terakhir di antara keduanya."

Dari sini, pengertian negara di dalam pandangan Islam jelas
berbeda dengan pandangan sistem-sistem yang lainnya.
Negara dalam pandangan Islam pengertiannya hanya
terbatas dalam hal kekuasaan. Jadi, wewenangnya
merupakan wewenang penguasa, dengan demikian maka
yang memimpin kekuasaan tersebut adalah khalifah.

Karena itu, khalifah adalah daulah (negara).

Hanya saja ketika Rasulullah saw. mendirikan negara
Islam di Madinah, maka beliaulah yang memimpin
kekuasaan yang ada, sehingga semua kekuasaan di tangan
beliau. Karena itu, semua wewenang yang berhubungan
dengan kekuasaan di tangan Dbeliau, dan begitulah
keberadaan beliau sepanjang hayatnya hingga beliau

dipanggil menghadap ke hadirat Allah.

Sepeninggal beliau, ada khulafaur rasyidin yang
masing-masing memegang semua kekuasaan dan memiliki
semua wewenang Yyang berhubungan dengan kekuasaan

tersebut. Ini juga menjadi dalil, bahwa khalifah itu adalah
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daulah (negara). Disamping itu, ketika Rasulullah saw.
memberikan peringatan agar tidak keluar dari keta'atan
kepada amir, beliau menyebutnya dengan sebutan keluar

dari sulthan. Beliau bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya,
hendaklah ia bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar dari
sulthan barang sejengkal kemudian mati, maka matinya

(seperti) mati jahiliyah."

Khilafah merupakan kepemimpinan kaum muslimin,
dimana khalifah adalah sulthan (penguasa) yang memiliki
selurun wewenang sulthan atau negara. Inilah dalil secara
global tentang wewenang-wewenang tersebut. Sedangkan
berbagai macam wewenang yang dimiliki oleh khalifah
sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah fakta-
fakta wewenang yang berbeda-beda yang ada di dalam
negara, sebagai penjelasan hukum-hukum yang lebih detail

tentang wewenang-wewenang global tersebut.

Dalil-dalil yang detail tentang keenam point di atas
adalah, bahwa point (1) dalilnya berupa ijma' sahabat. Hal

itu dikarenakan, bahwa kata ganun (undang-undang)
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merupakan kata yang menjadi istilah sedangkan maksudnya
adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa agar
dilaksanakan oleh semua orang. Undang-undang telah
didefinikan dengan kumpulan kaidah yang
dipergunakan oleh para penguasa untuk memaksa
semua orang supaya mereka mengikutinya dalam
semua bentuk interaksi mereka. Maksudnya, kalau
penguasa memerintahkan hukum-hukum tertentu maka
hukum-hukum tersebut telah menjadi undang-undang, yang
mengikat semua orang. Kalau penguasa tidak
memerintahkannya, berarti bukan merupakan undang-
undang. Sehingga semua orang tidak harus susah-susah
untuk terikat dengan sesuatu yang tidak diperintahkan.
Kaum muslimin wajib melaksanakan semua hukum syara',
karena itu mereka wajib mengikuti semua bentuk perintah
dan larangan Allah, bukan kepada perintah dan larangan
penguasa. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah hukum-

hukum syara' bukan perintah-perintah penguasa.

Hanya saja dalam menentukan hukum-hukum syara' ini
memang banyak sahabat yang berbeda pendapat. Sebagian
ada yang memahami suatu masalah berdasarkan nash syara'
yang berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh

sebagian yang lain. Sehingga masing-masing melaksanakan
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hukum syara' sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri,
dimana pemahaman terhadap hukum tersebut juga
merupakan hukum Allah, khususnya bagi orang yang
bersangkutan. Namun ada hukum syara’ yang
mengharuskan bahwa pelayanan urusan-urusan umat harus
dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dengan berdasarkan
satu pendapat. Sehingga masing-masing tidak akan
melaksanakan urusan tersebut dengan ijtihadnya sendiri-

sendiri.

Fakta tersebut secara nyata telah terjadi. Abu Bakar
pernah berpendapat untuk membagi harta rampasan perang
dengan pembagian secara sama dan merata, karena hak
mereka semuanya sama. Sedangkan Umar tidak setuju
kalau harta tersebut dibagikan dengan bagian yang sama
antara orang yang telah lama berperang bersama Rasulullah
dengan yang baru ikut berperang, serta dibagi rata antara
yang kaya dengan yang miskin. Namun, karena Abu Bakar
adalah khalifah sehingga beliau bisa memerintah
melaksanakan aturan sesuai dengan pendapatnya, Yyaitu
menetapkan pembagian harta rampasan tersebut dengan
cara merata. Lalu kaum muslimin pun mengikutinya,
demikian pula para gadli serta wali semuanya mengikuti

keputusan tersebut. Sementara itu, Umar hanya diam dan
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tunduk kepada pendapat Abu Bakar. Umar pun pada

akhirnya melaksanakan pendapat Abu Bakar.

Namun, ketika Umar menjadi khalifah, beliau
mengadopsi pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar,
yaitu beliau memerintahkan agar membagi harta rampasan
dengan memakai pendapat beliau, dengan cara melebihkan
(antara yang senior dengan yunior; antara yang miskin
dengan yang kaya) serta dibagikan sesuai dengan tingkat
kebutuhannya. Keputusan itu pun diikuti oleh kaum
muslimin, demikian pula para wali dan qadli
menetapkannya. Sehingga menjadi ijma' sahabat bahwa
imam memiliki hak untuk mengadopsi (tabanni) hukum-
hukum tertentu, serta memerintahkan agar
melaksanakannya, lalu kaum muslimin wajib menta‘atinya
sekalipun berbeda dengan ijtihad mereka. Bahkan mereka
akan meninggalkan pendapat dan ijtihad mereka. Maka,
jadilah hukum-hukum yang telah diadopsi tersebut sebagai
undang-undang. Karena itu, yang berhak membuat undang-
undang adalah khalifah semata, sedangkan yang lain secara
mutlak tidak boleh.

Sedangkan dalil tentang point (2) adalah perbuatan
(af'al) Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. sendirilah
yang telah mengangkat para wali dan gadli serta beliaulah
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yang mengoreksi tindakan mereka. Beliau juga yang telah
mengontrol jual beli, mencegah terjadinya penipuan. Beliau
juga yang secara langsung membagi-bagikan harta kepada
rakyat. Beliau juga yang secara langsung membantu
mengusahakan pekerjaan orang vyang tidak punya
pekerjaan. Beliau juga yang telah melakukan pelayanan
terhadap urusan-urusan umat di dalam negeri. Beliau
sendiri yang menyerukan kepada para raja, termasuk beliau
sendiri yang menemui para utusan serta menerima delegasi
mereka. Juga beliau sendiri yang mengurusi urusan-urusan
luar negeri. Bahkan beliau juga yang secara langsung
memimpin pasukan, sehingga kadang-kadang beliau
sendirilah yang langsung menjadi panglima perang di
beberapa medan perang. Dan dalam mengutus detasmen,
beliaulah yang langsung mengutusnya serta beliau yang
mengangkat komandannya. Sehingga ketika beliau
menentukan Usamah Bin Zaid sebagai komandan detasmen
untuk dikirim ke Syam, banyak sahabat yang tidak setuju,
karena dianggap terlalu muda. Namun, Rasulullah tetap
memaksa mereka untuk menerima kepemimpinan Usamah.
Inilah hal-hal yang menunjukkan, bahwa khalifahlah
panglima tentara secara riil, bukan hanya panglima tertinggi

semata.
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Disamping itu, Rasulullahlah yang mengumumkan
perang kepada orang-orang Quraisy. Beliau juga yang
mengumumkan perang kepada Bani Quraidhah, Bani
Nadhir, Bani Qainga', Khaibar, Rumawi serta setiap
peperangan  yang terjadi, mesti  beliau  yang
mengumumkannya. Ini menunjukkan, bahwa pengumuman

perang adalah semata-mata hak khalifah.

Begitu pula beliaulah yang mengadakan perjanjian-
perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Termasuk beliaulah
yang membuat perjanjian dengan Bani Mudlij serta sekutu-
sekutunya yaitu Bani Dhamrah, Yuhnah Bin Ru'bah, dan
penduduk Ailah. Beliau juga yang mengadakan perjanjian
Hudaibiyah, sampai-sampai orang-orang Islam sendiri pada
awalnya tidak menerima isi perjanjian itu, namun beliau
tidak mengabaikan mereka dan justru beliau tolak
pendapat-pendapat mereka dan tetap melanjutkan perjanjian
tersebut. Semuanya ini menunjukkan bahwa hanya
khalifahlah yang memiliki hak untuk membuat perjanjian,
baik perjanjian damai maupun perjanjian-perjanjian yang

lainnya.

Sedangkan dalil tentang point (3) adalah karena
Rasulullahlah yang menemui dua utusan Musailamabh.
Termasuk beliaulah yang menemui Aba Rafi' salah seorang
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utusan dari Quraisy. Beliau sendiri yang mengutus utusan-
utusan kepada raja Heraklius, Kisra, Mukaukis, Al Haris Al
Ghisani raja Hairah, Al Haris Al Humairi raja Yaman, serta
Najasyi raja Habasyah. Beliau juga yang telah mengutus
Ustman Bin Affan kepada kaum Quraisy sebagai utusan
beliau dalam  perjanjian  Hudaibiyah.  Semunya
menunjukkan, bahwa khalifahlah yang berhak menerima
dan menolak duta-duta serta yang berhak menentukan duta

negara.

Sedangkan dalil tentang point (4) adalah karena
Rasulullah yang telah menentukan para wali. Beliau yang
mengangkat Mu'ad sebagai wali Yaman. Beliau juga yang
telah memecat wali, sebagaimana beliau pernah memecat
[la' Bin Al Hadhrami dari jabatan wali di Bahrain karena
ada suatu pengaduan tentang dirinya dari warga. Semuanya
ini menunjukkan bahwa wali juga bertanggungjawab di
hadapan penduduk setempat, sebagaimana dia juga
bertanggungjawab kepada khalifah serta bertangungjawab
di hadapan majelis umat. Karena majelis umat merupakan
wakil umat di seluruh wilayah. Ini berkaitan dengan wali.
Sedangkan tentang para mu'awin, Rasulullah memiliki dua
mu'awin yaitu Abu Bakar dan Umar, dimana beliau tidak

memberhentikannya dan tidak pernah mengangkat selain
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mereka berdua sepanjang hayat beliau. Beliaulah yang
mengangkat mereka namun tidak pernah
memberhentikannya. Hanya saja para mu'awin memiliki
kekuasaan semata-mata karena mendapatkan kekuasaan
tersebut dari khalifan. Sebab, dia  merupakan wakil
khalifah. Oleh karena itu, Kkhalifah berhak untuk
memberhentikannya dengan menganalogkannya sebagai
seorang wakil. Dimana orang yang mewakilkan bisa saja
melepas (memberhentikan) wakilnya.Sedangkan point (5)
dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat
Ali Bin Abi Thalib sebagai gadli di Yaman. Dari Ugbah
Bin Amir yang berkata: "Ada dua orang yang bersengketa

datang kepada Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda:

"Putuskanlah di antara mereka berdua." Aku berkata:
"Engkaulah yang lebih layak untuk memutuskan hal
itu." Dia (ugbah) bertanya: "Kalau begitu,
bagaimana aku harus memutuskan?" Beliau
menjawab: "Putuskanlah, kalau engkau benar maka
engkau akan mendapatkan sepuluh  pahala
(kebaikan), namun kalau engkau salah maka engkau

hanya mendapatkan satu pahala (kebaikan)."
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Sa'id di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari
Amru Bin Ash yang berkata: "Ada dua orang yang
bersengketa datang kepada Rasulullah lalu beliau bersabda

kepadaku:

"Putuskanlah sengketa di antara mereka berdua, wahai
Amru." Aku berkata: "Engkaulah yang lebih utama untuk
melakukan itu, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda:
"Kalau engkau benar dalam memutuskan sengketa di
antara mereka berdua, maka engkau akan mendapatkan
sepuluh kebaikan, kalau engkau salah maka engkau hanya

mendapatkan satu kebaikan saja."

Khalifah Umar ra. pernah mengangkat dan
memberhentikan gadli. Beliau pernah mengangkat Syuraih
sebagai gadli di Kufah dan Abu Musa sebagai gadli di
Bashrah. Beliau juga pernah memberhentikan Syurahbil
Bin Husnah sebagai wali di Syam, lalu menunjuk
Mu'awiyah sebagai penggantinya. Syurahbil pernah
bertanya kepada beliau: "Apakah karena aku penakut,
sehingga engkau memberhentikan aku ataukah karena aku
berkhianat?" Beliau menjawab: "Tidak, tidak karena

semuanya. Namun, aku menginginkan orang yang lebih
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kuat."

Imam Ali ra. juga pernah mengangkat Abu Al Aswad,
kemudian  memberhentikannya:  "Mengapa engkau
memberhentikanku? Padahal aku tidak berkhianat, juga

tidak melakukan kesalahan apapun.”" Beliau menjawab:
"Aku melihat, suaramu terlampau keras terhadap mereka

yang bersengketa."

Baik Umar maupun Ali radliallahu anhuma, masing-
masing melakukan hal yang sama, dimana hal itu dilihat
serta didengarkan oleh para sahabat namun tidak ada satu
pun yang mengingkarinya. Semuanya ini menjadi dalil,
bahwa khalifah berhak untuk menentukan gadli secara
umum. Begitu pula dia berhak mewakilkan kepada orang
lain untuk menunjuk qgadli tersebut, sebagai analog terhadap
hak wakalah. Sebab dia berhak mewakilkan semua yang
menjadi wewenangnya, kepada orang lain, sebagaimana dia
berhak mewakilkan tindakan-tindakan apa saja Yyang

menjadi kewenangannya.

Sedangkan dalil mengenai hak mengangkat dirjen-
dirjen departemen, adalah sebagaimana yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika beliau mengangkat
para pencatat administrasi urusan negara. Dalam hal ini,

mereka layaknya sebagai dirjen-dirjen departemen. Beliau
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mengangkat Harits Bin Auf Al Mariy untuk mengurusi
cincin beliau yang menjadi stempel negara, lalu Mu'aiqib
Bin Abi Fatimah sebagai pencatat harta rampasan perang
(ghanimah). Beliau juga mengangkat Zubeir Bin Awwam
sebagai pencatat harta zakat, lalu Mughirah Bin Syu'bah
sebagai pencatat hutang dan mu'amalah. Begitulah praktek

yang terjadi ketika itu.

Dalil tentang hak untuk mengangkat panglima perang
(angkatan bersenjata) serta komandan yang membawa liwa'
(bendera) pasukan, adalah karena Rasulullah pernah
mengangkat Hamzah Bin Abdul Muthallib agar memimpin
tiga puluh orang untuk menghadang orang-orang Quraisy di
tepi pantai. Beliau juga pernah menunjuk Muhammad Bin
Ubaidah Bin Harits untuk memimpin enam puluh orang
lalu mengutusnya ke suatu perkampungan yang bernama
Rabigh untuk menemui orang-orang Quraisy. Beliau juga
menunjuk Sa'ad Bin Abi Waqggash untuk memimpin dua
puluh orang, lalu mengutusnya ke Makkah. Begitulah,
beliau senantiasa mengangkat para panglima dan komandan
pasukan. Ini bisa menjadi dalil, bahwa khalifahlah yang
berhak menentukan para pangli